BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR {3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN GEOPARK RINJANI-LOMBOK NARMADA LINGSAR

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 2 ayat (1} huruf ¢
dan huruf d Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Geopark Rinjani-Lombok
Narmada Lingsar Tahun 2023-2043;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 56);

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Barat Nomor 106};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN GEOPARK LOMBOK-RINJANI NARMADA
LINGSAR TAHUN 2023-2043.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam
penyelenggaran penataan ruang.

5. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan
daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat
dan Pemerintah Daerah  dengan memberikan
pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya. '(Y
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Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman
dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi
sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat
yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam
suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi
daya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian
pemanfaatan Ruang.

Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan Tata Ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk
menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR
melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib Tata Ruang.

Kesesuaian  Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata
Ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi.

Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk
membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah
tertentu.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP
adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis
kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya,
sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW
kabupaten yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP
adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik
dan terdiri atas beberapa blok.

Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial,
dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP
dan/atau regional yang digambarkan pada peta sebagai
pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan.
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Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan
ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani
SWP yang digambarkan pada peta sebagai sub pusat
pelayanan kota/kawasan perkotaan.

Pusat Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disingkat
PL Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial,
dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman
skala kelurahan yang digambarkan pada peta sebagai PL
Kelurahan/Desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat
PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau
administrasi lingkungan permukiman, skala kecamatan,
kelurahan, dan rukun warga.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata
seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki
fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan
pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang
bersangkutan.

Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Zona Hutan Lindung adalah hutan yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banijir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang
diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan
Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan
hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian
jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran,
ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-
sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal
dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung
antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situy,
danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang
memiliki fungsi perlindungan setempat.

Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan. "(



31,

32.

38.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam,
dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis,
resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang
ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan
untuk melayani penduduk satu kelurahan.

Sub-Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut
Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk
melayani penduduk 1 (satu) rukun warga.

Sub-Zona Taman Rukun Tetangga yang selanjutnya
disebut Sub-Zona Taman RT adalah taman yang ditujukan
untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) rukun
tetangga, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di
lingkungan rukun tetangga tersebut.

Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka
hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan
jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah
resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi,
pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta
fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan
sebagai sumber pendapatan.

Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman
serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam
ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang
pengawasan jalan (ruwasja), sering disebut jalur hijau
karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman
yang pada umumnya berwarna hijau.

Zona Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang
memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya
berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang
yang khas.

Zona Konservasi adalah daerah yang mempunyai ciri khas
tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi,
dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara
berkelan jutan.

Sub-Zona Taman Wisata Alam adalah daerah pelestarian
alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata
alam dan pariwisata.

Zona Lindung Geologi adalah peruntukan ruang yang
ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian
gejala geologi dan kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap air tanah.
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Sub-Zona Keunikan Batuan dan Fosil adalah peruntukan
ruang yang memiliki keragaman batuan dan dapat
berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki
batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di
masa lampau (fosil] yang bersifat langka dan/atau
penting,

Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung kegiatan yang
berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu,
pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan
hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang
lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan
lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial
untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang
memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan
baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk
komoditas perkebunan.

Sub-Zona Peternakan adalah peruntukan ruang yang
secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan
terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman
pangan, perkebunan, hortikultura, atau perikanan)
berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi
zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan sarana
dan prasarana perikanan.

Sub-Zona Perikanan Budi Daya adalah peruntukan ruang
yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya
ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana
sarana umum yang ada.

Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan
lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri
berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan
sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki
fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk
pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun
budaya.

Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri

atas kelompok rumah tinggal untuk mewadahi kehidupan
dan penghidupan Masyarakat dilengkapi dengan

fasilitasnya.
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Sub-Zona  Perumahan Kepadatan Tinggi adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal
atau hunian dengan perbandingan yang besar antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal
atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang
antarajumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah
Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal
atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang
yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan
yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial
budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani
penduduk skala kota.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala kecamatan.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk
melayani penduduk skala kelurahan.

Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di
bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam
kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang
diperkeras.

Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang
yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha
yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha,
serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/
sosial pendukungnya.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan
kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat
bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi
dengan skala pelayanan kota.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan
kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat
bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi
dengan skala pelayanan WP.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan
kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat
bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi
dengan skala pelayanan SWP. "F(
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Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang
difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan
pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat
berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial
pendukungnya.

Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budidaya, mengakomodir
pemanfaatan lain berupa tempat evakuasi, instalasi
infrastruktur, pengembangan nuklir dan pergudangan.

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum yang
selanjutnya disebut Sub-Zona IPAM adalah peruntukan
ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah
air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi
tertentu sehingga menghasilkan air minum yang
memenuhi baku mutu yang berlaku.

Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang
selanjutnya disebut Sub-Zona IPAL adalah peruntukan
ruang yvang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi
untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri,
dan sebagainya.

Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk
melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemindahan barang.

Program Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat
PJM adalah suatu kumpulan program yang terpadu dalam
rangka pembangunan, pengembangan di suatu kabupaten
untuk kurun waktu lima sampai dua puluh tahun.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau
Zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam
RDTR.

Teknik Pengaturan Zonasi adalah ketentuan yang
disediakan atau dikembangkan untuk memberikan
fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan
ditunjukkan untuk mengatasi berbagai permasalahan
dengan mempertimbangkan karakteristik Blok/Zona.

Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur
pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan
diberlakukan  ketentuan khusus sesuai dengan
karakteristik Zona dan kegiatannya, selain itu ketentuan
pada Zona yang digambarkan di peta khusus yang
memiliki pertampalan (overlay) dengan Zona lainnya.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat
KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan
antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung
terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.

X«
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Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan
perpetakan atau daerah perencanaan.

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH
adalah angka persentase perbandingan antara luas
seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan terhadap
luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan.

Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disebut TB adalah
angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang
diperkenankan.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat
GSB adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan
dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik
pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan.

Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS
adalah jarak minimum antara batas petak samping
terhadap dinding bangunan terdekat.

Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB
adalah jarak minimum antara batas petak belakang
terhadap dinding bangunan terdekat.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya
disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar
dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

BAB 11
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.

b
c.
d

tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;
rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;
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Peraturan Zonasi; dan
kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

Delineasi WP Kawasan Geopark Rinjani-Lombok Narmada
Lingsar ditetapkan sebagai WP I[I berdasarkan aspek
administratif dan/atau fungsional dengan luas kurang
lebih 3.240,78 (tiga ribu dua ratus empat puluh koma
tujuh puluh delapan) hektare;

Batas WP Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Bayan,
Desa Batu Mekar, Desa Buwun Sejati, Desa Sesaot,
Desa Pakuan;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Keru, Desa
Suranadi, Desa Sesaot, Desa Pakuan;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dasan
Terang, Desa Batu Kuta, Desa Peresak, Desa Golong;
dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sigerongan,

Desa Lingsar, Desa Gegelang, Desa Nyur Lembang,
Desa Dasan Tereng.

Delineasi WP Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

sebagian Kecamatan Narmada meliputi sebagian Desa
Golong, sebagian Desa Narmada, Desa Nyur Lembang,
sebagian Desa Peresak, sebagian Desa Buwun Sejati,
sebagian Desa Pakuan, sebagian Desa Sesaot,
sebagian Desa Suranadi, seluruh Desa Lembuak, Desa
Selat; dan

sebagian Kecamatan Lingsar meliputi sebagian Desa
Batu Kumbung, sebagian Desa Batu Mekar, sebagian
Desa Karang Bayan, sebagian Desa Lingsar, sebagian
Desa Saribaye.

Delineasi WP Il sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, terdiri atas:

a.

SWP II.A, mencakup sebagian Desa Golong, seluruh
Desa Lembuak, sebagian Desa Narmada, sebagian
Desa Nyur Lembang, sebagian Desa Peresak, dan
seluruh Desa Selat, terdiri atas Blok 11.A.1, Blok I11.A.2,
Blok 11.A.3, Blok I[I.A.4, Blok iI.A.5, Blok II.A.6, Blok
I1.A.7, Blok [1.A.8, Blok I1.A.9, Blok II.A. 10, Blok I1.A.11,
Blok 11.LA.12, Blok II.A.13, Blok II.A.14, Blok 11.A.15,
Blok II.A.15, Blok I1.A.16, Blok I1.A.17, Blok I1.A.18,
Blok 11.A.19, Blok I1.A.20, Blok II.A.21, Blok 11.A.22,
Blok 11.A.23, Blok I1.A.24, Blok 11.A.25, Blok 11.A.26,
Blok 11.A.27, dan Blok I1.A.28;
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b. SWP IL.B, mencakup sebagian Desa Batu Kumbung,
sebagian Desa Batu Mekar, sebagian Desa Karang
Bayan, sebagian Desa Lingsar, dan sebagian Desa
Saribaye, terdiri atas Blok II.B.1, Blok I1.B.2, Blok
I1.B.3, Blok I1.B.4, Blok i1.B.5, Blok I1.B.6, Blok I1.B.7,
Blok I1.B.8, Blok I1.B.9, Blok 11.B.10, Blok I1.B.11, Blok
I1.B.12, Blok 11.B.13, Blok 11.B.14, Blok 1I.B.15, Blok
I1.B.16, Blok 11.B.17, Blok 11.B.18, Blok 11.B.19, Blok
I1.B.20, Blok 11.B.21, dan Blok 11.B.22; dan

c. SWP II.C, mencakup sebagian Desa Buwun Sejati,
sebagian Desa Pakuan, sebagian Desa Sesaot, dan
sebagian Desa Suranadi, terdiri atas Blok II.C.1, Blok
I1.C.2, Blok II.C.3, Blek 1I.C.4, Blok 11.C.5, Blok I1.C.6,
Blok II.C.7, Blok 11.C.8, Blok I1.C.9, Blok 11.C.10, Blok
II.C.11, Blok 11.C.12, Blok II.C.13, Blok II.C.14, dan
Blok I1.C.15.

Delineasi WP Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat Kketelitian
geometri dan Kketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pembagian SWP dan Blok pada WP Il sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB I1I
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Geopark Rinjani-Lombok Narmada
Lingsar bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Geopark
Rinjani-Lombok Narmada Lingsar sebagai pusat agro dan edu-
ekowisata.

(1)

BABIV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, meliputi:
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi; dan
c. rencana jaringan prasarana.
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(2) Rencana Struktur Ruang digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

{1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. PPK;
b. SPPK; dan
¢, PPL,

(2} PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdapat di SWP II.A pada Blok I1.A.4.

(3} SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, terdiri
atas:
a. SWP II.B pada Blok I1.B.11; dan
b. SWP II.C pada Blok I1.C.7.

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa
PL Kelurahan.

(5) PL Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri
atas:
a. SWP Il.A pada Blok I1.A.8 dan 11.A.26;

b. SWP II.B pada Blok I1.B.1, Blok 11.B.9, dan Blok 11.B.13;
dan

¢. SWP II.C pada Blok 11.C.11, Blok II.C.12, dan Blok
11.C.14.

(6) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7
(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) hurufb, meliputi:
a. jalan umum;
b. jalan khusus;
c. terminal penumpang; l’(r
d. jembatan; dan
e. halte.
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Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a, meliputi:
a. jalan arteri primer;
jalan kolektor primer;
jalan kolektor sekunder;
jalan lokal primer;
jalan lokal sekunder;
jalan lingkungan primer; dan
g jalan lingkungan sekunder.

™o ap g

Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, yaitu ruas jalan Cakranegara (Bts. Kota
Mataram)-Mantang terdapat di SWP ILA.

Jalan kolektor primer sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) huruf b, meliputi:

a. ruas jalan Narmada-Batu Kumbung terdapat di SWP
IILA dan SWP I1.B; dan

b. ruas jalan Selagalas-Batu Kumbung terdapat di SWP
II.B.

Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hurufc, meliputi:

a. ruas jalan Keru-Suranadi terdapat di SWP ILA dan
SWP I1.C;

b. ruas jalan Nyurlembang-Sesaot terdapat di SWP ILA
dan SWP I1.C;

c. ruas jalan Batukumbung-Sigerongan terdapat di SWP
11.B;

d. ruas jalan Endut-Nyurbaye Gawah terdapat di SWP
11.B;

e. ruas jalan Punikan-Manggong terdapat di SWP I1.B dan
SWP I1.C;

f. ruas jalan Keru-Sesaot terdapat di SWP IL.C;

g. ruas jalan Keru-Suranadi terdapat di SWP I1.C; dan

h. ruas jalan Suranadi-Buwun Sejati terdapat di SWP
ILE,

Jalan Iokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d terdapat di SWP 11.A, SWP I1.B, dan SWP II.C.

Y%
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(6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, terdapat di SWP IL.A.

(7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf {, terdapat di SWP I.LA, SWP I1.B, dan SWP
g,

(8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, terdapat di SWP I[.A, SWP [1.B, dan SWP
I1.C.

Paragraf 2
Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b, terdapat di SWP II.B dan SWP I1.C.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1} huruf c, berupa terminal penumpang tipe C terdapat di
SWP I1L.A pada Blok I1.A.12.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 11
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1} huruf
d, terdiri atas:
a. SWP ILA pada Blok 1I.A.1 dan Blok II.A.5; dan
b, SWP II.C pada Blok I[1.C.1 dan Blok I1.C.11.

Paragraf 5
Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e,
terdiri atas:

a. SWP Il.A pada Blok [1.A.6, Blok [1.A.19, Blok iI.A.21, dan
Blok 11.A.26;

b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok 11.B.10, dan Blok 11.B.17;
dan

c. SWPIILC pada Blok I1.C.3, Blok II.C.7, Blok I1.C.12, dan Blok
I1.C.15.
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Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a.

o 200

bt

(1)

(3)

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;
rencana jaringan sumber daya air;
rencana jaringan air minum;

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3);

rencana jaringan persampahan;
rencana jaringan drainase; dan
rencanajaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14
Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a, meliputi:

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana
pendukung;

b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

d. gardu listrik.

Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), terdiri
atas:

1. SWP II.B pada Blok 11.B.3; dan
2. SWP II.C pada Blok I1.C.1 dan Blok I1.C.11.
b. pembangkit listrik lainnya berupa pembangkit listrik
tenaga sampah, terdiri atas:
1. SWP II.B pada Blok I1.B.2 dan Blok I1.B.19; dan
2. SWP II.C pada Blok I1.C.12.
Jaringan transmisi tenaga listrik  antarsistem

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa
saluran udara tegangan tinggi (SUTT) terdapat di SWP IL.A.

Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

(%
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a. saluran udara tegangan rendah (SUTR) terdapat di
SWP ILLA, SWP I1.B, dan SWP II.C; dan

b. saluran distribusi lainnya, terdapat di SWP II.A, SWP
I1.B, dan SWP II.C.

Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢, berupa gardu distribusi terdiri atas:

a. SWP IL.A pada Blok [1.A.2, Blok 11.A.3, Blok 11.A.4, Blok
I.A.5, Blok II.A.7, Blok II.A.8, Blok I1.A.9, Blok I1.A.10,
Blok 11.A.13, Blok 11.A.14, Blok I1.A.16, Blok 1I1.A.19,
Blok 11.A.21, Blok 1I.A.23, Blok 11.A.24, Blok I1.A.25,
Blok 11.A.26, Blok 11.A.27, dan Blok 11.A.28;

b. SWP IL.B pada Blok I1.B. 1, Blok 11.B.3, Blok 11.B.4, Blok
I1.B.9, Blok II.B.11, Blok I1.B.13, Blok II.B.17, Blok
11.B.18, Blok 11.B.19, Blok 11.B.21, dan BlokIl.B.22; dan

c. SWPILC pada Blok I1.C.1, Blok 11.C.3, Blok I1.C.5, Blok

I1.C.6, Blok 11.C.7, Blok 11.C.8, Blok 11.C.9, Blok I1.C.10,
Blok 11.C.12, Blok 11.C.13, dan Blok I1.C.15.

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan Kketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15
Rencanajaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.
Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, meliputi:
a. jaringan serat optik terdapat di SWP I1.A, SWP I1.B, dan
SWP II.C; dan

b. sentral telepon otomat (STO) terdapat di SWP I1.A pada
Blok 11.A.2.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, berupa menara base transceiver station
(BTS) terdiri atas:

a. SWP I.A pada Blok [1.A.2, Blok IL.A.6, Blok II.A.11,
Blok II.A.14, Blok I1.A.19, Blok [1.A.21, Blok 1l.A.24,
dan Blok 11.A.28;

b. SWP IL.B pada Blok I1.B.6, Blok 11.B.12, Blok 1I.B.16,
dan Blok 11.B.17; dan

c. SWPILC pada Blok I1.C.1, Blok I1.C.7, dan Blok II.C.12.

%
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Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16
Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
a. sistem jaringan irigasi; dan
b. bangunan sumber daya air.
Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a, meliputi:
a. jaringan irigasi primer terdapat di SWP II.A, SWP IL.B,
dan SWP II.C; dan
b. jaringan irigasi sekunder terdapat di SWP II.A, SWP
II.B, dan SWP I1.C.
Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, berupa pintu air, terdiri atas:
a. SWP ll.A pada Blok 11.A.18;
b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
¢. SWP IIL.C pada Blok I1.C.9 dan Blok II.C.11.
Rencanajaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17
Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. unit air bakuy;
b. unit produksi; dan
¢. unit distribusi.
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(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, meliputi:
a. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP [I.B
pada Blok II.B.11; dan
b. jaringan transmisi air baku terdapat di SWP I1.A, SWP
I1.B, dan SWP II.C.
(4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, meliputi:
a. instalasi produksi, terdiri atas:
1. SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
2. SWP II.B pada Blok 11.B.11;

b. bangunan penampung air terdapat di SWP I[.A pada
Blok II.A.5; dan

¢. jaringan transmisi air minum terdapat di SWP ILA,
SWP II.B, dan SWP II.C.

(5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢, berupajaringan distribusi pembagi terdapat di SWP IL.A,
SWP II.B, dan SWP II.C.

(6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:

a. terminal air, terdiri atas:
1. SWP II.A pada Blok I1.A.18;
2. SWP IL.B pada Blok II.B.11; dan
3. SWP II.C pada Blok 11.C.14.
b. bangunan penangkap mata air terdapat di SWP II.C
pada Blok II.C.10.

(7) Rencanajaringan air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf6

Rencana Pengelolaan Air [.imbah dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sub-
sistem pengolahan lumpur tinja, terdiri atas:

a. SWP II.B pada Blok I1.B.18; dan
b. SWP I1.C pada Blok II.C.3. 'E
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Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb berupa IPAL
skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP 11.B
pada Blok 11.B.20.

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf f, meliputi:

a. tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle
(TPS3R), dan

b. tempat penampungan sementara (TPS).

Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. SWP IL.B pada Blok I1.B.18; dan
b. SWP II.C pada Blok I1.C.3.

Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} hurufb, terdiri atas:

a. SWP I1.A pada Blok 11.A.4, Biok 11.A.5, Blok 11.A.8, Blok
II.A.16, Blok I1.A.18, Blok I11.A.21, Blok I1.A.26, dan
Blok 11.A.28;

b. SWP II.B pada Blok 11.B.3, Blok I1.B.5, Blok I1.B.10,
Blok 11.B.11, Blok II.B.16, Blok 11.B.19, Blok I1.B.21,
dan Blok 11.B.22; dan

c. SWP IL.C pada Blok I1.C.4, Blok I1.C.5, Blok I1.C.8, Blok
I1.C.9, Blok 11.C.12, Blok 11.C.14, dan Blok i1.C.15.

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

Rencanajaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf g, meliputi:
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a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder; dan

c. jaringan drainase tersier.

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, terdapat di SWP IL.LA, SWP I1.B, dan SWP
I1.C.

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I1.LA, SWP I1.B, dan SWP
L.

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I1.LA, SWP I1.B, dan SWP
[LC.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf9
Rencana Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 21
Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 hurufh, meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;
¢. jalur sepeda; dan
d. jaringan pejalan kaki.
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdapat di SWP II.A, SWP I1.B, dan SWP II.C.
Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:
a. tempat evakuasi sementara, terdiri atas:

1. SWP IL.A pada Blok I1.A.1, Blok I1.A.3, Blok 11.A.4,,
BlokIl.A.7, Blok IL.A.8, Blok Ii.A.12, Blok IL.A.17,
Blok I1.A.18, Blok II.A.24, Blok 11.A.25, dan Blok
11.A.28;

2. SWP II.B pada Blok I1.B.1, Blok I1.B.10, dan Blok
11.B.11; dan

3. SWP II.C pada Blok 11.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.6,
Blok II.C.8, Blok II.C.10, Blok 11.C.14, dan Blok
LG 15;

b. tempat evakuasi akhir, terdiri atas:
1. SWP II.B pada Blok 11.B.18 dan Blok I1.B.19; dan
2. SWP II.C pada Blok [1.C.8 dan Blok II.C.15.

N
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(4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, terdapat di SWP II.A, SWP I1.B, dan SWP II.C.

(5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufd, terdapat di SWP I1.A, SWP II.B, dan SWP II.C.

(6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BABV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf ¢, meliputi:

a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 23
Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH,;
Zona Konservasi dengan kode KS;
Zona Lindung Geologi dengan kode LGE; dan
Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

NN

Paragraf 1
Zona Hutan Lindung

Pasal 24

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf a, dengan luas 2,46 (dua koma empat
puluh enam) hektare, terdapat di SWP II.C pada Blok I1.C.10.

ot
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Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dengan luas 46,90 (empat
puluh enam koma sembilan puluh) hektare, terdiri atas:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

SWP II.A pada BlokIl.A.9, Blok 11.A.10, Blok II.A.18, Blok
I1.A.19, Blok I1.A.20, dan Blok 11,A,21,

SWP 1I.B pada Blok II1.B.2, Blok I1.B.3, Blok I1.B.4, Blok
I1.B.5, Blok IL.B.6, Blok 11.B.13, Blok 11.B.14, Blok 11.B.15,
Blok 11.B.18, Blok I1.B.19, Blok I1.B.20, Blok I1.B.21, dan
Blok 11.B.22; dan

SWP IL.C pada Blok 11.C.1, Blok II.C.2, Blok IL.C.3, Blok
11.C.4, Blok I1.C.5, Blok I1.C.6, Blok II.C.7, Blok I1.C.8, Blok
11.C.9, Blok 11.C.10, Blok 11.C.11, Blok II.C.12, Blok I1.C.13,
Blok 11.C.14, dan Blok I1.C.15.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dengan luas 36,48 (tiga
puluh enam koma empat puluh delapan) hektare,
meliputi:

a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-§;

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas
3,12 (tiga koma dua belas) hektare, terdapat di SWP I1.C
pada Blok II.C.6 dan Blok I1.C.8.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, dengan luas

15,68 (lima belas koma enam puluh delapan) hektare,

terdiri atas:

a. SWP I1.A pada Blok II.A.1, Blok 11.A.12, Blok I1.A.17,
Blok I1.A.18, dan Blok 11.A.28;

b. SWP ILB pada I1.B.11, Blok 11.B.19, dan Blok 11.B.22;
dan

c. SWP ILC pada Blok 11.C.3, Blok I1.C.4, Blok 11.C.5, Blok
I1.C.7, Blok II.C.10, Blok iI.C.13, Blok [1.C.14, dan Blok
[L.C.18.
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Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dengan luas 10,48
(sepuluh koma empat puluh delapan) hektare, terdiri atas:

a. SWP IL.A pada Blok 11.A.4, Blok I1.A.6, Blok 11.A.8, Blok
[1.A.9, Blok I1I.A.14, Blok II.A.16, Blok I1.A.17, Blok
I1.A.18, Blok I1.A.19, Blok 11.A.21, Blok I1.A.22, Blok
I1.A.23, Blok I1.A.24, Blok 11.A.25 Blok 11.A.27, dan Blok
11.A.28;

b. SWP IL.B pada Blok I1.B. 1, Blok I1.B.6, Blok I1.B.8, Blok
11.B.9, Blok I1.B.13, Blok I1.B.18, Biok II.B.19, Blok
11.B.20; dan Blok 11.B.21; dan

c. SWPIILC pada Blok I1.C. 1, Blok II.C.5, Blok 11.C.6, Blok
11.C.8, Blok II.C.9, Blok I1.C.12, Blok I1.C.13, dan Blok
11.C.14.

Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 2,09 (dua
koma nol sembilan) hektare, terdiri atas:

a. SWP IL.A pada Blok I1.A.1, Blok I1.A.4, Blok II.A.6, Blok
II.LA.7, Blok I1.A.8, Blok I.A.10, Blok II.A.11, Blok
11.A.15, Blok II.A.17, Blok Blok I1.A.20, Blok I1.A.23,
Blok I1.A.24, dan Blok I1.A.28;

b. SWP II.B pada Blok 11.B.4, Blok I1.B.10, Blok I1.B.13,
Blok I1.B.16, Blok I1.B.18, dan Blok I1.B.20; dan

¢. SWPII.C pada Blok I1.C. 1, Blok I1.C.3, Blok I1.C.6, Blok
I1.C.7, Blok I1.C.10, Blok 11.C.11, Blok I1.C.14, dan Blok
I.C.15.

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 5,02 (lima
koma nol dua) hektare, terdiri atas:

a. SWP II.LA pada Blok II.A.3, Blok I[1.A.9, Blok I1.A.16,
Blok I1.A.19, dan Blok I1.A.24;

b. SWP II.B pada Blok 11.B.10, Blok I1.B.18, dan Blok
11.B.19; dan

c. SWP II.C pada Blok I1.C.12.
Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 0,09 (nol
koma nol sembilan) hektare, terdiri atas:

a. SWP II.A pada Blok 11.A.13 dan Blok I1.A.26; dan
b. SWP IL.B pada Blok II.B.13.

Paragraf 4
Zona Konservasi

Pasal 27

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf e, berupa Sub-Zona Taman Wisata Alam
dengan kode TWA dengan luas 61,52 (enam puluh satu koma
lima dua) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II1.C.4, Blok
11.C.6, Blok I1.C.7, Blok I1.C.12, Blok I1.C.13, Blok I1.C.14, dan
Blok I1.C.15.
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Paragraf 5
Zona Lindung Geologi

Pasal 28

Zona Lindung Geologi dengan kode LGE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, berupa Sub-Zona Keunikan
Batuan dan Fosil dengan kode LGE-1 dengan luas 1,72 (satu
koma tujuh dua) hektare terdapat di SWP I1.B pada Blok I1.B.17
dan Blok [1.B.18.

Paragraf6
Zona Cagar Budaya

Pasal 29

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf c, dengan luas 14,32 (empat belas koma
tiga dua) hektare, terdiri atas:

a. SWP IL.A pada Blok [1.A.12;
b. SWP ILB pada Blok [i.B.12; dan
¢. SWP IL.C pada Blok II.C.7.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1) huruf b, meliputi:

a. Zona Pertanian dengan kode P,

b. Zona Perikanan dengan kode IK;

¢. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPJ;
d. Zona Pariwisata dengan kode W,

e. Zona Perumahan dengan kode R;

f.  Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;

g Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

i. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

[ S

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 31

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf a, dengan luas 1.991,89 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan puluh
sembilan) hektare, meliputi:
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(4)

a.
b.
.
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Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.166,08
(seribu seratus enam puluh enam koma nol delapan)
hektare, terdiri atas:

al

SWPIILA pada Blok II.A.1, Blok I1.A.2, Blok I.A.3, Blok
II.LA.5, Blok I1.A.6, Blok II.LA.7, Blok 11.A.8, Blok I1.A.9,
Blok I1.A.10, Blok II.A.11, Blok II.A.12, Blok I11.A.13,
Blok I1.A.14, Blok II.A.15, Blok II.A.16, Blok [1.A.17,
Blok I1.A.18, Blok I1.A.19, Blok I1.A.20, Blok I1.A.21,
Blok 11.A.22, Blok I1.A.23, Blok I.A.24, Blok I1.A.25,
Blok 11.A.26, Blok I1.A.27, dan Blok 11.A.28;

SWP II.B pada Blok 11.B.1, Blok I1.B.2, Blok 11.B.3, Blok
11.B.4, Blok I1.B.5, Blok I1.B.6, Blok I11.B.7, Blok II.B.8,
Blok I1.B.9, Blok I1.B.10, Blok I11.B.11, Blok II.B.12,
Blok 11.B.13, Blok 11.B.14, Blok 11.B.15, Blok 11.B.16,
Blok 11.B.17, Blok I1.B.18, Blok I1.B.19, Blok I1.B.20,
Blok I1.B.21, dan Blok 11.B.22; dan

SWP I1.C pada Blok I1.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok
I1.C.4, Blok I1.C.5, Blok II.C.6, Blok I1.C.8, Blok II.C.9,
Blok II.C.10, Blok I11.C.11, Blok 11.C.12, Blok I1.C.13,
Blok I1.C.14, dan Blok I1.C.15.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufb, dengan luas 754,33 (tujuh
ratus lima puluh empat koma tiga puluh tiga) hektare,
terdiri atas:

a.

SWP I1.A pada Blok I1.A.2, Blok I1.A.3, Blok I1.A.9, Blok
II.LA.13, Blok 11.A.17, Blok I1.A.18, Blok I1.A.19, Blok
11.A.20, Blok I1.A.21, Blok I1.A.22, Blok I1.A.23, dan
Blok 11.A.28;

SWP I1.B pada Blok II.B. 1, Blok 11.B.3, Blok I1.B.4, Blok
[1.B.5, Blok 11.B.6, Blok II.B.7, Blok I1.B.8, Blok I1.B.9,
Blok 11.B.10, Blok 11.B.11, Blok 11.B.16, Blok 11.B.17,
Blok 11.B.18, Blok 11.B.19, Blok II.B.20, Blok 11.B.21,
dan Blok 11.B.22; dan

SWP I1.C pada Blok I1.C.1, Biok II.C.2, Blok 11.C.3, Blok
11.C.4, Blok II.C.5, Biok I1.C.6, Blok I.C.7, Blok II.C.8,
Blok II.C.9, Blok I1.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12,
Blok I1.C.13, Blok I11.C.14, dan Blok I1.C.15.

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 71,48 (tujuh
puluh satu koma empat delapan), terdiri atas:

a.
b.

SWP I1.A pada Blok IL.A.11;

SWP 11.B pada Blok I1.B.2, Blok I1.B.3, Blok 1I.B.4, Blok
II.B.6, Blok 11.B.7, Blok II.B.16, Blok II.B.17, Blok
11.B.18, Blok I1.B.19, Blok 11.B.20, dan Blok {I.B.21; dan

SWP I1.C pada Blok I1.C.3, Blok 11.C.6, dan Blok II.C.7.

g
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Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 32

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf b, berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya
dengan kode IK-2 dengan luas 17,12 ({tujuh belas koma dua
belas) hektare, terdiri atas:

a. SWP IL.A pada Blok I1.A.9 dan Blok 11.A.18; dan

b. SWP IL.B pada Blok I1.B.4, Blok II.B.7, Blok 11.B.10, Blok
[1.B.12, Blok II.B.13, BloklIl.B.14, Blok 11.B.15, Blok I11.B.16,
dan Blok I1.B.17.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf ¢, dengan luas
10,71 (sepuluh koma tujuh puluh satu) hektare, terdiri atas:

a. SWP IL.A pada Blok {I.A.2, Blok 11.A.18, dan Blok [1.A.26;
dan

b. SWP I1.B pada Blok 1I.B.12 dan Blok I1.B.13.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 34

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 huruf d, dengan luas 90,84 (sembilan puluh koma
delapan puluh empat) hektare, terdiri atas:

a. SWP IL.A pada Blok I1.A.13 dan Blok I1.A.28;

b. SWP II.B pada Blok I11.B.2, Blok II.B.10, Blok II.B.11, Blok
11.B.12, Blok 11.B.17, dan Blok I1.B.21; dan

c. SWPIIL.C pada Blok I1.C.4, Blok 11.C.5, Blok 11.C.12, dan Blok
ILC.18,

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 35

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf e, dengan luas 683,16 (enam ratus
delapan puluh tiga koma enam belas) hektare, meliputi:

a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode
R-2;

b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode
R-3; dan
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¢. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode
R-4.

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas
188,98 (seratus delapan puluh delapan koma sembilan
puluh delapan), terdiri atas:

a. SWPIIL.A pada Blok II.A.1, Blok 11.A.2, Blok I1.A.3, Blok
II.A.4, Blok II.A.5, Blok 11.A.6, Blok I1.A.7, Blok 11.A.8,
Blok I1.A.9, Blok I1.A.10, Blok I1.A.11, Blok I1.A.12, Blok
II.A.13, Blok II.A.14, Blok II.A.15, Blok I1.A.17, Blok
I1.A.18, Blok I11.A.19, Blok I1.A.24, Blok I1.A.25, Blok
II.LA.26, dan Blok 11.A.27; dan

b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok I1.B.7, Blok
11.B.12, Blok II.B.14, dan Blok I1.B.15.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-
3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan
luas 226,41 (dua ratus dua puluh enam koma empat
puluh satu) hektare, terdiri atas:

a. SWP I1.A pada Blok I1.A.8, Blok 11.A.16, Blok I1.A.17,
Blok [1.A.18, Blok I1.A.19, Blok II.A.20, Blok I1.A.21,
Blok 11.A.22, Blok I11.A.23, Blok 11.A.24, Blok 11.A.27,
dan Blok I1.A.28; dan

b. SWP IL.B pada Blok 1L.B.3, Blok II.B.6, Blok I1.B.10,
Blok I1.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.15, Blok I1.B.16,
Blok 11.B.17, Blok 11.B.18, Blok I11.B.19, dan Blok
11.B.20.

(4} Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-
4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan
luas 267,78 (dua ratus enam puluh tujuh koma tujuh
puluh delapan) hektare, terdiri atas:

a. SWP II.A pada Blok I1.A.14, Blok I1.A.16, Blok II.A.18,
Blok I1.A.20, Blok I1.A.21, dan Blok I1.A.22;

b. SWP IL.B pada Blok I1.B.2, Blok II.B.6, Blok 11.B.8, Blok
11.B.9, Blok I1.B.16, Blok 11.B.17, Blok II.A.18, Blok
I1.A.19, Blok I1.A.20, Blok II.A.21, dan Blok I1.A.22; dan

c. SWP II.C pada Blok I1.C.1, Blok I1.C.2, Blok I1.C.3, Blok
11.C.4, Blok II1.C.5, Blok I1.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8,
Blok II.C.9, Blok II.C.10, Blok I1.C.11, Blok II.C.12,
Blok I1.C.13, Blok I1.C.14, dan Blok II.C.15.

Paragraf6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 36

(1} Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dengan
luas 44,04 (empat puluh empat koma nol empat} hektare,
meliputi:

A
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a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan
kode SPU-1;

b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
dengan kode SPU-2; dan

¢. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
dengan kode SPU-3.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan
kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dengan luas 25,82 {dua puluh lima koma delapan puluh
dua) hektare, terdiri atas:

a. SWP II.A pada Blok 11.A.1, Blok 11.A.3, Blok IL.A.4, Blok
11.A.5, Blok I1.A.6, Blok I1.A.8, Blok 11.A.9, Blok 1I.A.11,
Blok 11.A.12, Blok 11.A.14, dan Blok 11.A.20;

b. SWP IL.B pada Blok II.B.11, Blok I1.B.13, dan Blok
I1.B.14; dan

c¢. SWP ILC pada Blok I1.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.7, Blok
[1.C.8, dan Blok I1.C.10.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dengan luas 6,66 (enam koma enam enam)
hektare, terdiri atas:

a. SWP II.A pada Blok [i.A.4, Blok I1.A.5, Blok 11.A.7, Blok
II.A.17, Blok 11.A.19, dan Blok 11.A.23;

b. SWP II1.B pada Blok 11.B. 1, Blok I1.B.2, Blok I1.B.13, dan
Blok I1.B.18; dan

c. SWPIILC pada Blok I1.C.3, Blok I1.C.7, Blok I1.C.12, dan
Blok 11.C.13.

Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, dengan luas 11,56 (sebelas koma lima puluh
enam) hektare, terdiri atas:

a. SWP IL.A pada Blok II.A.5, Blok I1.A.6, Blok ILA.7, Blok
I.A.8, Blok IL.A.9, Blok I11.A.13, Blok I1.A.16, Blok
11.A.17, Blok 11.A.19, Blok I1.A.21, Blok I1.A.23, Blok
11.A.24, Blok I.A.26, dan Blok 1I.A.28;

b. SWP I1.B pada Blok 11.B.1, Blok 11.B.3, Blok I1.B.4, Blok
II.B.6, Blok II.B.10, Biok II.B.12, Blok I1.B.13, Blok
II.B.15, Blok I[1.B.16, Blok [1.B.17, dan Blok I1.B.20; dan

c. SWP IL.C pada Blok i1.C.2, Blok I1.C.3, Blok II.C.6, Blok
I1.C.8, Blok II.C.10, Blok II.C.11, Blok II.C.12, Blok
11.C.13, Blok I1.C.14, dan Blok I1.C.15.

Paragraf7
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 37

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, dengan luas
1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) hektare, terdiri atas:

A
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a. SWP I1.A pada Blok I1.A.3; dan
b. SWP II.B pada Blok I1.B.12.

(1)

(2)

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 38

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, dengan luas 67,39

{enam puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) hektare,

meliputi:

a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan
kode K-1;

b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan
kode K-2; dan

¢. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan
kode K-3.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode
K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, dengan
luas 28,04 (dua puluh delapan koma nol empat) hektare,
terdiri atas:

a. SWP IIL.A pada Blok I1.A.2, Blok I1.A.3, Blok II.A.4, Blok
II.A.5, Blok II.A.6, Blok I1.A.7, Blok I[.A.8, Blok [1.A.9,
Blok II.A.10, Blok II.A.11, Blok 11.A.12, Blok I1.A.13,
Blok 1I1.A.14, Blok 11.A.25, dan Blok I1.A.26; dan

b. SWP II.B pada Blok [1.B.13, Blok [I.B.14, dan Blok
[1.B.15.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode

K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan

luas 28,87 (dua puluh delapan koma delapan puluh tujuh)

hektare, terdiri atas:

a. SWP IL.A pada Blok II.A.1, Blok I1.A.2, Blok I1.A.5, Blok
II.LA.6, Blok I[1.A.8, Blok I1.A.18, Blok I[I.A.19, Blok
I1.A.20, dan Blok I1.A.21;

b. SWP II.B pada Blok II.B.6, Blok I1.B.9, I1.B.10, Blok
11.B.11, Blok I1.B.12, Blok II.B.17, dan BlokI.B.18; dan

c. SWP II.C pada Blok I1.C.3, Blok II.C.7, Blok II.C.14, dan
Blok I1.C.15.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode
K-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dengan
luas 10,48 (sepuluh koma empat puluh delapan) hektare,
terdiri atas:

a. SWP ILA pada Blok 1I.A.9 dan Blok I1.A.19;

b. SWP II.B pada Blok I1.B.3, Blok I1.B.10, Blok II.B.11,
Blok I1.B.17, dan Blok 11.B.18; dan

c. SWP II.C pada Blok I1.C.3, Blok I1.C.4, Blok I1.C.6, dan
Blok II1.C.12.
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Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 39

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf i, dengan luas 6,85 (enam koma delapan
puluh lima) hektare, terdiri atas:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

SWP II.LA pada Blok I1.A.5, Blok II.A.6, Blok 1I.A.8, Blok
I1.A.9, dan Blok I1.A.10;

SWP II.B pada BlokIl.B.3, Blok I1.B.7, Blok I1.B.11, dan Blok
I[.B.12; dan

SWP I1.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.7, Blok
[1.C.12, dan Blok I1.C.14.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 40

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 hurufj, dengan luas 7,06 (tujuh
koma nol enam) hektare, meliputi:

a. Sub-Zona IPAM dengan kode PL-3;

b. Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4; dan

c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

Sub-Zona IPAM dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, dengan luas 3,66 (tiga koma enam
puluh enam) hektare, terdiri atas:
a. SWP IL.A pada Blok I1.A.5; dan

b. SWP II.B pada Blok I1.B.11.

Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dengan luas 0,41 (nol koma empat
puluh satu) hektare, terdiri atas:

a. SWP II.B pada Blok I1.B.18 dan Blok 11.B.20; dan

b. SWP II.C pada Blok 11.C.3.

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} huruf ¢, dengan luas 2,99 (dua

koma sembilan puluh sembilan) hektare, terdiri atas:

a. SWP IILA pada Blok I1.A.2, Blok 11.A.14, Blok I1.A.19,
dan Blok I1.A.25; dan

b. SWP II.B pada Blok II.B.3.
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BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam
mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur
Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Geopark Rinjani-
Lombok Narmada Lingsar.

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketentuan pelaksanaan KKPR; dan

b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan KKPR

Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan KKPR WP Kawasan Geopark
Rinjani-Lombok Narmada Lingsar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 43

Program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Kawasan
Geopark Rinjani-Lombok Narmada Lingsar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
lokasi;

sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

waktu dan tahapan pelaksanaan.

a Db g

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

terdapat di seluruh SWP dan Blok pada WP Kawasan
Geopark Rinjani-Lombok Narmada Lingsar.
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Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, terdiri atas:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
dan/atau

d. sumber pembiayaan lain yang sah.

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, terdiri atas:

a. pemerintah pusat,

pemerintah provinsi;

Pemerintah Daerah;

swasta, dan/atau

Masyarakat.

o o0 o

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, terdiri atas 5 (lima) tahapan,
meliputi:

a. PJM I pada periode tahun 2023-2024;

b. PJM Il pada periode tahun 2025-2029;

c. PJM III pada periode tahun 2030-2034;

d. PJM IV pada periode tahun 2035-2039; dan

e. PJM V pada periode tahun 2040-2043.

Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIl

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44
Peraturan Zonasi sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:

a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan
Ruang;

b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya
Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di
bawah tanah;

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan  teknis dalam = pengembangan = atau
pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
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Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. aturan dasar; dan
b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 45
Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(2) huruf a, meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
ketentuan tata bangunan;
ketentuan prasarana dan sarana minimal;
Ketentuan Khusus; dan
ketentuan pelaksanaan.

NN

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. aturan dasar Zona Lindung; dan

b. aturan dasar Zona Budi Daya.

Pasal 46

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
diizinkan dengan klasifikasi I,

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T;

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang
bersyarat tertentu dengan klasifikasi B; dan

d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diizinkan dengan klasifikasi X.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan
dengan klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan
lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan
rencana peruntukan Ruang.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat

secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kategori

kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi jam
operasional dengan klasifikasi T1;

b. kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi luas
kaveling maksimum tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh)
persen dengan klasifikasi T2; dan
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c. kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi jumlah
pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/
atau jenis kegiatan dengan klasifikasi T3.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat
tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, merupakan Kkategori kegiatan dan
penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. kegiatan dan penggunaan lahan dengan syarat wajib
mendapatkan persetujuan warga dan Pemerintah
Daerah atau mendapatkan rekomendasi teknis dari
dinas terkait dengan klasifikasi B1;

b. kegiatan dan penggunaan lahan dengan syarat wajib
melengkapi persetujuan lingkungan AMDAL/UKL-UPL
sesuai dengan  peraturan perundangan dan
rekomendasi dinas terkait dengan klasifi kasi B2; dan

c. kegiatan dan penggunaan lahan dengan syarat
memiliki bukti persetujuan dari Forum Penataan
Ruang dengan klasifikasi B3.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diizinkan dengan peruntukan lahan yang direncanakan
dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi
lingkungan di sekitarnya dengan klasifikasi X merupakan
kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki
sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan Ruang yang
direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang
cukup besar bagi lingkungan di sekitarmya.

(6) Ketentuan Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan
kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan
jenis pada masing-masing Zona atau Sub-Zona
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 47

(1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, merupakan
ketentuan mengenai besaran pembangunan yang
diizinkan pada suatu Zona, terdiri atas:

a. KDB maksimum;
b. KLB maksimum;
c. KDH minimal; dan
d. luas kaveling minimum.

(2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel intensitas
Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 48

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) huruf ¢ merupakan ketentuan yang
mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan
bangunan pada suatu Zona atau Sub-Zona untuk menjaga
keselamatan dan keamanan bangunan.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} terdiri atas:

a. TB maksimum,;

b. GSB minimum,;

c. JBS minimum; dan

d. JBB minimum.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimuat dalam tabel tata bangunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran [X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49
Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
jaringan pejalan kaki;
jaringan jalan;
ruang terbuka hijau;
ruang terbuka non hijau;
utilitas perkotaan;
prasarana lingkungan; dan
g. ketentuan lainnya yang diperlukan.

e a0 op

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tabel ketentuan
prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 50

Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.

-0 00 g

aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS;

aturan dasar Zona Lindung Geologi dengan kode LGE; dan
aturan dasar Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

<



(1)

(2)

- 36 -

Pasal 51
Aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran [X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 10 {sepuluh) persen;
2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen;
¢. ketentuan tata bangunan berupa TB maksimum 4
{empat) meter,;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:
1. jalur evakuasi;
2. rambu jalur evakuasi bencana; dan
3. pos penjaga hutan.,
Ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Zona Hutan Lindung

dengan kode HL mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan,

Pasal 52

Aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:

a.

d.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai berikut:
1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;

2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan

3. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen;
ketentuan tata bangunan sebagai berikut:

1. TB maksimum 4 (empat} meter;,

2. JBS minimum ditetapkan dengan Klasifikasi sebagai
berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)

meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu)
meter;

¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:

1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang
bisa meresap air,
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kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar
atau menepi, dan lampu penerangan;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar,
koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan
pemberian tanda atau rambu;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

ruang terbuka non hijau berupa lapangan;

jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

Pasal 53

Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, terdiri
atas:

a,

b.

aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan
kode RTH-3;

aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode
RTH-4;

aturan dasar Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-
5;

aturan dasar Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-
6;

aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-
7: dan

aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-
8.

Aturan dasar Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode
RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a,
meliputi:

a.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 20 (dua puluh} persen;

2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan

3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;

ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;,
2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi
sebagai berikut:
a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;
b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;
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c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e} GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan
gl GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;
ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:
1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi
yang bisa meresap air;
2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan
pemberian tanda atau rambu;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air
limbah.

i S

Aturan dasar Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode
RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b,
meliputi:

a.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 20 {dua puluh) persen;

2, KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan

3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;

ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;
2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi
sebagai berikut:
a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;
b} GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;
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d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan
g) GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:
1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi
yang bisa meresap air;
2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan
pemberian tanda atau rambu;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

ruang terbuka non hijau berupa lapangan;

jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air

limbah.

(4) Aturan dasar Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ¢, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran [IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen;
2. KLB maksimum 0,2 {(nol koma dua); dan
3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;

c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 {(empat} meter;
2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi
sebagai berikut:
a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;
b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;
¢} GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

R Rl R
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f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan
g GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:
1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi
yang bisa meresap air;
2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai
dengan pemberian tanda atau rambu;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

ruang terbuka non hijau berupa lapangan;,

jalur evakuasi,

rambu jalur evakuasi bencana; dan

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air
limbah.

(5) Aturan dasar Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

B NG s

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai
berikut:
1. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen;
2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi

sebagai berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;

bj GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

c¢) GSB minmmum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

gl GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;
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d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai

berikut:

1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi
yang bisa meresap air;

2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai
dengan pemberian tanda atau rambu;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

ol U U

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air
limbah.

(6) Aturan dasar Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a.

d.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;

2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan

3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen;

ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,

sebagai berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan Iokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai
berikut:

1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi
yang bisa meresap air;

Nr
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2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai
dengan pemberian tanda atau rambu;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

ruang terbuka non hijau berupa lapangan;

jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air
limbah.

(7) Aturan dasar Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

I R U

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran [X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:
1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
3. KDH minimal 80 {delapan puluh) persen;

c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi
sebagai berikut:

a) GSB minimum padajalan arteri primer sebesar
22,5 meter,

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan
g GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai
berikut:
1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi
yang bisa meresap air;
2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

tr
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3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai
dengan pemberian tanda atau rambu,

4. jalur evakuasi;

5. rambu jalur evakuasi bencana; dan
6. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air
limbah.
Pasal 54

(1) Aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, berupa
aturan dasar Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode
TWA.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Taman Wisata Alam dengan kode
TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagai
berikut:
1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen;
c. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai
berikut:
1. jalur evakuasi; dan
2. rambu jalur evakuasi bencana.

Pasal 35

(1) Aturan dasar Zona Lindung Geologi dengan kode LGE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, berupa
aturan dasar Sub-Zona Keunikan Batuan dan Fosil
dengan kode LGE-1.

(2) Aturan dasar Sub-Zona Keunikan Batuan dan Fosil
dengan kode LGE-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:
1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu}; dan
3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen.

c. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai

berikut:
N
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1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi
yvang bisa meresap air;

2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan,;

3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai
dengan pemberian tanda atau rambu;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
ruang terbuka non hijau berupa lapangan,
jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air
limbah.

I S

Pasal 56

Aturan dasar Zona Cagar Budaya dengan kode CB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;

2. KLB maksimum 0,7 (nol koma tujuh);, dan
3. KDH minimal 70 {tujuh puluh) persen;
c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;
2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai

berikut:

a) GSB minimum padajalan arteri primer sebesar 22,5
meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar
17,9 meter;

c¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar
10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5
meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9
meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g0 GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifi kasi, sebagai

berikut:
a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

4%
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b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu)
meter;

c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
{satu) meter;

4.JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai

berikut:

a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu)
meter;

¢) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu} meter;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:

1.

2.

N 5 B

jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang
bisa meresap air;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu,jalur memutar
atau menepi, dan lampu penerangan;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar,
koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan
pemberian tanda atau rambu;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

ruang terbuka non hijau berupa lapangan;

jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

Paragraf 2
Aturan Dasar Zona Budi Daya

Pasald7

Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:

Smome a0 o

e

Zona Pertanian dengan kode P;

Zona Perikanan dengan kode 1K;

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
Zona Pariwisata dengan kode W;

Zona Perumahan dengan kode R;

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH,;
Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

Zona Perkantoran dengan kode KT; dan

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

$34
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Pasal 58
Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, terdiri atas:
a. aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode
P-1;
b. aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
dan
¢. aturan dasar Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.

Aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-
1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati inj;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:
1. KDB maksimum 10 {sepuluh) persen;
2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;

c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1

(satu) meter;
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4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBB minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu} meter;

¢) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai

berikut:

1. jalur pejalan kaki;

2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

3. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan
tempat pengumpulan sampabh;

4. jaringan drainase;

5. fasilitas pendukung kegiatan pertanian tanaman
pangan;

6. jalur evakuasi; dan

7. rambu jalur evakuasi.

(3) Aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:
1. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satuj; dan
3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;

c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,

sebagai berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

¢} GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;
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f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBS minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBS minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter,

JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBB minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)

meter;
b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;
c¢) JBB minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan
d) JBB minimum padajalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;
d. ketentuan prasarana dan Sarana minimal, sebagai
berikut:
1. jalur pejalan kaki;
2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
3. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan
tempat pengumpulan sampah;
4. jaringandrainase;
5. fasilitas pendukung kegiatan perkebunan,;
6. jalur evakuasi; dan
7. rambu jalur evakuasi.

(4) Aturan dasar Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:

L.
2,
8.

KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
KDH minimal 50 (lima puluh) persen;
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c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 {empat) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter,

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e¢) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

gl GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalanh lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

4. JBB minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBB minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

c¢) JBB minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum padajalan lingkungan sebesar 1
(satu} meter;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:
1. jalur pejalan kaki;
2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
3. RTNH berupa lapangan;

4, jaringan persampahan berupa alat pengangkut
dan tempat pengumpulan sampah;

Ay
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5. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air
tanah maupun air yang diolah oleh pengelola
dengan jumlah yvang cukup.

jaringan air limbah;

jaringan listrik;

jaringan drainase;

shelter angkutan umum,

10. parkir kendaraan mobil memenuhi rasio
minimum 1 kendaran setiap 50 (lima puluh) meter
persegi luas lantai dan juga memperhitungkan
kendaraan besar;

11. pos keamanan;

12. sistem pemadam kebakaran;
13. fasilitas peribadatan;

14. lokasi evakuasi;

15. sistem peringatan dini;

16. jalur evakuasi; dan

BN m

17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Pasal 59

Aturan dasar Zona Perikanan dengan kode IK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, berupa
aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode
[K-2.

Aturan dasar Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode
IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:
1. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen;
2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga), dan
3. KDH minimal 50 (lima puluh) persen;

c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:
a) GSB minimum padajalan arteri primer sebesar
22.95 meter;
b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;
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e} GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

fy GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBS minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum padajalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

4, JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBB minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b} JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:
1. jalur pejalan kaki;
2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

3. jaringan persampahan berupa alat pengangkut
dan tempat pengumpulan sampabh;

4. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air
tanah maupun air yang diolah oleh pengelola
dengan jumlah yang cukup;

jaringan air limbah,;

jaringan listrik;

jaringan drainase;

shelter angkutan umum;

parkir kendaraan mobil memenuhi rasio
minimum 1 (satu) kendaran setiap S0 (lima puluh)
meter persegi luas lantai dan  juga
memperhitungkan kendaraan besar;

10. pos keamanan;

11. sistem pemadam kebakaran;

12. fasilitas peribadatan;

13. lokasi evakuasi, )(/T

ol s L
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14. sistem peringatan dini;
15. jalur evakuasi; dan
16. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Pasal 60

Aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode
KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf ¢, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:
1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;

2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen;
c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum & (delapan) meter;
2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai

berikut:

a} GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5
meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar
17,5 meter;

¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar
10 meter;

d) GSB minimum padajalan lokal primer sebesar 12,5
meter;

€¢) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9
meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai

berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu)
meter;

¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 {satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai

berikut:
a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

(%
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b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu)
meter;

c) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:

i,
2,

3.

P

10.
11.

12.
13.
14,
15.

16.

17.
18.
19.
20.

jalur pejalan kaki;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan,;

ruang terbuka hijau berupa taman;

RTNH berupa lapangan;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan
tempat pengumpulan sampah;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah
maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah
yang cukup;

jaringan air limbah berupa saluran tertutup yang
dipersiapkan untuk melayani kaveling industri
menyalurkan limbah yang telah memenuhi standar
in fluent ke IPAL terpadu, di setiap ujung saluran yang
terdapat di persimpangan jalan dari suatu Blok
industri harus dibuat sumur kontrol (control pit),

jaringan listrik;
jaringan drainase;
shelterangkutan umum,;

parkir kendaraan mobil memenuhi rasio minimum 1
(satu) kendaran setiap 50 (lima puluh) meter persegi
luas lantai dan juga memperhitungkan kendaraan
besar;

pos keamanan;
sistem pemadam kebakaran;
fasilitas peribadatan;

fasilitas kesehatan bagi lingkungan perkantoran
pengelola;

fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan
persebaran sesuai standar minimum,;

lokasi evakuasi;

sistemn peringatan dini;

jalur evakuasi; dan
penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Pasal 61

Aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
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b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai berikut:

L
2,
3.

KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
KLB maksimum 2,1 (dua koma satu); dan
KDH minimal 30 (tiga puluh) persen;

¢. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:

1.
2.

TB maksimum 8 (delapan) meter;

GSB minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi, sebagai
berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar 22,5
meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar
17,5 meter;

¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder sebesar

10 meter;

d) GSB minimum padajalan lokal primer sebesar 12,5
meter;

e} GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9
meter;

fi GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai
berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)

meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu)
meter;

¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 {satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai

berikut:

a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 {satu)
meter;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu)
meter;

c¢) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:

i
2,

3.

jalur pejalan kaki;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

e
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4. RTNH berupa lapangan;

5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan
tempat pengumpulan sampah;

6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah
maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah
yang cukup;

jaringan listrik;

jaringan drainase;’

= w5

tempat parkir umum;

10. pos keamanan;

11. sistem pemadam kebakaran;
12. fasilitas peribadatan;

13. fasilitas kesehatan;

14. fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan
persebaran sesuail standar minimum;

15. lokasi evakuasi;

16. sistem peringatan dini,

17. jalur evakuasi; dan

18. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Pasal 62

Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, terdiri
atas:

a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
dengan kode R-2;

b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang
dengan kode R-3; dan

c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah
dengan kode R-4.

Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:
1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
4. luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter
persegj;
¢. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 12 (dua belas} meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:
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a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d} GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi,

sebagai berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢} JBS minimum padajalan lokal sebesar 1 {satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,

sebagai berikut:

a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 {satu)
meter;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBB minimum padajalan lokal sebesar 1 (satuj
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:

1.

2,

u

jalur pejalan kak dengan konstruksi yang bisa
meresap air;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai
dengan pemberian tanda atau rambu;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
RTNH berupa lapangan olahraga outdoor;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut
dan tempat pengumpulan sampabh;

(3%
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7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air
tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara
dengan jumlah yang cukup;

8. jaringan listrik;
9. jaringan drainase;
10. lokasi evakuasi;
11. sistemn peringatan dini;
12. jalur evakuasi; dan
13. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
(3] Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang

dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:
1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
2. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat);
3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
5. luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh) meter
persegi;
c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 8 (delapan) meter;,

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
20 5 meter:

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1

(satu) meter;
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¢) JBS minimum pada jalan lokal 1 (satu) meter;
dan

d) JBS minimum padajalan lingkungan sebesar 1
(satu} meter;

4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBB minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBB minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:

1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa
meresap air;

2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai
dengan pemberian tanda atau rambuy;

3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

5. RTNH berupa lapangan olahraga outdoor,

6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut
dan tempat pengumpulan sampabh,;

7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air

tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara
dengan jumlah yang cukup;

8. jaringan listrik;
9. jaringan drainase;
10. lokasi evakuasi;
11. sistem peringatan dini;
12. jalur evakuasi; dan
13. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
(4) Aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah

dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:
1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
2. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat);
3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan

X
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4. luas kaveling minimum 70 (tujuh puluh} meter
persegi;
c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 8 (delapan) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,

sebagai berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

¢} GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e} GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

gl GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi,

sebagai berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b} JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum padajalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,
sebagai berikut:
1) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu}
meter;

2) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
{(satu) meter;

3) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 {satu)
meter; dan

4} JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
{satu) meter;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:
1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa
meresap air;
2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai
dengan pemberian tanda atau rambu;
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3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

4. RTH berupa taman bermain;
5. RTNH berupa lapangan olahraga outdoor;

6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut
dan tempat pengumpulan sampah;

7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air

tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara

dengan jumlah yang cukup;

jaringan listrik;

®

9. jaringan drainase;

10. lokasi evakuasi;

11. sistem peringatan dini;

12. jalur evakuasi; dan

13. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Pasal 63

Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode
SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f{

terdiri atas:

a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum
Skala Kota dengan kode SPU-I;

b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum
Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan

¢. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum

Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.

Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala
Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati inj;

ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;

2. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan

3. KDH minimal 10 {sepuluh) persen;

ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
2. GSB minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,
sebagai berikut:
a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;
b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;
c) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;
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d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e¢) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter,

JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi,

sebagai berikut;

a) JBS minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b} JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

c) JBS minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu)} meter;

JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,

sebagai berikut:

a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBB minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:

1.

2.

8.
9.

jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa
meresap air;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai
dengan pemberian tanda atau rambu;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan,;

ruang terbuka hijau berupa taman;
RTNH berupa lapangan;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut
dan tempat pengumpulan sampabh;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air
tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara
dengan jumlah yang cukup;

jaringan listrik;

jaringan drainase;

10. shelter angkutan umum,;
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11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran
adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu)
kendaran setiap 50 (lima puluh) meter persegi
luas lantai;

12. pos keamanan;

13. sistem pemadam kebakaran;

14. lokasi evakuasi;

15. sistem peringatan dini;

16. jalur evakuasi; dan

17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

(3) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala
Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati inij;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;

2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu); dan

3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;

ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 12 (dua belas) meter;
2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi
sebagai berikut:
a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;
b} GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;
¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;
d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;
e} GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;
f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan
g GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;
3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:
a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter,
b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;
c¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan



-63-

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBB minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

c¢) JBB minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)

meter; dan
d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:

1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa
meresap air;

2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai
dengan pemberian tanda atau rambu;

3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

4. ruang terbuka hijau berupa taman;

5. RTNH berupa lapangan;

6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut
dan tempat pengumpulan sampabh,;

7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air
tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara
dengan jumlah yang cukup;

8. jaringan listrik;

9. jaringan drainase;

10. shelter angkutan umum;

11, area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran
adalah memenuhi rasic minimum 1 (satu)
kendaran setiap 50 (lima puluh) meter persegi
luas lantai;

12. pos kearnanan;

13. sistem pemadam kebakaran;

14. lokasi evakuasi;

15. sistem peringatan dini;

16. jalur evakuasi, dan

17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

(4) Aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala
Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
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b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat), dan
3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;

c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:
a) GSB minimum padajalan arteri primer sebesar
22,5 meter;
b} GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,

sebagai berikut:

a) JBS minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

c¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum padajalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

4. JBB minimum ditetapkan dengan Kklasifi kasi,

sebagai berikut:

a) JBB minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum padajalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:
1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa
meresap air;
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10.
11.

13,
13.
14.
15.
16.
17.
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aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai
dengan pemberian tanda atau rambu;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

ruang terbuka hijau berupa taman;
RTNH berupa lapangan;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut
dan tempat pengumpulan sampabh,;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air
tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara
dengan jumlah yang cukup;

jaringan listrik;

jaringan drainase;

shelter angkutan umum,;

area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran
adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu)
kendaran setiap 50 (lima puluh) meter persegi
luas lantai;

pos keamanan,

sistem pemadam kebakaran;

lokasi evakuasi;

sistem peringatan dini;

jalur evakuasi; dan
penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Pasal64

Aturan dasar Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode
RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g,

meliputi:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum

dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
1. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen;
2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
3. KDH minimal 15 (lima belas) persen;

c. ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai
berikut:

a)
b)

J

GSB minimum padajalan arteri primer sebesar 22,5
meter;

GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar
17,5 meter,

GSB minimum padajalan kolektor sekunder sebesar
10 meter;
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d) GSB minimum padajalan lokal primer sebesar 12,5
meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9
meter;

fy GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

JBS minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi, sebagai
berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)

meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu)
meter,

c¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d} JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter,

JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai
berikut:

a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)

meter;

b} JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu)
meter;

c¢) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
{satu) meter;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:

k.

2.

.
8.
9.
10.
11.
12.

jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa
meresap air;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan
pemberian tanda atau rambu;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

RTH publik;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan
tempat pengumpulan sampah;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah
maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan
jumlah yang cukup;

jaringan listrik;

jaringan drainase;

pos keamanan;

sistem pemadam kebakaran;

lokasi evakuasi;

sistem peringatan dini;
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13. jalur evakuasi; dan

14,

penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Pasal 65

Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h, terdiri
atas:

a.

b.

aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala
Kota dengan kode K-1;

aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala
WP dengan kode K-2; dan

aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala
SWP dengan kode K-3.

Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;

2. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan

3. KDH minimal 5 (lima} persen;

ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 8 (delapan) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,

sebagai berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

¢} GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d} GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e} GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

gl GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,

sebagai berikut:

a) JBS minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b} JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

&
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c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBB minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBB minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:

1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa
meresap air;,

2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai
dengan pemberian tanda atau rambu;

3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

4. RTH publik;
5.  RTNH berupa lapangan;

6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut
dan tempat pengumpulan sampah;

7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air
tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara
dengan jumlah yang cukup;

jaringan listrik;

9. jaringan drainase;

10. sheliter angkutan umum,

11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran
adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu)
kendaran setiap 50 (lima puluh) meter persegi
luas lantai;

12. pos keamanan,;
13. sistem pemadam kebakaran;
14. lokasi evakuasi;

@

15. sistem peringatan dini;
16. jalur evakuasi; dan
17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
(3) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP

dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

(14
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ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen,;

2, KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan

3. KDH minimal 5 (lima) persen;

ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 8 (delapan) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi
sebagai berikut:

a) GSB minimum padajalan arteri primer sebesar
22,5 meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;,

¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e} GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;,

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBS minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBS minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

4. JBB minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b} JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢} JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d} JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1

(satu) meter;
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d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:

Y.

2.

10.
i1.

12,
13.
14.
15.
16.
17.

jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa
meresap air;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai
dengan pemberian tanda atau rambu;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

RTH publik minimal 10 (sepuluh) persen,;
RTNH berupa lapangan;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut
dan tempat pengumpulan sampabh,;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air
tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara
dengan jumlah yang cukup;

jaringan listrik;

jaringan drainase;

shelterangkutan umum;

area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran
adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu)
kendaran setiap 50 (lima puluh) meter persegi
luas lantai;

pos keamanan,;

sistem pemadam kebakaran;

lokasi evakuasi;

sistem peringatan dini;

jalur evakuasi; dan
penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

(4) Aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai
berikut:

1.
2.
3.

KDB maksimum 80 (delapan puluh) persen;
KLB maksimum 2,4 (dua koma empat}; dan
KDH minimal 5 (lima) persen;

ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:

1.
2,

TB maksimum 8 (delapan) meter;

GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;
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b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

¢} GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g) GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBS minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu} meter;

c) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,

sebagai berikut:

a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter,

b} JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter,

¢) JBB minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;,

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:

1.

g,

jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa
meresap air;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu
masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang
disertai dengan pemberian tanda atau rambu;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
RTH publik;

RTNH berupa lapangan,;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut
dan tempat pengumpulan sampah;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air
tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara
dengan jumlah yang cukup;
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8. jaringan listrik;
9. jaringan drainase;
10. shelter angkutan umum,;

11. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran
adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu)
kendaran setiap 50 (lima puluh) meter persegi
luas lantai;

12. pos keamanan;

13. sistem pemadam kebakaran;

14. lokasi evakuasi;

15. sistem peringatan dini;

16. jalur evakuasi; dan

17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Pasal 66

Aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf i, meliputi:

a.

ketentuan Kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai berikut:
1. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;

2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu); dan

3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;

ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 8 (delapan) meter;
2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai
berikut:
a} GSB minimum padajalan arteri primer sebesar 22,5
meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer sebesar
17,5 meter;

¢) GSB minimum padajalan kolektor sekunder sebesar
10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar 12,5
meter;

e¢) GSB minimum pada jalan lokal sekunder sebesar 9
meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai

berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;
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b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu)

meter;

¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d} JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi, sebagai
berikut:

a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)

meter,;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1 (satu)
meter;

¢) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai berikut:

(1)

1.

2.

o

10.
1%,

12,
13.
14.
1 &,
16.
17.

jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa
meresap air;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/
keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan
pemberian tanda atau rambu;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur
memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

RTH publik;
RTNH berupa lapangan;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan
tempat pengumpulan sampah;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah
maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan
jumlah yang cukup;

jaringan listrik;

jaringandrainase;

shelter angkutan umum,

area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah
memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaran setiap 50
(lima puluh) meter persegi luas lantai;

pos keamanan;

sistem pemadam kebakaran;

lokasi evakuasi;

sistem peringatan dini;

jalur evakuasi; dan
penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Pasal 67

Aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf j, terdiri
atas:

%
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aturan dasar Sub-Zona IPAM dengan kode PL-3;
aturan dasar Sub-Zona IPAL dengan kode PL-4; dan

aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PI.-
6.

(2) Aturan dasar Sub-Zona I[PAM dengan kode PL-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 60 enam puluh) persen;

2. KLB maksimum 0,0 (nol koma enam), dan

3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen,

ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:
a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;
b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;
c¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;
d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;
e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;
f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan
gl GSB minimum pada jalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;
3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:
a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;
b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;
¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan
d) JBS minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;
4. JBB minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,
sebagai berikut:
a) JBB minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;
b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;
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¢) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai

berikut:

1. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan
tempat pengumpulan sampah;

jaringan listrik;

pos keamanan;

lokasi evakuasi;
sistem peringatan dini;
jalur evakuasi; dan

Sl R

7. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

(3) Aturan dasar Sub-Zona I[PAL dengan kode PL-4
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, meliputi:

a.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;

2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam), dan

3. KDH minimal 10 (sepuluh) persen;

ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 4 (empat) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi
sebagai berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;

b} GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;

d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e} GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

f) GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

g GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan Kklasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;
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b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

¢) JBS minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum padajalan lingkungan sebesar 1
(satu} meter;,

4, JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBB minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

c¢) JBB minimum pada jalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter,;
ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:

1. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan
tempat pengumpulan sampah;

jaringan listrik;

pos keamanan;

lokasi evakuasi;

sistem peringatan dini;

jalur evakuasi; dan
penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
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(4) Aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a,

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati inij;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagai
berikut:

1. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;

2. KLB maksimum 1,2 (satu koma dua); dan

3. KDH minimal 5 {lima) persen;

ketentuan tata bangunan, sebagai berikut:
1. TB maksimum 8 (delapan) meter;

2. GSB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) GSB minimum pada jalan arteri primer sebesar
22,5 meter;

b) GSB minimum pada jalan kolektor primer
sebesar 17,5 meter;

c¢) GSB minimum pada jalan kolektor sekunder
sebesar 10 meter;
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d) GSB minimum pada jalan lokal primer sebesar
12,5 meter;

e) GSB minimum pada jalan lokal sekunder
sebesar 9 meter;

fy GSB minimum pada jalan lingkungan primer
sebesar 10,5 meter; dan

gl GSB minimum padajalan lingkungan sekunder
sebesar 6,5 meter;

3. JBS minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBS minimum pada jalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b) JBS minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

c) JBS minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBS minimum padajalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;

4. JBB minimum ditetapkan dengan klasifikasi,
sebagai berikut:

a) JBB minimum padajalan arteri sebesar 1 (satu)
meter;

b} JBB minimum pada jalan kolektor sebesar 1
(satu) meter;

c) JBB minimum padajalan lokal sebesar 1 (satu)
meter; dan

d) JBB minimum pada jalan lingkungan sebesar 1
(satu) meter;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagai
berikut:
1. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan
tempat pengumpulan sampah;
jaringan listrik;
pos keamanan,
lokasi evakuasi;
sistem peringatan dini;
jalur evakuasi; dan
penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
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Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus

Pasal 68

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (1) huruf e merupakan aturan tambahan yang
ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal
khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum
diatur pada Zona/Sub-Zona di dalam aturan dasar.

A
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Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1),
meliputi:

kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
kawasan rawan bencana;

tempat evakuasi bencana;

kawasan sempadan; dan

kawasan pertahanan dan keamanan.

oo g

Pasal 69

Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi
penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat (2) huruf a, kawasan yang bertampalan dan/atau
difungsikan sebagai ruang udara di sekitar bandar udara
yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan
dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasi
penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan
serta menanam atau memelihara benda tumbuh di
kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP)
harus memenuhi batas ketinggian dan batas kawasan;

b. mendirikan bangunan baru di kawasan ancangan
pendaratan dan lepas landas harus memenuhi batas
ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 (satu
koma enam) persen arah ke atas dan ke luar, dimulai
dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-
masing ambang landas pacuy;

c. pada kawasan kemungkingan bahaya kecelakaan
sampai jarak mendatar 1.900 (seribu sembilan ratus)
meter dari ujung permukaan utama hanya digunakan
untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamat-
an operasi penerbangan, dan benda tumbuh yang tidak
membahayakan keselamatan operasi penerbangan,;

d. penggunaan tanah, perairan, atau udara di kawasan
keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus
mematui persyaratan,

e. terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak
yang sifatnya sementara maupun tetap, yang didirikan
atau yang telah ada secara alami, seperti gedung,
menara, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit
dan gunung yang menjadi penghalang atau obstacle
saat ini, tetap diperbolehkan sepanjang prosedur
keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;

f. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di
kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan
ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang
diperkenankan tetapi diduga dapat membahayakan
keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda
atau dipasangi lampu; dan
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g dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan
(KKOP) juga perlu diatur arahan Peraturan Zonasi
untuk meminimalkan/mengantisipasi adanya risiko
bahaya satwa liar (wildlife hazard) dan/atau serangan
burung adalah dengan mengatur pemanfaatan lahan
di  sekitar bandar udara yang  berpotensi
mendatangkan serangan satwa liar.

Ketentuan Khusus kawasan keselamatan operasional
penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Ketentuan Khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2)
huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan selain
bangunan penunjang pertanian tanaman pangan;

b. Zona tanaman pangan pada kawasan tidak boleh
dialihfungsikan;

c. alih fungsi Zona tanaman pangan ditentukan
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. terhadap bangunan yang sudah ada di Zona tanaman
pangan, diberlakukan dengan ketentuan bangunan
tidak diperbolehkan menambah Iluasan dan fungsi
bangunan.

Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan
(LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan
dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 71

Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf ¢ merupakan

kawasan yang memiliki kerentanan terhadap bencana,

terdiri atas:

a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa
tingkat sedang dan tinggi;

b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gerakan
tanah tingkat sedang dan tinggi; dan

c. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana likuefaksi
tingkat sedang dan tinggi.

Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat

sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Af
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a. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan

b. menyediakan ruang terbuka yang terletak di kawasan
yang memiliki elevasi yang tinggi.

Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gerakan
tanah tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. semua unit bangunan dilengkapi dengan dinding
penahan tanah dengan konstruksi beton bertulang
yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran
dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah
aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;

b. bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan
aliran sedimen dan bangunan dilengkapi pintu
evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran
sedimen; dan

c. pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih
rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan
dinding beton bertulang.

Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana likuefaksi
tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. setiap unit bangunan harus dilengkapi dengan sumur
air untuk melepaskan tekanan air tanah yang
berlebihan dengan diameter sumur lebih besar dari 1
(satu) meter, dan kedalaman lebih besar dari 15 (lima
belas) meter; dan

b. setiap bangunan yang akan melakukan rekonstruksi
total bangunan, fondasi bangunan harus berupa
fondasi rakit dengan beton bertulang dan fondasi rakit
harus berupa satu kesatuan utuh dan tidak terpisah-
pisah.

Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (2) huruf d merupakan tempat yang
digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana
dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau
penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan
penanganan lebih lanjut.

Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Ketentuan Khusus
tempat evakuasi sementara/tempat evakuasi akhir yang
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung
atau tidak langsung dari bencana;

b. menyediakan tempat naungan/ruang sementara
terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu
hamil, dan difabel;

c. adanya kemudahan akses mobilisasi atau
perpindahan ke lokasi yang lebih aman secara cepat;

d. menyediakan sarana komunikasi memadai yang
terhubungan dengan struktur organisasi kedaruratan;

e. menyediakan sarana pertolongan pertama atau
emergency kits,

f. menyediakan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca
dan dipahami secara cepat; dan

g. menyediakan rambu tempat evakuasi.

Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan
ketelitian geometri dan Kketelitian detail informasi skala
1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf e merupakan
kawasan dengan jarak tertentu dari sungai dan mata air,
yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi.

Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} berupa Ketentuan Khusus
kawasan sempadan pantai/sungai yang ditetapkan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan ruang jalur evakuasi yang berupa jalan
inspeksi; dan

b. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih
dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka
air banjir.

Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

Ketentuan Khusus kawasan pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf f
merupakan kawasan pertahanan dan keamanan yang
bersifat sementara/temporer pada kawasan lindung atau
kawasan budi daya selain kawasan pertahanan dan
keamanan.

%
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Ketentuan Khusus kawasan pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. untuk daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan
darat, yaitu Kkegiatan yang tidak menimbulkan bahaya
bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan
pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau
perikanan;

b. kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak
menjaga fungsi pangkalan militer atau Kesatrian dalam
ketentuan ini, antara lain pembangunan industri
bahan kimia atau pembangunan industri bahan
peledak;

c¢. pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer
yang harus mendukung dan menjaga fungsi daerah
militer, antara lain pemanfaatan untuk kegiatan budi
daya hutan produksi atau hutan tanaman rakyat;

d. pemanfaatan yang berpotensi tidak mendukung fungsi
daerah latihan militer, diperbolehkan dengan syarat
untuk kegiatan pemanfaatan wilayah di sekitar daerah
latihan militer antara lain pemanfaatan untuk budi
daya permukiman padat penduduk, infrastruktur
minyak dan gas, listrik tegangan tinggi dengan
memenuhi ketentuan jarak keamanan.

Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 75

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; dan

b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(1)

(2)

Pasal 76

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan ketentuan
vang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan
dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti
ketentuan massa Ruang yang ditetapkan dalam RDTR.

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, terdiri atas:

a. perubahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. perubahan ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;

l&{
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c. perubahan ketentuan tata bangunan;

d. perubahan ketentuan prasarana dan sarana; dan/atau

e. perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa
menyebabkan perubahan keseluruhan Blok.

Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
terdiri atas:

a. perubahan apabila terdapat kesalahan peta dan/atau
informasi;

b. perubahan apabila terdapat perubahan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
pelaksanaanya;

c. permohonan atau usulan penggunaan lahan baru
menjanjikan manfaat yang besar bagi lingkungan;
dan/atau

d. terjadi kondisi firce majeure yang berupa bencana
alam luar biasa dan kejadian perang,

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), terdiri atas:

a. kajian AMDAL, UKL-UPL atau Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan

b. persetujuan Masyarakat sekitar.

Pasal 77

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, memuat perangkat
untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai
dengan RDTR;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar
sejalan dengan RDTR; dan

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku
kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang
sejalan dengan RDTR.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan
RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan
pengembangannya.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau
memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan
Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap
menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A%
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Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada
Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.

Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau

d. penghargaan.

Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:

pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
pemberian kompensasi,

subsidi;

imbaian;

sewa Ruang;

urun saham;

penyediaan prasarana dan sarana,

fasilitasi KKPR;

penghargaan; dan/atau

j.  publikasi atau promosi.

P TRt e Ao o

Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagalmana
dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan daiam bentuk:

a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;

b. pengenaan kompensasi; dan/atau

€. penalti

Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dapat diberikan daiam bentuk:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbaian; dan/
atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 78

Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan lain dari
aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk
memberikan fleksibilitas daiam penerapan aturan dasar
dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasaiahan
dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk
mengatasi berbagai permasaiahan daiam penerapan
aturan dasar dengan mempertimbangkan karakteristik
Zona dan arah Penataan Ruang.
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Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa teknik Pengaturan Zonasi Lahan Sawah
Dilindungi dengan kode m.

Teknik Pengaturan Zonasi lahan sawah dilindungi dengan
kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang pada setiap sub-
zona yang bertampalan dengan lahan sawah dilindungi
dapat diwujudkan setelah mendapatkan rekomendasi
perubahan penggunaan tanah/rekomendasi alih fungsi
lahan dari Menteri di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang.

Teknik Pengaturan Zonasi lahan sawah dilindungi dengan
kode m sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
untuk:

a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, terdiri
atas:

1. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4,
2. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
3. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;

b. Zona Lindung Geologi dengan kode LGE berupa Sub-
Zona Keunikan Batuan dan Fosil dengan kode LGE-1;

c. Zona Pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona
Perkebunan dengan kode P-3;

d. Zona Perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona
Perikanan Budi Daya dengan kode 1K-2;

e. Zona Perumahan dengan kode R, terdiri atas:
1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan

kode R-2;
2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan
kode R-3; dan
3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan
kode R-4;
f. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, terdiri
atas:

1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
dengan kode K-1;

2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan
kode K-2; dan

3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
dengan kode K-3;

g Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL berupa
Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 79

Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara
partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang.
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(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Dbertugas untuk memberikan masukan dan
pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang
pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi
akademisi, dan tokoh Masyarakat.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan
tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi
penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Geopark Rinjani-Lombok
Narmada Lingsar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis,
peninjauan kembali RDTR Kawasan Geopark Rinjani-
Lombok Narmada Lingsar dapat ditinjau lebih dari 1 (satu)
kali dalam setiap periode 5 ({lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan undang- undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan
undang-undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang
berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati
ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis
dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital
nasional; dan/atau

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di
sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan materi teknis dan
album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulat berlaku maka:

a. semua Pemanfaatan Ruang vang tidak sesuai dengan RTR
harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan
penyesuaian Pemanfaatan Ruang;

b. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR vang telah dikeluarkan
tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

¢. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Geopark Rinjani-Lombok
Narmada Lingsar yang diselenggarakan tanpa izin
Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

d. izin Pemanfaatan Ruang vang telah habis masa berlakunya
dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme
penerbitan konfirmasi KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung .
pada tanggal 24 Februari 2023

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 24 Fehruari 30213

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. [LHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 13
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PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR % TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN GEOPARK RINJANI-LOMBOK

NARMADA LINGSAR TAHUN 2023-2043

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pengembangan fungsi
dan pelayanan PPK
schagai pusat
kegiatan akomodasi
Pariwisata dan Agro

Pengembangan fungsi
dan peran SPPK

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL.) SWPIl.Apada
atau Panduan Rancang Kota Blok 11.A.4
. e SWP ILA pada
Peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kegiatan Blok 11A.4
Pengembangan kegiatan ckonomi dan sosial berskala nasional, SWP IL.A pada
regional, maupun kabupaten/kota/ kawasan/SWP Blok 11.A.4
SWP 1B pada
Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum berskala Blok I1.B.11 dan
nasional, regional, maupun kabupaten/kota/ kawasan /SWP SWP II.Cpada
Blok IL.C.7
SWPIl.Bpada
Pengembangan kegiatan komersial perdagangan dan jasa skala Blok {L.B. 11 dan
SWP pada SPPK SWP IL.C pada
Blok I1.C.7

APBD Kab.

Dinas PUPR

APBD Kab.

Dinas PUPR dan
PERKIM

APBD Kab.
APBD Prov.
APBN

Sumber
pembiayaan lain
vang sah

BP GEOPARK, BAPPEDA
Prov, BAPPEDA Kab,
Dinas PUPR Kab

APBD Kab.
APBD Prov.
APBN

Sumber
pembiayaan lain
yang sah

Kemen PUPR, Kemen
ATR/BPN, Dinas PUPR
Kab, BAPPEDA

APBD Kab.
Sumber
pembiayaan lain
yang sah

Dinas PUPR Kab,
BAPPEDA, PERKIM




Pengembangan perkantoran jasa skala SWP dan perdagangan
pada SPPK

SWP IL.B pada
Biok {LB. i1 dan
SWP I1.C pada
Blok 11.C.7

APBD Kab.

Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum skala SWP
pada SPPK

SWP Il.Bpada
Blok 11.B.11 dan
SWP Il.Cpada
Blok I1.C.7

Penyusunan RTBL atau Panduan Rancang Kota vintuk SPPR

SWP IL.B pada
Blok I1.B. 11 dan
SWPIL.Cpada
Blok 1.C.7

Pengembangan PPL

Pengembangan kegiatan komersial perdagangan dan jasa dan
campuran slam mendukung kegiatan pertanian dan pariwisata
pada PL Kelurahan

SWP HL.A pada
Blok 1.A.8 dan
Blok I1.A. 26;
SWP 11.B pada
Blok [1.B. 1, Blok
11.B.9, Blok
1LB.13;

SWP II.C pada
Blok 11.C.11, Blok
I1.C.12, Blok
I.C.14

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan
pertanian pada Pl. Kelurahan

SWP ILA pada
Blok 11.A.8 dan
Blok [1L.A.26;
SWP 11.B pada
Blok I1.B. 1, Blok
.B.9, Blok
1.B.13;

SWP 11.C pada
Blok 11.C. 11, Blok
[.C.12, Blok
11.C.14

Pengembangan fasilitas sosial dan fiasilitas umum pzwda setiap PL
Kelurahan

SWP IL.A pada
Blok 1LA.8 dan
Blok ILA. 26;
SWPILBpada
Blok 11.B.1, Blok
ILB.9, Blok
1L.B.13;

SWP ILC pada
Blok 11.C.11, Blok
11.C.12, Biok
1L.C.14

Sumber Dinas PUPR Kab,
pembiayaan lain BAPPEDA, PERKIM
vang sah

APBD Kah.

Sumber Dinas PUPR Kab,
pembiayaan lain BAPPEDA, PERKIM
yang sah

APBD Kab.

Sumber Dinas PUPR Kab,
pembiayaan lain BAPPEDA

vang sah

APBD Kab.

Sumber Dinas PUPR Kab,
pembiayaan lain BAPPEDA

yang sah

APBD Kab.

Sumber Dinas PUPR Kab,
pembiavaan lain BAPPEDA

yang sah

APBD Kab.

Sumber Dinas PUPR Kab,
pembiayaan lain BAPPEDA

vang sah

Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi




Perwujudan rencana

jalan umum

- 104 -

a Perwujudan rencana jlan arteri primer
1 Pembuatan bahu jalan disertai dengan pengaman konstruksi SWP 11.A
2 Pembukaan jalur trayek anglutan umum perkotaan dari dan ke SWP ILA
P $ #
3 Peneliharaan jakan arteri primer ruas jalan Cakranegara (Bts. SWPILA
Kota Mataram}-Mantang g
b Persujudan rencana jalan kolektor primer
Pengembangan dan pelebaran jalan kolektor primer dengan lebar SWP ILA dan SWP
1 minimal 9 meter, meliputi: 1I.B
ruas jalan Narmada-Batu Kumbung; dan
ruas jnlan Selagalas-Batu Kumbusg,
2 Pembuatan bahu jalan disertai dengan pengaman konstruksi SWip-LLA dar; SWR

i.B

[

Pemeliharaan jalan kolektor sekunder, meliputi
ruas jalan Keru-Suranadi;

ruas jalan Nyurlembang-Sesaot;

ruas jalan Batukumbung-Sigerongan;

ruas jlan Endut-Nyurbay /e Gewah;

ruas jalan Punikan-Manggong,

ruas jalan Keru-Sesaot;

ruas jalan Keru-Suranadi; dan

ruas jplan Suranadi-Buwun Sejati.

SWP ILA, SWP
I1.B, dan SWP I1.C

APBN Kemen PUPR

APBN Kemen PUPR

APBN Kemen PUPR

APBD Kab. Dinas PUPR Prov, Dinas

APBD Prov. PUPR Kab

APBD Kab.

APBD Prov. Dinas PUPR Prov, Dinas
PUPR Kab

APBD Kab.

APBD Prov.

APBD Kab. Dinas PUPR Prov, Dinas

APBD Prov. PUPR Kab

Perwujudan rencana jalan kolektor sekunder




Peningkatan Kelas Jalan dari Lokal Primer menjadi Jalan
Kolektor Sekunder

SWPILA, SWP
I.B, dan SWP IL.C

-105-

Pengembangan dan pelebaran jalan kolektor sekunder dengan
lebar minimal 7 meter

SWPILA, SWP
11.B, dan SWP 11.C

Pembuatan hahu jalan disertai dengan pengaman konstruksi

SWP ILA, SWP
11.B, dan SWP I1.C

Pemeliharaan jalan kolektor sekunder

SWP ILA, SWP
ILB, dan SWP I1.C

Perwujudan rencana jalan lokal primer

Peningkatan Kelas Jalan dari lingkungan menjadi Jalan lokal
primer

SWP ILA, SWP
I1.B, dan SWP ILC

Pengembangan dan pelebaran jalan lokat primer dengan lebar
minimal 6 meter

SWP IL.A, SWP
ii.B, dan SWP II.C

Pembuatan bahu jalan disertai dengan pengaman konstruksi

SWPILA, SWP
i1.B, dan SWP 11.C

Pemeliharaan jalan lokal primer

SWP HL.A, SWP
11.B, dan SWP I11.C

Perwujudan rencana jalan lokal sckunder

Pemeliharaan jalan lokal sekunder SWP ILA
Perwujudan rencana jalan lingkungan
Pengembangan dan pelebaran jalan lingkungan primer dengan SWP ILA, SWP

lebar minimal 4-5 meter

IL.B, dan SWP {1.C

Pengembangan dan pelebaran jalan lingkungan sekunder dengan
lebar minimal 4-5 meter

SWP LA, SWP
ILB, dan SWP l1.C

Pembangunan jaringan jalan baru untuk jalan lingkungan primer
dengan lebar minimal 4-5 meter

SWP ILA, SWP
ILB, dan SWP I1.C

APBD Kab. Dinas PUPR Prov, Dinas
APBD Prov. PUPR Kab

APBD Kab. Dinas PUPR Prov, Dinas
APBD Prov. PUPR Kab

APBD Kab. Dinas PUPR Piov, Dinas
APBD Prov. PUPR Kab

APBD Kab. Dinas PUPR Prov, Dinas
APBD Prov. PUPR Kab

APBD Kab. Dinas PUPR Kab

APBD Kab. Dinas PUPR Kkab

APBD Kab. Dinas PUPR Kab

APBD Kab. Dinas PUPR Kab

APBD Kab. Dinas PUPR Kab

APBD Kab. Dinas PUPR Kabh

APBD Kab. Dinas PUPR Kabh




Pembangunan jaringan jalan baru untuk jalan lingkungan
sckunder dengan kbar minimal 4-5 meter

SWP ILA, SWP
1. B, dan SWP I1.C
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Pembuatan bahu jalan disertai dengan pengaman konstruksi

SWP ILA, SWP
11.B, dan SWP (L.C

Pemeliharaan jalan lingkungan primer

SWP ILA, SwP
11.B, dan SWP 11.C

Pemeliharaan jalan lingkungan sekunder

SWP ILA, SWP
1L.B, dan SWP I1.C

Perwujudan rencana

Pengembangan dan pemeliharaan jlan khusus

SWP 11.B dan SWP

jalan khusus ==
- ‘ S 3 C SWP 1I.A pada
Pemantapan lokasi penetapan terminal Tipe C Blok IL.A. 12
. . SWP ILA pada
Pembangunan dan penataan terminal Tipe C Blok 11.A.12
Pembangunan

terminal penumpang
berupa terminal tipe
C dan pengembangan
sistem transportasi

Pembukaan jalur/ trayek angkutan umum

Seluruh SWP

Pembangunan Pangkalan Angkutan Umum

SWP LA pada
Blok 11.A.12

Perencanaan rute/ trayek bus wisata dan shelter bus wisata

Seluruh SWP

SWP ILA pada
Blok ILA. 1 dan

Pemeliharaan Blok [LA.5; dan

jembatan SWP II.C pada
Blok I1.C.1 dan
Blok 11.C. 11
SWP ILA pada
Blok ILA.6, Blok
1LA. 19, Blok
11.A.21, Blok
11.A.26;

o SWP I1.B pada

Penataan dan Blok i1.B.1, Blok

pembangunan halte 11.B. 10, Blok
1.B.17;

SWP 11.Cpada
Blok 11.C.3, Blok
i.C.7, Blok
I1.C.12, dan Blok
1.C.15

APBD Kab. Dinas PUPR Kah
APBD Kab. Dinas PUPR Kab
APBD Kab. Dinas PUPR Kab

B! Dinas PUPR Kab,
ABBD: Kab Dishub Kab

. Dinas PUPR Kab,
e Dishub Kab
APBD Kab. Dishub Kab
APBD Kab. Dishuby Provf Kab
APBD Kab. Dishub Kab
APBD Kab. Dinas PUPR Kab
APBD Kab. Dishub Kab

1]

Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana
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a Perwujudan infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana
pend ukung
SWP I1.B pada 3
Peningkatan kapasitas pelay Pembangkit Listrik T Blok(ILES) ANBD: Bab
1 eningkatan kapasitas pelayanan Pembangkit Lis enaga SWP IL.C pada APBD Prov. PLTMH Kab, PT. PLN
Mikro Hidro (PLTMH) BRI Gl et APBN
Blok 11.C.11
SWP IL.B pada
: Peningkatan kapasitas pelayanan Pembangkit Listrik Lainnya BISEIEES S fan) e =
2 berupa Pemb: kit Listrik T a S B4, 12; APBN s
pa Pembangkif enaga Sampah SWP ILC pada
Blok I1.C.12.
APBD Kab.
o N o ) ’;Egﬁ Biog. PT. PLN, Kemen PUPR,
b Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem SWP ILA Dinas PU Prov, DisPU
i berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) Sumber Kab
Perwujudan Rencana pembiayaan lain
Jaringan Encrgi vang sali
c Penwnjudan jaringan distribusi tenaga listrik
APBD Kab.
. i . o A o :ggﬁ Prov. PT. PLN, Kemen PUPR,
1 Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik berupa saluran SWP ILA, SWP Dinas PU Prov, DisPUf
udara tegangan rendah {SUTR) 11.B, dan SWP IL.C Sumber Kab
pembiayaan lain
vang sah
2 Peningkatan ketersediaan daya listrik scguai dengan kebutuhan SWP ILA, SWP APBN PT. PLN
dan tipe sarana umum melalui saluran distribusi lainnya I[.B, dan SWP I1.C




Pengembangan gardu listrik berupa gardu distribusi dengan
kapasitas S00 KV

SWP ILA pada
Blok [t.A.2, Blok
1LA.3, Blok ILA.4,
Blok [.A.5, Blok
1.A.7, Blok 11.A.8,
Blok {.A.9, Blok
I.A. 10, Blok

Il.A. 13, Blok

H.A. 14, Blok

[L.A. 16, Blok

I1.A. 19, Blok
i.A.21, Blok
11.A.23, Blok
1.A.24, Blok
11.A.25, Blok

1LA. 26, Blok
1LA.27, dan Blok
1.A.28;

SWP IL.B pada
Blok ILB. 1, Blok
11.B.3, Blok I1.B.4,
Blok 11.B.9, Blok
11.B.11, Blok
11.8.13, Biok
1.B.17, Blok

I1.B. 18, Blok
11.B.19, Blok
11.B.21, dan Blok
I1.B.22; dan
SWPIL.Cpada
Blok [I.C. 1, Blok
1L.C.3, Blok 1i.C.5,
Blok I1.C.6, Blok
1.C.7, Blok 11.C.8,
Blok {1.C.9, Blok
11.C.10, Blok
11.C.12, Blok
[.C.13, dan Blok
.C.1S.

Peningkatan jangkauan pelayanan listrik untuk masyarakat
{1007 % teraliri/ terlav ani)

Selurnh SWP
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APBD Ksb.

Aggg ol PT. PLN, Kemen PUPR,
’S‘“mbcr Dinas PU Prov, DisPU

pembiayaan lain K

yang sah

APBD Kab.

2?;3 Frov, PT. PLN, Kemen PUPR,
Suniben Dinas PU Prov, DisPU

pembiayaan lain
yang sah

Kab




Kawasan

APBN

infrastruktur terpadu/ bersama bawah tanah

Pengadaan sistem listrik digital (pra bayar/ pulsa) untuk - Sumber
5 pemasangan listrik baru Pcnnukux‘lan = pembiayaan lkin Py BLN
Selurub SWP g
vang sah
g Pemeliharaan dan perbaikan jaringan listrik di selurub zona Selurch SWp APBN PT. PLN
a Perwujudan jaringan tetap
APBD Kab.
o . SWP LA, SWP Sumber Diskominfo Kab, Dinas
1. | Rembanguuan,jaringan sorat optile socara togpady 1B, dan SWP C penbiayaan lain | PUPR Kab, Swasta
vang sah
. SWPH.Apada = Diskominfo Kab, Dinas
2 Pembangunan sentral telepon otomatis (STO) Blok H.A.2 APBD Kab. PUPR Kab
b Perwnjudan jaringan bergerak scluler
SWP 11.A pada
Blok IL.A.2, Blok
IL.A.6, Blok
ILA. 11, Blok
Perwujudan rencana ILA. 14, Blok
I.A. 19, Blok
ILA.21, Blok
H.A. 24, dan Blok APBD Kab.
Optimalisasi menara base transceiver station (BTS) untuk I1.A.28; i Diskominfo Kab, PT.
1 4 APBD Prov. 4
beberapa operator SWPIl.Bpada APBN Telkom Indonesia
Blok 11.B.G, Blok
IL.B. 12, Blok
11.B. 16, dan Blok
1.B.17;
SWP IL.C pada
Blok 11.C. 1, Blok
11.C.7, dan Blok
1.C.12.
PT, Telkom indouesia,
= Pembangunau jaringan teleckomunikasi baru dengan sistem Seluruh SWP APBD Kab. Kemen PUPR, Dinas

PUPR Prov, Dinas PUPR
Kab
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APBD

Kab.

Sumber

pembiayaan lain

yang sah

PT. Telkom [ndonesia,
Swasta

d Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi Seluruh SWP
Penataan daerah sempadan sungai dengan jarak SO meter untuk 2
a sungai besar, dan 15 meter untuk sungai kecil dari tepi kanan So;mpa(lan Sioga
il di seluruh SWpP
dan kiri
b Perwujudan sistem jaringan irigasi
L Perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi primer untuk SWP LA, SWP
pengairan laban pertanian 1L.B, dan SWP C
Perwujudan rencana
jaringan sumber daya 2 Perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi sckunder untuk SWP ILA, SWP

ar

pengairan lahan pertanian

H.B, dan SWP I1.C

Peningkatan kualitas bangunan sumber daya air berupa pintu air

SWPILApada
Blok lL.A. 18;
SWP IL.B pada
Blok i1.B.2; dan
SWP 11.C pada
Blok I11.C.9 dan
Blok 11.C.11.

Pengendalian pemukiman di kewasan sempadan sungai

Sehuuh SWP

Pengendalian pemukiman di kawasan sempadan mata air

Seluruh SWP

APBD Kab. Dinas PUPR Prov/ Kab
APBD Prov. dan Dinas LHK
APBN Kabupaten
APBD Kab. Kemen PUPR, Dinas
APBD Prov. PUPR Prov/ Kab dan
APBN Dinas LHK Kabupaten
APBD Kab. Kemen PUPR, Dinas
APBD Prov. PUPR Prov/ Kab dan
APBN Dinas LHK Kabupaten
APBD Kab. Kemen PUPR, Dinas
APBD Prov. PUPR Prov/Kab dan
APBN Dinas LHK Kabupaten
Dinas PUPR Prov/ Kab

et dan Dinas LHK

o Kabupaten
so ks | Dl U Pk
APBD Prov.

Kabupaten

Perwujudan rencana
jaringan air minum

Perwujudan jaringan perpipaan




Pengembangan unit air baku
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— - SWP 11.B pada
b b.
1 ¥ ngunan r pengambil air baku Blok 11.B.11
— P SWP LA, SWP
2 Pengembangan jaringan transmisi air baku 11.B, dan SWP C
b Pengembangan unit produksi
SWP I1.A pada
» : . Blok L.A.S
Pe >
1 ngembangan instalasi produksi SWP 1.8
Blok 11.B.11
~ SWPH.Apada
b E
2 Pembangunan bangunan penampung air BIokILA.5
3 Pengembangan jaringan transmisi air minum SWIFILA, SR

IL.B, dan SWP I1.C.

Pengembangan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi

SWP ILA, SWP
11.B, dan SWP [1.C

Peningkatan pelayanan dan kapasitas air bersih perkotaan (target
100 % masyarakat terlayani)

Seluruh SWpP

Perwujudan bukan jaringan petpipaan

Pembagunan terminat air

SWP ILA pada
Blok 1LA. 18;
SWP ILB pada
Blok 11.B. 11; dan
SWPIL.Cpada
Blok 11.C.14

Pembangunan penangkap mata air

SWP I1.C pada
Blok 11.C.10

APBD Kab. Dinas PUPR Prov, Dinas
APBD Prov. PUPR Kab

APBD Kab. Dinas PUPR Prov, Dinas
APBD Prov. PUPR Kab

APBD Kab. . 5
APBN PDAM, Dinas PUPR Kab
ARRRrHHb: PDAM, Kemen PUPR,
ABBD Prov. Dinas PUPR Kab

APBN

APBD Kab. . =
APBN PDAM, Dinas PUPR Kab
APBD Kab. > 3
APBN PDAM, Dinas PUPR Kab
APBD Kab, . g
APBN PDAM, Dinas PUPR Kab
APBD Kab. 2 .
APBN PDAM, Dinas PUPR Kab
APBD Kab. 5

APBD Prov. PDAM, Kemen PUPR,

APBN

Dinas PUPR Kab




Pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik setempat

SWP I1.B pada
Blok [1.B. 18; dan

APBD Kab.
APBD Prov.
APBN

Dinas Cipta Karya,
DisPUtaru Kab

APBD Kab.
APBD Prov.
APBN

Dinas Cipta Karya,
DisPUtaru Kah

APBD Kab.
APBD Prov.
APBN

Dinas Cipta Karya,
DisPUtaru Kab

APBD Kab.
APBD Prov.
APBN

Sumber
pembiayaan lain
vang sah

Dinas Cipta Karya,
DisPUtaru Kah,

BPLH/ Dinas LH dan
Pertanahan Kab, Diskes
kab

APBD Kab.

Dinas Cipta Karya,
DisPUtaru Kab,

BPLH/ Dinas LH dan
Pertanahan Kab, Diskes
Kab

APBD Kab.
Sumber
pembiavaan lain
yang sah

BPLH/ Dinas LH Kab, PD
Kebersihan

APBD Kab.
Sumber
pembiayaan lain
yang sah

Dinas PUPR Kab dan
Dinas LH Kab

& berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinp SWPil.Cpada
Blok 11.C.3
b Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SWP I1.B pada
berupa IPAL skala kawasan tertentu/ pcrmukiman Blok I1.B.20
Penvujudan Rencana 4 Penyediaan prasarana air limbah berupa Truk Tinja dengan Seluruh SWP
Pengelolaan Air kapasitas 2 m3.
Limbah dan
Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3)
d Perbaikan dan sosialisasi pembuangan air limbah Seluruh SWP
& Penguatan kelembagaan penanganan sistem jaringan air limbah Seluruh SWP
Penerapan program pengolahan sampah 3R (Reduce, Reuse,
a Recycle dan Replace) Seiroll SWY
Pcr‘wu;':]xdan rencana SWP ILB pada
J)cm:m - b Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reusc, Blok I1.B. 18; dan
! B Recycle dan Replace (TPS3R) SWPILC pada
Blok ILC.3
c Pengembangan prasarana dan sarana pelayanan persampahan :




Pengadaan tong/ tempat sampah individual secara terpisah
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(Organik, Non Organik, B3/ Kakng dan Kacaj di setiap bangunan SElnh) SWY

Penambahan dan penentuan jumlah tong sampah di koridor Koridor Jak

jalan ut:anA (arteri dan kolektor) sesuai dengan kapasitas dan Kolcl s di

(ti:::in trotoar (untuk pengguna jalan) dan bukan untuk pemilik sc(;url h S\:VP

Pengadaan gerobak sampah dengan volume 1 m3 Seluruh SW§P
SWP ILA pada
Blok ILA.4, Blok
ILA.5, Blok [L.A.8,
Blok [1.A. 16, Blok
ILA. 18, Blok
11.A.21, Blok

Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) truk
container dalam setiap kelompok perumahan dengan volume 10
m3

11.A.26, dan Blok
LA, 28;

SWP II.B pada
Blok I1.B.3, Blok
I1.B.5, Blok

1. B. 10, Blok
11.B. 11, Biok
11.B. 16, Blok

1. B.19, Blok
IL.B.21, dan Blok
11.B.22; dan
SWP i1.C pada
Blok [1.C.4, Blok
1.C.5, Blok [1.C.8,
Blok 11.C.9, Blok
il.C.12, Blok
I1.C.14, dan Blok
I.C.15

Pengadaan truk sampah terbuka dengan volume 7 m3

Seluruh SWP

Pengaktifan Bank Sampah di setiap SWP

Masing-masing
SWP

APBD Kab.
Sumber Dinas PUPR Kab dan
pembiayaan lain Dinas LH Kab
vang sah
APBD Kab.
Sumber Dinas PUPR Kab dan
pembiayaan lain Dinas LH Kab
yang sah
APBD Kab.
Sumber Dinas PUPR Kab dan
pembiayaan lain Dinas LH Kab
yaog sah
APBD Kab.
Sumber Dinas PUPR Kab dan
pembiayaan lain Dinas LH Kab
yang sah
2 Dinas PUPR Kab dan
APBD) Kab. Dinas LH Kab
APBD Kab.
Sumber Dinas PUPR Kab dan
pembiayaan lain Dinas LH Kab
yang sal




Perhaikan sistem pengangkutan sampah di kawasan
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Perwujudan rencana
jaringan drainase

perdagangan dan jasa (komersil) Salumhy SWH
Membangun komunitas masyvarakat yang peduli lingkungan Scluruh SWP
Pembangunan sistem salhuan dminase pada suatu daerah SWP ILA, SWP

tangkapan atau catchment area

I1.B, dap SWP IL.C

Pembangunan sistem jaringan drainase vang terhierarki

Saluran drainase primer

SWP ILA, SWP
IL.B, dan SWP ILC

APBD Kab.

Sumber Dinas PUPR Kab dan
pembiayaan lain Dinas LH Kab

vang sah

APBD) Kab.

Sumber Dinas PUPR Kab dan
pembiayaan lain Dinas LH Kab

yang sah

APBD Kab.
APBD Prov.
APBN

Kemen KLHK, Dinas
LHK Prov, Dinas PUPR
Kab

Saluran drainase sckunder

SSWP ILA, SWP
11.B, dan SWP IL.C

Saluran drainase tersier

SWP I1.A, SWP
1i.B, dan SWP II.C

Pembangunan sistem jaringan drainase tertutup dengan sistem
infrastruktur terpadu/ bersama bawah tanal

SWP 11.A, SWP
11.B, dan SWP IIL.C

Pembangunan sistem jaringan drainase terbuka

SWP ILA, SWP
1LB, dan SWP I1.C

Apugg Kab‘} Kemen PUPR, Dinas

Prov. = s

APBN PUPR Prov/ Kab

APBD Kab. . g

APBED Prov. Dinas PUPR Prov/ Kab

APBD Kab. Dinas PUPR Kab

,A\::gg Kal:; Kemen PUPR, Dinas
Prov. = .

APEN PUPR Prov/ Kab

APBD Kab. 3 J

VP!
APBD Prov. Kemen PUPR, Dinas

APBN

PUPR Prov/ Kab




Perbaikan dan normalisasi saluran draipase yang sudah ada di
lingkungan perumahan dan permukiman

SWPILA, SWP
LB, dan SWP I1.C
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Operasionalisasi dan pemeliharaan/ perawatan berkala terhadap
sistem saluran drainase

SWP ILA, SWP
(1.B, dan SWP I1.C

Meminimalisir jumlah titik banjir/ genangan dengan penerapan
konsep pembuatan resapan biopori atau Rain Water Harvesting

SWP ILA, SWP
ILB, dan SWP [L.C

Perwujudan rencana
jaringan prasarana
lainnya

Penetapan dan pembangunan jalur evakuasi bencana dengan
memanfaatkan jaringan jalan

SWP LA, SWP
11.B, dan SWP I1.C

Pembuatan rambu-rambu petunjutk evakuasi

SWP ILA, SWP
ILB, dan SWP [1.C

Penataan tempat evakuasi sementara

SWP ILA pada
Blok I1.A. 1, Blok
ILA.4, Blok ILA.3,
Blok I1.A.7, Blok
11L.A.8, Blok

IL.A. 12, Blok

ILA. 17, Blok

ILA. 18, Blok

IL.A. 24, Blok

ILA. 25, dan Blok
1L.A.28;
SWPIl.Bpada
Blok 11.B. 1, Blok
iL.B. 10, dan Blok
1i.B.11; dan

SWP I1.C pada
Biok 11.C.1, Blok
{.C.4, Blok l1.C.6,
Blok [1.C.8, Blok
1.C.10, Blok
11.C.14, dan Blok
11.C.15

APBD Kab. Dinas PUPR Kab
:ﬁgg ﬁ}:} Kemen PUPR, Dinas
APBN PUPR Frovf Kab

APBD Kab. ] )
APBD Prov. Dinas PUPR Provf Kab
APBD Kab. =
APBD Prov. BPBD Prov, BPBD Kab
APBD Kab. .
APBD Prov. BPBD Prov, BPBD Kab
APBD Kab. ]
APBD Prov. BPBD Prov, BPBD Kab




Penataan tempat evakuasi akhir

SWP 11.B pada
Blok [1.B. 18, dan
Blok 1i.B. 19; dan
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APBD Kab.

BPBD Prov, BPBD Kab

SWP [LC pacla APBD Prov.
Blok [1.C.8 dan
Blok 1.C.15
APBD Kab. =
Pengadaan peralatan kebencanaan Seluruh SWP APBD Prov. BPBD Prov, BPBD Kab
Penetapan jalur sepeda di jalan kolektor sekunder mengikuti - . . i
pola jaringan jalan dan pendestrian (pejlan kaki) dengan lebar :VBJP(;]'A’ S?WWPPII e APBD Kab. Dinas PUPR Kab
minimal 2 meler dan J arah 2 A1 3 :
Penataan dan penanda jalur pesepeda sebagai elemen pembatas SWP ILA, SWP APBD Kab. Dinas PUPR Kab
dan pengaman (barrier) 11.B, dan SWP II.C
Optimalisasi dan pembangunan jaringan pejalan kaki dengan SWP 1A, SWP APBD Kab. Dinas PUPR Kab
lebar minimal 1 meter 1.B, dan SWP [L.C
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Perwujudan Zona Lindung
: : APBD Kab. Kementerian LHK, Dinas
Penetapan dan penegasan batas Hutan Lindung dengan wilayah SWP I1.C pada APBD Prov. LHK Prov dan Dinas LH
sekitar Blok 11.C. 10 AERH Kab
Perwujudan Zona
Hutan Lindung (HL)
- APBD Kab. Kementerian LHK, Dinas
Rehabilitasi dan pemantapan flungsi hutan lindung SWPILCpada APBD Prov. LHK Prov dan Dinas LH

Blok I1.C. 10

APBN

Kab




Perwu judan Zona
Perlind ungan
Setempat (PS)

Penetapan dan penegasan batas-batas (garks) sempadan sungai
minimal 50 meter untuk sungai besar, dan 15 meter untuk
sungai kecil

SWP I1L.A pada
Blok 11.A.9, Blok
[LA. 10, Blok
11.A.18, Blok
ILA. 19, Blok
ILA.20, dan Blok
ILA.21;

SWP 11.B pada
Blok 11.B.2, Blok
[1.B.3, Blok I1.B.4,
Blok I1.B.5, Blok
H.B.6, Blok

1.B. 13, Blok
1.B.14, Blok

1.B. 15, Blok
11.B.18, Blok
1L.B.19, Blok
11.B.20, Blok
11.B.21, dan Biok
11.B.22; dan

SWP 11.C pada
Blok [1.C. 1, Blok
11.C.2, Blok 1.C.3,
Blok [1.C.4, Blok
IL.C.5, Blok ILC.6,
Blok [1.C.7, Blok
1.C.8, Blok I1.C.9,
Blok 11.C. 10, Blok
11.C.11, Blok
11.C.12, Blok
11.C.13, Blok
1i.C.14, dan Blok
11.C.15.
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APBD Kab.
APBD Prov.

Dinas PUPR Prov/ Kab
dan BAPPEDA Kab




Rehabilitasi fungsi lindung pada area sempadan sungai

SWP ILA pada
Blok i1.A.9, Blok
ILA. 10, Blok
I1.A. 18, Blok
11.A. 19, Blok
IL.A. 20, dan Blok
ILA.21;
SWPil.Bpada
Blok 11.B.2, Blok
I1.B.3, Biok 11.B.4,
Blok 11.B.5, Blok
11.B.6, Biok

iL.B. 13, Blok
11.B.14, Blok

iL.B. 15, Blok

i.B. 18, Blok

11.B. 19, Blok
11.B.20, Blok
11.B.21, dan Blok
H.B.22; dan
SWPILCpada
Blok II.C. 1, Blok
11.C.2, Blok ILC.3,
Blok [1.C.4, Blok
I.C.5, Blok ILC.6,
Blok 11.C.7, Blok
11.C.8, Blok IL.C.9,
Biok [1.C. 10, Blok
[1.C.11, Blok
11.C.12, Blok
11.C.13, Blok
11.C.14, dan Blok
1.C.15.
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APBD Kab.
APBD Prov.

Dinas PUPR Prov/ Kab
dan BAPPEDA Kab




Relokasi bangunan liar yang ada di sempadan sungai

SWP ILA pada
Blok 11.A.9, Biok
1LA. 10, Blok
IL.A. 18, Blok
1LA. 19, Blok
ILA. 20, dan Blok
ILA.21;

SWP I1.B pada
Blok 11.B.2, Blok
I.B.3, Blok H.B.4,
Blok 11.B.5, Biok
1.B.6, Blok

1.B. 13, Blok

1.B. 14, Blok

I1.B. 15, Biok

11.B. 18, Blok
11.B.19, Blok
11.B.20, Blok
11.B.21, dan Blok
11.B.22; dan
SWPIl.Cpada
Blok 11.C. 1, Blok
11.C.2, Blok IL.C.3,
Blok [1.C.4, Blok
1.C.5, Blok Ii.C.6,
Blok {1.C.7, Blok
IL.C.8, Blok 1.C.9,
Blok {I.C. 10, Blok
il.C.11, Blok
I1.C.12, Blok
11.C.13, Blok
I.C.14, dan Blok
I.C.15.
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APBD Kab.
APBD Prov.

Dinas PUPR Prov/ Kab
dan Dinas LHK
Kabupaten




Penataan dan reboisasi sempadan sungai

SWP LA pada
Blok [1.A.9, Blok
ILA. 10, Blok
ILA. 18, Blok
I.A. 19, Blok
ILA. 20, dan Blok
IL.A.2L

SWP 11.B pada
Blok 11.B.2, Blok
ILB.3, Blok I1.B.4,
Blok 11.B.5, Blok
I.B.6, Blok

1.B. 13, Blok
11.B.14, Blok

11.B. 15, Blok

ILB. 18, Blok

1. B. 19, Blok
i1.B.20, Blok
11.B.21, dan Blok
11.B.22; dan
SWPIL.Cpada
Blok II.C. 1, Blok
11.C.2, Blok 11.C.3,
Blok [§.C.4, Blok
11.C.5, Blok ILC.6,
Blok 1i.C.7, Blok
I1.C.8, Blok I.C.9,
Blok 11.C.10, Blok
H.C.11, Blok
H.C.12, Blok
11.C.13, Blok
11.C.14, dan Blok
Nn.C.15.
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APBD Kab.
APBD Prov.

Dinas PUPR Kab, DLHK
Kab dan BAPPEDA Kab




Penetapan dan penegasan batas-batas (garis) sempadan mata air
seluas 200 meter dari titik mata air

SWP 1A pada
Blok 11.A.9, Blok
ILA. 10, Blok
Ii.A. 18, Blok
ILA. 19, Blok
ILA. 20, dan Blok
L.A.21;
SWPIl.Bpada
Blok H.B.2, Blok
11.B.3, Blok I1.B.4,
Blok [1.B.5, Blok
I.B.6, Blok

11.B. 13, Blok
11.B.14, Blok
I1.B.15, Blok
1.B.18, Blok
I1.B.19, Blok
1.B.20, Blok
11.B.21, dan Blok
.B.22; dan

SWP ILC pada
Blok II.C. 1, Blok
I.C.2, Blok I1.C.3,
Blok [LC.4, Blok
I.C.5, Blok I.C.6,
Blok 11.C.7, Biok
IL.C.8, Blok H.C.9,
Biok [1.C.10, Blok
I[.C.11, Blok
II.C.12, Blok
11.C.13, Blok
1.C.14, dan Blok
11.C.15.
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APBD Kab.

Dinas PUPR Kab dan
BAPPEDA Kab, Dinas
LH




Rehabilitasi fungsi indung pada area sempadan mata air

SWP IiL.A pada
Blok [LA.9, Blok
I1.A.10, Blok
1L.A. 18, Blok
I1.A. 19, Blok
LA, 20, dan Blok
ILA2L;

SWP 11.B pada
Blok [1.B.2, Blok
I.B.3, Blok 11.B.4,
Blok {1.B.5, Blok
ILB.6, Blok

11.B. 13, Blok

iL.B. 14, Blok

11.B. 15, Blok
il.B.18, Blok

11.B. 19, Blok
11.B.20, Blok
11.B.21, dan Blok
I.B.22; dan
SWPIH.Cpada
Blok IL.C. I, Blok
i1.C.2, Blok 11.C.3,
Blok {1.C.4, Blok
IL.C.5, Blok ILC.6,
Blok {1.C.7, Blok
IL.C.8, Blok [I.C.9,
Blok 11.C. 10, Blok
.C. 11, Blok
1.C.12, Blok
11.C.13, Blok
11.C.14, dan Blok
1.C.15.
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APBD Kab.

Dinas PUPR Kab dan
BAPPEDA Kab, Dinas
LH




Penataan dan reboisasi sempadan mata air

SWP ILA pada
Blok [.A.9, Blok
11.A.10, Blok
iLA. 18, Blok
ILA. 19, Blok
1.A.20, dan Blok
.A.21;
SWPHl.Bpada
Blok [1.B.2, Blok
I1.B.3, Blok I1.B.4,
Blok H.B.5, Blok
I.B.6, Blok

11.B. 13, Blok
i1.B.14, Blok

i1.B. 15, Blok

IL.B. 18, Blok

I1.B. 19, Blok
IL.B.20, Blok
11.B.21, dan Blok
1.B.22; dan

SWP IL.C pada
Blok II.C.1, Biok
I.C.2, Blok I.C.3,
Blok I1.C.4, Blok
II.C.5, Blok I1.C.6,
Blok II.C.7, Biok
I.C.8, Blok ILC.9,
Blok 11.C.10, Blok
I.C. 11, Blok
I1.C.12, Blok
1.C.13, Blok
1.C.14, dan Blok
11.C.15.
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APBD Kab.

Dinas PUPR Kab dan
BAPPEDA Kab, Dinas
LH




Relokasi bangunan liar yang ada di sempadan mata air

SWP IL.A pada
Blok 11.A.9, Blok
ILA. 10, Blok
II.A. 18, Blok
IL.A. 19, Blok
IL.A. 20, dan Blok
I1.A.21;
SWPII.Bpada
Blok 11.B.2, Blok

1LB.3, Biok I1.B.4,

Blok i1B.5, Blok
1L.B.6, Blok

11.B. 13, Biok
11.B.14, Biok

ILB. 15, Blok

1. B. 18, Blok
11.B.19, Blok
1LB.20, Blok
11.B.21, dan Biok
(1.B.22; dan
SWPIL.Cpada
Blok [LC. 1, Blok
1L.C.2, Blok IL.C.3,
Blok [1.C.4, Blok
II.C.5, Blok I.C.6,
Blok [1.C.7, Blok
1L.C.8, Blok ILC.9,
Blok 11.C.10, Blok
11.C.11, Biok
i1.C.12, Blok
11.C.13, Blok
11.C.14, dan Blok
11.C.15.
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APBD Kab.

Dinas PUPR kab dan
BAPPEDA Kab, Dinas
LH




Penegakan hukum pada pelanggaran alih fungsi sempadan mata
air

SWP ILA pada
Blok H.A.9, Blok
ILA. 10, Blok
I1.A. 18, Blok
IL.A. 19, Blok
1LA.20, dan Blok
ILA.21;
SWPIl.Bpada
Blok [1.B.2, Blok
11.B.3, Blok H.B.4,
Blok [1.B.3, Blok
11.B.6, Blok

11.B. 13, Blok

IL.B. 14, Blok

11.B. 15, Blok

{1.B. 18, Blok

1LB. 19, Blok
11.B.20, Blok
11.B.21, dan Blok
ILB.22; dan
SWPIl.Cpada
Blok 11.C. 1, Blok
11.C.2, Blok 11.C.3,
Blok 11.C.4, Blok
1.C.5, Blok I11.C.6,
Blok 11.C.7, Blok
11.C.8, Blok 11.C.9,
Blok 11.C. 10, Blok
[.C.11, Blok
11.C.12, Blok
11.C.13, Blok
11.C.14, dan Blok
11.C.15.
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APBD Kab.

Dinas PUPR Kab dan
BAPPEDA Kab, Dinas
LH




Pengamanan dan penataan Zona Perlindungan Setempat sebagai
RTH

SWP ILA pada
Blok 1.A.9, Blok
I1.A. 10, Blok

ILA. 18, Blok

LA 19, Biok
[.A.20, dan Blok
1LA.2];
SWPILBpadla
Biok ILB.2, Blok
11.B.3, Blok 11.B.4,
Blok [1.B.5, Blok
1L.B.6, Blok
11.B.13, Blok
11.B.14, Blok

11.B. 15, Blok

iL.B. 18, Blok
11.B.19, Blok
11.B.20, Blok
11.B.21, dan Blok
11.B.22; dan
SWPIIL.Cpada
Biok 11.C. 1, Blok
11.C.2, Blok IL.C.3,
Blok 11.C.4, Blok
1.C.5, Blok ILC.6,
Blok 11.C.7, Blok
1.C.8, Blok IL.C.9,
Biok 11.C. 10, Blok
1.C.11, Blok
H.C.12, Blok
11.C.13, Biok
11.C.14, dan Blok
1.C.15.
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APBD Kab.

Dinas PUPR Kab, Dinas
LH Kab, Perkim dan
BAPPEDA Kah

Penvujudan Zona
Ruang Terbuka Hijau
(RTH)

Pembangunan Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)

SWp ILC
Blok [1.C.6 dan
Blok i1.C.8

APBD Kab.

Dinas PUPR Kab, Dinas
LH Kab, Perkim dan
BAPPEDA Kab

Pembangunan Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)

SWPIl.Apada
Blok iLA. 1, Blok
ILA. 12, Blok
1LA. 17, Blok

1.A. 18, dan Blok
L.A.28;

SWPILB pada
IL.B. 11, Blok
11.B. 19, dan Blok
1.B.22; dan
SWP I1.C pada
Blok [1.C.3, Blok
1.C.4, Blok 1L.C.5,
Blok 11.C.7, Blok
11.C. 10, Blok
11.C.13, Blok

APBD Kab.

Dinas PUPR Kab, Dinas
LH Kab, Perkim dan
BAPPEDA Kab




11.C.14, dan Blok
ILC.15.
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Pembangunan Sub-Zona Taspan RW (RTH-5)

SWP HL.A pacia
Blok 11.A.4, Blok
I.A.6, Blok I.A.8,
Biok 1LA.9, Blok
1L.A. 14, Blok
ILA. 16, Blok
11.A. 17, Blok
iL.A. 18, Blok
ILA. 19, Blok
1L.A.21, Blok
11.A.22, Blok

1L A2_3, Blok
1LA. 24, Blok
1.A.25, Blok
11.A.27, dan Blok
IL.A. 28;

SWP I1.B pada
Blok I1.B. 1, Blok
i1.B.6, Blok I1.B.8,
Blok [1.B.9, Blok
11.B.13, Blok
il.B. 18, Blok
I1.B. 19, Blok
1.B.20; dan Blok
11.B.21; dan
SWPIl.Cpada
Blok 11.C.1, Blok
I.C.5, Blok I1.C.6,
Blok 11.C.8, Blok
11.C.9, Blok
11.C.12, Blok
{1.C.13, dan Blok
11.C.14.

APBD Kah.

Dinas PUPR Kab, Dinas
LH Kab, Perkim dan
BAPPEDA Kab




Pembangunan Sub-Zona Taman RT (RTH-6)

SWP [I.A pada
Blok ILA. 1, Blok
1L.A.4, Blok ILA.6,
Blok IL.A.7, Blok
ILA.8, Blok

1LA. 10, Blok

1LA. 11, Blok

ILA. 15, Blok

ILA. 17, Blok Blok
1.A.220, Blok
11.A.23, Blok

ILA. 24, dan Blok
1.A.28;

SWP LB pada
Blok I1.B.4, Blok
1. B. 10, Blok

1L.B. 13, Blok

1L.B. 16, Blok

1LB. 18, dan Blok
1L.B.20; dan
SWPIIL.Cpada
Blok [1.C. 1, Blok
11.C.3, Blok 1.C.6,
Blok [1.C.7, Blok
11.C. 10, Blok
11.C.11, Blok
1.C.14, dan Blok
11.C.15.
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APBD Kab.

Dinas PUPR kab, Dinas
LH Kab, Perkimn dan
BAPPEDA Kab

Pengembangan Sub-Z ona Pemakaman (RTH-7)

SWP II.A pada
Blok ILA.3, Blok
ILA.9, Blok

ILA. 16, Blok

ILA. 19, dan Blok
LA.24;

SWPILB pada
Blok I1.B. 10, Blok
IL.B. 18, dan Blok
1LB. 19; dan

SWP: 1.C pada
Blok 1.C.12.

APBD Kab.

Dinas PUPR Kab, Dinas
LH Kab, Perkim dan
BAPPEDA Kab

Pengembangan Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)

SWP ILA pada
Blok [LA. 13 dan
Blok [1.A.26; dan

SWP 11.B pada
Blok [LB. 13.

APBD Kab.

Dinas PUPR Kab, Dinas
LH Kab, Perkim dan
BAPPEDA Kab

Perwu judan Zona
Konservasi (KS)

Perwujudan Sub-Zona Taman Wisata Alam (FWA)

Penetapan dan penegasan Batas Taman Wisata Alam Suranadi

SWP I1.C pada
Blok 11.C.4, Biok

ILC.6, Blok 11.C.7,
Blok 11.C.12, Blok
11.C.13, Blok

APBD Kab.

APBD Prov.

APBN

Kementerian LHK, Dinas
LHK Prov dan Dinas LH
Kab, DisPar Kab




11.C.14, dan Blok
ILC.15
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Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan Taman Wisata
Alam Taman Suranadi

SWPILCpada
Blok i1.C.4, Blok
1.C.6, Blok i1.C.7,
Blok 1.C. 12, Blok
11.C.13, Blok
11.C.14, dan Blok
I.C.16

Pengkajian Pemanfaatan Taman Wisata AlamSuranadi bagi
kepentingan Parfwisata

SWP IL.C pada
Blok 11.C.4, Blok
1.C.6, Blok 1.C.7,
Blok 11.C. 12, Blok
11.C.13, Blok
1.C.14, dan Blok
.17

Perwujudan Zona
Lind ung Geologi
(.GE)

Perwujudan Sub-Zona Keunikan Batuan dan Fosil (LGE-1)

Revitalisasi dan konservasi lahan Punican Charcoal

SWP {1.B pada
Blok 11.B. 17 dan
Biok i1.B. 18

Penctapan dan penegasan Batas Lind uug Geologi

SWP LB pada
Blok I1.B. 17 dan
Blok 11.B. 18

Pengkajian Fungsi Sub-Z ona Keunikan Batuan dan Fosil (LGE-1)
bagi pendidikan dan pariwisata

SWPILBpada
Biok (1.8, 17 dan
Blok 11.B. 18

Parwujudan ZZona
Cagar Budaya (CB)

Konservasi peninggalan-peninggalan cagar budaya

SWP 1A pada
Blok IL.A. 12;
SWP 11.B pada
Blok 11.B. 12; dan
SWP IL.C pada
Blok 11.C.7.

APBD Kah. Kementerian LHK, Dinas

APBD Prow. LHK Prov dan Dinas LH

APBN Kab, DisPar Kab

APBD Kab. Kementerian LHK, Dinas

APBD Prov. LHK Prov dan Dinas LH

APBN Kab, DisPar Kab

APBD Kab. B

APBD Prov BSIvRE dan:

APBN g BAPPEDA Kab Dinas
LHK Prov

= BP Geopark, Dinas

I S ESDM Prov dan

APBN . BAPPEDA Kab Dinas
LHK Prov

APBD Kab. ij Geopark, Dinas

APBD Prov ESDM Prov dan

APBN ! BAPPEDA Kab Dinas
LLHK Prov

APBD Kab. DisPar Prov, DisPar Kab,

APBD Prov. Dinas PUPR Kah




Inventarisasi aset bangunan cagar budaya

SWP LA pada
Blok 11.A. 12;
SWP IL.B pada
Blok I1.B. 12; dan
SWPII.C pada
Blok I1.C.7.
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Revitalisasi dan konservasi fisik bangunan-bangunan rumah adat
karang bayan

SWPIL.A pada
Blok 11.A. 12;

SWP IL.B pada
Blok ILB. 12; dan
SWP I1.C pada
Blok 11.C.7.

Renovasi, revitalisasi dan konservasi fisik bangunan-bangunan
rumah warga lokal yang masib mempertahankan budaya lokal
(rumah adat)

SWP IL.A pada
Blok 1L.A. 12;
SWP I1.B pada
Blok I1.B. 12; dan
SWP ILC pada
Blok 11.C.7.

Penataan dan peremajaan kawasan cagar budaya

SWP IL.A pada
Blok 11.A.12;
SWPIL.B pada
Blok 11.B. 12; dan
SWP 1.C pada
Biok 11.C.7.

Konsesvasi dan revitalisasi fisik hangunan-bangunan bersejarah

(sebagai bukti scjarah dan heritage)

SWP I1.A pada
Blok LA, 12;
SWPIL.B pada
Blok il.B. 12; dan
SWP I1.C pada
Blok 11.C.7.

Konservasi dlan revitalisasi kawasan cagar budaya karang bayan,
pura lingsar dan taman narmada

SWP IL.A pada
Blok [1.A.12;
SWP 11.B pada
Blok [1.B. 12; dan
SWPILC pada
Blok [1.C.7.

Pengembangan RTH pada Z ona Cagar Budaya berupa penyediaan
RTH maksimal secbesar 70%%

SWP LA pada
Blok [LA. 12;
SWP 1L.B pada
Blok I1.B. 12; dan
SWP I1.C pada
Blok IL.C.7.

APBD Kab. DisPar Prov, DisPar Kab,
APBD Prov. Dinas PUPR Kab
APBD Kab. DisPar Prov, DisPar Kab,
APBD Prov. Dinas PUPR Kab
APBD Kab. DisPar Prov, DisPar Kab,
APBD Prov. Dinas PUPR Kab
APBD Kab. DisPar Prov, DisPar Kab,
APBD Prov. Dinas PUPR Kab
APBD Kab. S
APBD Prov. E:,‘Ii’.’. &b Brov,
APBN pa
APBD Kab. . .
APBD Prov. E::;’g; '::b/ Brov,
APBN P

DisPar Prov, DisPar Kab,
APBD Kab. - L= # %
APED Prov, Dinas PUPR Kab, Dinas

LH Kab.

Perwujudan Zona Budidaya

Perwntjudan Zona
Pertanian (P-1)

| a | Perwujudi an Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1)




Penetapan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

SWP ILA pada
Blok (LA. 1, Blok
ILA.2, Blok 1L.A.3,
Blok ILA.5, Blok
I1.LA.6, Blok ILA.7,
Blok 11.A.8, Blok
1LA.9, Blok

1L.A. 10, Blok

ILA. 11, Blok

1LA. 12, Blok

1L.A. 13, Blok

ILA. 14, Blok

{l.A. 1S, Blok

1LA. 16, Blok

ILA. 17, Blok

IL.A. 18, Blok

ILA. 19, Blok
1L.A.20, Blok
1L.A.21, Blok
1LA.22, Blok

1LA. 23, Blok
I.A.24, Blok
ILA.25, Blok
1L.A.26, Biok
1.A.27, dan Blok
ILA.28;
SWPII.Bpada
Blok 11.B.1, Blok
ILB.2, Blok I1.B.3,
Biok I1.B.4, Blok
I1.B.5, Blok 11.B.6,
Blok 11.B.7, Blok
1.B.8, Blok 11.B.9,
Biok [1.B. 10, Blok
[L.B.11, Blok

I1.B. 12, Blok

11.B. 13, Blok

11.B. 14, Blok

11.B. 15, Blok

11.B. 16, Blok
I1.B.17, Blok

11.B. 18, Blok

I.B. 19, Blok

I1. B.20, Blok
11.B.21, dan Blok
N.B.22; dan

SWP 11.C pada
Blok 11.C. 1, Blok
I.C.2, Blok I.C.3,
Blok i1.C.4, Blok
I.C.S, Blok I1.C.6,
Blok {1.C.8, Blok
H.C.9, Blok
I1.C.10, Blok
11.C.11, Blok
1.C.12, Blok
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APBD Kab.

Dinas Pertanian dan
Peternakan Kab,
BAPPEDA Kab
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1.C.13,
i1.C.14, dan Blok
1.C.15.




Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian

SWPILA pada
Biok IL.A. 1, Blok
1LA.2, Blok .A.3,
Blok 1LA.S, Blok
LA.6, Blok 1LA.7,
Biok 11.A.8, Blok
1L.A.9, Blok

ILA. 10, Blok

1LA. 11, Blok

ILA. 12, Blok

1.A. 13, Biok

ILA. 14, Biok

1LA. 15, Blok

ILA. 16, Blok

ILA. 17, Blok
1L.A.18, Blok

iLA. 19, Blok
1.A.20, Blok
1L.A.21, Blok
1.A.22, Blok

1LA. 23, Blok
1L.A.24, Blok
11.A.25, Blok
1L.A.26, Blok
1.A.27, dan Blok
IL.A.28;

SWPILB pada
BloklLB.1, Blok
11.B.2, Biok ILB3,
Blok 11.B.4, Biok
1.B.5, Blok IL.B.6,
Blok 11.B.7, Blok
i.B.8, Blok 11.B.9,
Blok 11.B. 10, Blok
11.B.11, Blok
11.B.12, Blok

1LB. 13, Blok

iLB. 14, Blok

ILB. 15, Biok

1LB. 16, Blok
11.B.17, Biok

ILB. 18, Blok
1L.B.19, Blok
1LB.20, Blok
11.B.21, dan Blok
1.B.22; dan
SWPIL.Cpada
Blok 1L.C. 1, Blok
11.C.2, Biok 1.C.3,
Blok 11.C.4, Blok
1L.C.5, Blok IL.C.6,
Blok 11.C.8, Blok
11.C.9, Blok
1.C.10, Blok
11.C.11, Blok
11.C.12, Blok
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APBD Kab.

Dinas Pertanian dan
Peternakan Kab,
Disperindag kab
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Perwujudan Sub-Zona Perkebunan (P-3)




Pengembangan Sub-Zona Perkebunan (P-3) dengan komoditas
kopi dan coklat {(kakao), rambutan, gula aren, manggis dan
durian

SWP ILA pada
Blok ILA.2, Blok
ILA.3, Blok ILA.9,
Blok 11.A.13, Blok
1LA. 17, Blok

ILA. 18, Blok

ILA. 19, Biok

11.A. 20, Blok
11.A.21, Blok
1LA.22, Blok

1LA. 23, dan Blok
ILA.28;

SWP II.B pada
Blok ILB. 1, Blok
1.B.3, Blok I1.B.4,
Blok IL.B.5, Blok
I.B.6, Blok ILB.7,
Blok 11.B.8, Blok
I1.B.9, Blok
IL.B.10, Blok
11.B.11, Blok
11.B.16, Blok
ILB.17, Blok

11.B. 18, Biok

1L.B. 19, Blok
1LB.20, Blok
1.B.21, dan Blok
11.B.22; dan

SWP 11.C pada
Blok IL.C. 1, Blok
1.C.2, Blok I1.C.3,
Blok 11.C.4, Blok
I1.C.5, Blok [1.C.6,
Blok IL.C.7, Blok
11.C.8, Blok IL.C.9,
Blok 11.C. 10, Blok
11.C.11, Blok
11.C.12, Blok
1.C.13, Blok

il.C. 14, dan Blok
11.C.15.
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APBD Kab.

Dinas Pertanian dan
Peternakan Kab




Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan

SWP ILA pada
Blok [I.A. 2, Blok
[.A.3, Blok IL.A.9,
Blok ILA. 13, Blok
I1.A. 17, Blok

IL.A. 18, Blok

ILA. 19, Blok

ILA. 20, Biok

ILA. 21, Blok
ILA.22, Blok
IL.A.23, dan Blok
IL.A.28;

SWP [1.B pada
Biok [L.B. I, Blok
11.B.3, Blok IL.B.4,
Blok 11.B.5, Blok
11.B.6, Blok 1.B.7,
Blok II. B.8, Blok
1.B.9, Blok

1.B. 10, Blok
11,B.11, Blok
11.B.16, Blok
11.B.17, Blok

11.B. 18, Blok
ILB.19, Blok
1.B.20, Blok
1.B.21, dan Blok
11.B.22; dan

SWP [I.Cpada
Blok [1.C.1, Blok
1.C.2, Blok 11.C.3,
Blok 11.C.4, Blok
11.C.5, Biok .C.6,
Blok 11.C.7, Blok
11.C.8, Blok 11.C.9,
Blok 11.C. 10, Blok
11.C.1t, Blok
11.C.12, Blok
11.C.13, Blok
I.C.14, dan Blok
I1.C.15.
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APBD Kab.

Dinas Pertanian dan
Peternakan Kab,
Disperindag kab

Perwujudan Sub-Zona Peternakan (P-4)




Pengembangan zona peternakan dengan komoditas pasar lokal
dan export

SWP ILA pada
Blok 11.A.11;

SWP IL.B pada
Blok [1.B.2, Blok
11.B.3, Blok [1.B.4,
Blok [1.B.6, Blok
11.B.7, Blok

ILB. 16,
1.B.17,
1L.B.18,
IL.B.19,
11B.20,
1.B.21;

Blok
Blok
Blok
Blok

dan Blok
dan

SWP IL.C pada
Blok 11.C.3, Blok
11.C.6, dan Blok

1.C.7.
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Pengembangan industri pengolahan hasil peternakan

SWP ILA pada
Blok ILA. 11;

SWP [1.B pada
Blok 11.B.2, Blok
1LB.3, Blok IL.B.4,
Blok 11.B.6, Blok
1L.B.7, Biok

11.B.16,
1.B.17,
1L.B. 18,
11.B.19,
1L.B.20,
1B.21;

Blok
Blok
Blok
Blok

dan Blok
dan

SWPIlL.Cpada
Blok 11.C.3, Blok
I1.C.6, dan Blok

11.C.7.

Dintas Pertanian dan

Perwajudan Zona
Perikanan (IK)

Pengembangan Sub-Zona Perikanan Budidaya (IK-2) dengan
komoditas pasar lokal dan export

SWP I1.A pada
Blok IL.A.9 dan
Blok ILA. 18; dan
SWP I1.B pada
Blok 11.B.4, Blok
11.B.7, Blok

1.B.10,
B2,
11.B. 13,
1L.B. 14,
ILB. 15,
1L.B.16,
11.B.17.

Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
dan Bilok

b

Peningkatan Sumberdaya Manusia dalam mendukung
pengembangan perikanan

Seluruh SWP

APBD Kab. Peternakan Kab,
BAPPEDA Kab
Dinas Pertanian dan
APBD Kab. Peternakan Kab,
Disperindag kab
APBD Kab. DKP Kab, BAPPEDA Kab
APBD Kab. DKP Kab, BAPPEDA Kab




Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan

SWP IL.A pada
Blok {LA.9 dan
Blok 1L.A. 18; dan
SWP IL.B pada
Blok 11.B.4, Blok
1.B.7, Blok

11.B. 10, Blok
IL.B. 12, Blok
II. B. 13, Blok
IL.B. 14, Blok
i.B. 15, Blok
1L.B.16, dan Blok
11.B.17.
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APBD Kab.

DKP Kab, BAPPEDA Kab

Perwujudan Zona
Kawasan Peruntukan
todustri (KPj)

Perizinan untuk pengembangan zona industri dalam mendukung
pertanian

SWP ILA pada
Blok 11.A.2, Blok
i1.A. 18, dan Blok
ILA.26; dan
SWPIL.B pada
Blok 11.8. 12 dan
Blok I1.B. 13,

Pengembangan Pusat novasi dan Riset

SWPIl.Apada
Blok I1.A.2, Blok
ILA. 18, dan Blok
ILA.26; dan
SWP I.B pada
Blok 1LB. 12 dan
Blok 11.B.13,

APBD Kab.

Dinas Perindusterian,
BAPPEDA dan Dinas
Pertanian, Swasta

APBD Kab.

Dinas Perindusterian,
BAPPEDA dan Dinas
Pertanian, Swasta

Pengembangan industry pengolahan hasil pertanian

SWP ILA pada
Blok I1.A.2, Blok
fl.A. 18, dan Blok
1LA.26; dan
SWP {1.B pada
Blok I1.B. 12 dan
Blok [1.B.13.

APBD Kab.

Dinas Perindusterian,
BAPPEDA dan Dinas
Pertanian, Swasta

Pengembangan Pergud dalam k industri

B

SWP ILA pada
Blok 11.A.2, Blok
{LA. 18, dan Blok
.A.26; dan
SWP I1.B pada
Blok 11.B. 12 dan
Blok H.B. 13.

APBD Kab.

Dinas Perindusterian,
BAPPEDA dan Dinas
Pertanian, Swasta




SWP ILA pada
Blok [LA.2, Biok
ILA. 18, dan Blok
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APBD Kab.

Dinas Perindusterian,
BAPPEDA dan Dinas
Pertanian, Swasta

APBD Kabh.

Disperindag Kab,
DiskopUKM, DPMPPT
Kab

APBD Kab.

Disperindag Kab,
DiskopUKM, DPMPPT
Kab

APBD Kab.

Disperindag Kab,
DiskopUKM, DPMPPT
Rab

APBD Kab.

Disperindag Kab,
DiskopUKM, DPMPPT
Kab

APBD Kab.

Disperindag,
DiskopUKM, Dinsos
Kab, Disnakertrans Kab

APBD Kab.

Disperindag,
DiskopUKM, Dinsos
Kab, Disnakertrans Kab

[ Pengembangan P E Produk hasil olahan pertanian 1I.A.26; dan
SWPIL.Bpada
Blok II.B. 12 dan
Blok [1. B 13.
T Pengembangan modal dan lembaga terkait perind ustrian
i 'Pcnanamau/ pcmbtngu bgntua.n modal dan alat bagi home Seluruh SWP
industry dan industii kecil
2 Pembangunan koperasi industri Seluruh SWP
3 Pen_)bentukan lembaga gabungan kelompok industni (Gapoktri) Seluruh SWP
Peningkatan SDM, baik dalam segi pertanian, perkebunan,
g perikanan dan peternakan maupun industri
1 Pelatihan dan penyuluhan di bidang perindustrian Seturuh SWP
2 Pelatihan untuk home industry dan industri kerajinan =S
2 (peningkatan produk, manajemen, dan pemasaran) Stluuh SWE
Mendorong kelompok masyarakst membuat industri kreatif yang
3 memanfantkan sumberdaya setempat untuk mendukung industri Seluruh SWP
pariwisata
4 Meudoxpng kclqmpok {civil society) industri kreatif yang Seluruh SWP
menun jang pariwisata
S Pembangunan sarana pendidikan formal Scluruh SWP

APBD Kab.

Disperindag,
DiskopUKM, Dinsos
Kab, Disnakertrans Kab




Membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan
Tinggi (PT) yang memiliki jurusan Pertanian, Perkebunan,
Perikanan dan Perindustrian

Seluruh SWP
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Meningkatkan pelayanan industri pertanian dan perikanan
dengan ramah, bersahabat, informatif yang mencerminkan
Budayya melalui pelatiban

Sclaruh SWP

Kemendikbud, Dinas
Pendidikan Kab/ Prov,

Pengembangan RTH pada Zona Kawasan Peruntukan Indusri
berupa penyedi aan RTH maksimal sebesar 3026

SWP [I.A pada
Blok ILA.2, Blok
I1.A. 18, dan Blok
ILA.26; dan
SWP 1i.B p:xla
Blok 11.B. 12 dan
Blok 11.B. 13.

Perwujudan Zona
Peeriwisata (W)

Inventarisasi lahan dan sosialisasi penataan Zona Paviwisata

SWP ILA pada
Blok {LA. 13 dan
Blok iLA.28;
SWP I1.B pada
Blok i1.B.2, Blok
I1.B. 10, Blok
11.B.11, Blok
I1.B. 12, Blok
11.B.17, dan Blok
11.B.21; dan
SWP [1.C pada
Blok I1.C.4, Blok
I.C.5, Blok
0.C.12, dan Blok
I.C.15.

Perencanaan detail fasilitas pariwisata

SWP ILA pada
Biok ILA. 13 dan
Blok 11.A.28;
SWP 11.B pada
Blok ILB.2, Blok
1L.B. 10, Blok
1.B.11, Blok
1I.B. 12, Blok
1.LB.17, dan Blok
11.B.21; dan
SWPIL.Cpada
Blok 11.C.4, Blok
11.C.5, Blok
11.C.12, dan Blok
I.C.15.

APBD Kab. ¢ 3
Kemenperin,
Disperindag Kab/ Prov
= Kemenperin,
ARED Kot Disperindag Kabf Prov
Kemen perin,
APBD Kab. Disperindag Kab /Prov,
Dinas LH Kab
APBD Prov. Pisgay (Ab4ET,
APBD Kab DmasIEidan
. Pertanahan Kah
APBD Prov. Dispar Kahf Prov




Perencanaan detarl infrastruktur zona pariwisata

SWP A pada
Blok ILA. 13 dan

Blok ILA. 28;
SWP [1.B pada
Blok ILB.2, Blok
1L.B. 10, Blok
11L.B.11, Blok
1L.B.12, Blok
11.B.17, dan Biok
1L.B.21; dan
SWP ILC pada
Blok i1.C.4, Blok
1L.C.5, Biok
11.C.12, dan Blok
IL.C.15.
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Dispar Kab/ Prov

Pembangunan detail infrastruktur zona parivisata

SWP ILA pada
Blok ILA.13 dan
Blok 11.A. 28;
SWP IL.B

Blok I1.B.2, Blok
I.B. 10, Blok
11.B.11, Blok
11.B. 12, Blok
11.B.17, dan Blok
I.B.21; dan
SWP 1II.C pada
Blok {L.C.4, Blok
I.C.5, Blok
1.C.12, dan Blok
11.C.1S.

Pengembangan Zwa Pariwisata alam berbasis geopark

APBD Kab.
APBD Prov.
APBN

Dispar Kabf Prov
Kemenparekraf

Pengembangan Zopa Wisata Geopark

SWF I1.B Blok
n.B17

APBD Kab.
APBD Prov.
Sumber
pembiayaan lain
yang sab

Dispar Kab/ Prov, BGP
Rinjani- Lombok

Pengembangan kegiatan pend ukung wisata geopark

SWP I1.B Blok
1£.B.17

APBD Kabh.
APBD Prov.
Sumber
pembiayaan lain
vang sah

Dispar Kab/ Prov, BGP
Rinjani- Lombok

APBD Kab.
APBD Prov.
Sumber
pembiayaan lain
yang sah

Dispar Kab/ Prov, BGP
Rinjani- Lombok




Pengembangan dan penataan zona wisata budaya

SWP HL.A pada
Blok I1.A. 13 dan
Blok 11.A.28;
SWPIlL.Bpada
Blok 11 B. 2, Biok
H.B. 10, Blok
I.B 11, Blok
1.B.12, Blok
11.B.17, dan Biok
[1.B.21; dan
SWPIL.Cpada
Blok I1.C.4, Blok
11.C.5, Blok
I1.C.12, dan Blok
1.C.15.
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Penataan Kawasan Rumah Adat Karang Bayan

SWP ILA pada
Blok {1.A.13 dan
Blok iL.A.28;
SWPIL.B pada
Blok [1.B.2, Blok
[1.B. 10, Blok
11.B.11, Blok
I.B. 12, Blok
i.B.17, dan Blok
H.B.21; dan
SWP H.C pada
Blok I1.C.4, Blok
I1.C.5, Blok
I1.C.12, dan Blok
11.C.15.

Pembangunan zona pariwisata agro (agrowisata)

Pengembangan zona agrowisata dalam mendukung potensi
pertanian yang ada

SWP ILA pada
Blok II.A. 13 dan
Blok 11.A.28;
SWP 1L.B pada
Blok 11.B.2, Blok
I1. B. 10, Blok
I1.B.11, Blok
11.B. 12, Blok
[1.B.17, dan Blok
H.B.21; dan
SWPIl.Cpada
Blok I1.C.4, Blok
I.C.5, Blok
1.C.12, dan Blok
11.C.15.

APBD Kab.

APBD Prov. Dispar Kab/Prov,
Sumber Kemceopar, Dinas LH
pembiayaan lain dan Pertanahan Kab
vang sah

APBD Kab. 5 v

APBD Prov. E;ﬁp’::h/ i
APBN

APBD Kab. Dispar Kab/ Prov,
APBD Prov. Kemenpar, DisPUtaru
APBN Kab




Pengembangan kegiatan pend ukung agrowisata

SWP ILA pada
Blok [LA. I3 dan
Blok IL.A.28;
SWP I1.B pada
Blok i1.B.2, Blok
I.B. 10, Blok
11.B.11, Blok
1.B.12, Blok
11.B.17, dan Blok
11.B.21; dan
SWP 11.C

Blok 11.C.4, Blok
ILC.5, Blok
11.C.12, dan Blok
1.C.15.
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Pengembangan camping groud dan outbound

Pengembangan kegiatan wisata air (arum jeram)

SWP [I.A pada
Blok ILA. 13 dan
Blok [1.A.28;
SWP I.B pada
Blok I1.B.2, Blok
1. B. 10, Blok
11.B.11, Blok
11.B. 12, Blok
1.B.17, dan Blok
11.B.21; dan
SWP I1.C pada
Blok 11.C.4, Blok
1.C.5, Blok
IL.C.12, dan Blok
IL.C.15.

Mendorong terbentuknya kelompok pecinta alam dan budaya
serta Poktan (kelompok petani)

Sehwuh SWP

Membentuk dan membina sanggar seni

Seluruh SWP

Membuat agenda tahunan pagelaran/ atraksi/ festival

Selurnh SWP

APBD Kab. Dispar Kab/ Prov,
APBD Prov. Kemenpar, DisPUtaru
APBN Kab

APBD Kab. Dispar Kab/ Prov,
APBD Prov. Kemenpar, DisPUtasu
APBN Kab

APBD Kab.

Sumber Dispar Kab, Dinas
pewbiayaan lain Pertanian Kab

vang sah

APBD Kab.

Sumber 5 i

pembiayaan lain DispeyRah

yang sah

APBD Kab.

Sumber Dis Kab

pembiayaan lain
yang sah




Mendorong dan membina kelompok pencinta bangunan
bersejarah/ yang harus dilindungi (heritage)

Selusub SWP
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Membuat dan meningkatkan program promosi pariwisata (alam,
budaya dan agro) pada level kota, kabupaten, provinsi, nasional
bahkan internasional

Seluruh SWP

APBD Kab.
Sumber
pembiayaan lain
vang sah

Dispar Kab

Sosialisasi kepada masyarakat sebagai teknik pengaturan zonasi
dalam vpaya perwujudan Zona Pariwisata

Selurnh SWP

APBID Kab.
Sumber
pembiayaan lain
yang sah

Dispar Kab

Pengembangan RTH pada Zona Pariwisata berupa penyediaan
RTH maksimal sebesar 80246

SWP ILA pada
Blok ILA. 13 dan
Blok 11.A.28;
SWP 11.B pada
Blok 1. B.2, Blok
1t.B. 10, Blok
1£B. 11, Blok
I1.B.12, Blok
I1.B. 17, dan Blok
11.B.21; dan
SWP: I.C pada
Blok [1.C.4, Blok
1L.C.5, Blok
11.C.12, dan Blok
.C.15.

APBD Kab,
Sumber
pembiayaan lain
yang sah

Dispar Kab

APBD Kab.
Sumber
pembiayaan lain
yang sah

Dispar Kab, Dinas LH
Kab

Perwujudan Zona
Perumahan {R)

Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)
melalui pengembangan kawasan perumahan dilengkapi dengan
sarana dan prasarana pend ukung

SWP LA pada
Blok ILA. 1, Blok
{LA.2, Blok ILA.3,
Blok Il.A.4, Blok
I.A.5, Blok I1.A.6,
Blok ILA.7, Blok
ILA.8, Blok 1LA.9,
Blok 11.A. 10, Blok
IL.A. 11, Blok

IL.A. 12, Blok

1L.A. 13, Blok

ILA. 14, Blok

ILA. 15, Blok

ILA. 17, Blok

1.A. 18, Blok

1L.A. 19, Blok
11.A.24, Blok
ILA.25, Blok

IL.A. 26, dan Biok

APBD Kab.
APBD Prov.
APBN

BAPPEDA Kab, Dinas
PUPR Prov/ Kab, Kemen
PUPR, Perkim kab




1LA.27; dan
SWP ILB pada
Blok I1.B. 1, Blok
I1.B.4, Blok .B.7,
Blok 11 B 12, Blok
I1.B. 14, dan Blok
I.B.15.
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Perwujudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)
melalui pengembangan kawasan perumahan dilengkapi dengan
sarana dan prasarana pend ukung

SWP ILA pada
Blok ILA8, Blok
ILA. 16, Blok
ILA. 17, Blok
1LA. 18, Biok
11.A.19, Blok
I1.A.20, Blok
11.A.21, Blok
1LA.22, Blok
ILA. 23, Blok
1L.A.24, Blok
1L.A.27, dan Blok
ILA.28; dan
SWP ILB pada
Blok I1.B.3, Biok
IL.B.6, Blok

1LB. 10, Blok
I1.B.12, Blok
1L.B.13, Blok
I1.B. 15, Blok
11.B. 16, Biok
11.B.17, Biok
ILB. 18, Blok
IL.B. 19, dan Blok
ILB.20.

APBD Kab.
APBD Prov.
APBN

BAPPEDA Kab, Dinas
PUPR Prov/ Kab, Kemen
PUPR, Perkim kab




SWP LA pada
Biok 11.A. 14, Blok
ILA. 16, Blok

(LA. 18, Blok

If. A. 20, Blok
II.A.21, dan Blok
LA.22;

SWP 11.B pada
Blok 11.B.2, Blok
1.B.6, Biok [1.B.8,
Biok 11.B.9, Blok
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I1.B.16, Blok
11.B.17, Blok
ILA. 18, Blok
Perwiijudan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) 1L.A. 19, Blok APBD Kab. BAPPEDA Kab, Dinas
c melalui pengembangan kawasan perumahan dilengkapi dengan 1L A. 20, Blok APBD Prov. PUPR Prov/ Kab, Kemen
sarana dan prasarana pendukung ILA.21, dan Blok APBN PUPR, Perkim kab
1LA.22; dan
SWP 11.C pada
Blok I1.C. 1, Blok
I.C.2, Blok iI.C.3,
Blok [1.C.4, Biok
IL.C.S, Blok ILC.6,
Blok 11.C.7, Blok
I.C.8, Blok I1.C.9,
Blok 11.C. 10, Blok
I1.C.11, Blok
11.C. 12, Blok
11.C.13, Biok
11.C.14, dan Blok
IL.C.15.
d Rehabilitasi dan konservasi kawasan perumahan
Seluruh kawasan APBD Kab. BAFPPEDA Kab, Dinas
1 Penataan kawasan perumahan kumuh/ padat yang terdapat APBD Prov. PUPR Prov/Kab, Kemen
RUTILAHU APBN PUPR, Perkim Kab
Seluruh kawasan APBD Kab. BAPPEDA Kab, Dinas
2 Relokasi perumahan kumuh liar yang terdapat APBD Prov. PUPR Prov/ Kab, Kemen
RUTILAHU APBN PUPR, Perkim Kab
Seluruh kawasan APBD Kab. BAPPEDA Kab, Dinas
3 Perbaikun rumah tidak layak huni vang terdapat APBD Prov. PUPR Prov/ Kab, Kemen
RUTILAHU APBN PUPR, Perkim Kab
Seluruh kawasan APBD Kab. BAPPEDA Kab, Dinas
4 Pembangunan rumah layak huni yang terdapat APBD Prov. PUPR Prov/Kab, Kemen
RUTILAHU APBN PUPR, Perkim Kah
s Penataan lingkungan kawasan permukiman kumuhb di sempadan Seluruh SWP :’;gg :;z:’v %{P,;ngfw;\:;men

sungai

APBN

PUPR, Perkim Kab




Penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh di sempadan
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K Seluruh SWP
mata air
Mempertahankan perumahan adat yang menjadi ciri kbas Sehurnh SWP
masyarkat sasak dalmn kerangka perlindungan cagar budaya £
Pengm bangan RTH pada Kawasan Per h
SWP ILA pada

Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan
Tinggi besupa penvediaan RTH maksimal sebesar 30%

Blok (L.A. 1, Blok
IL.A.2, Blok ILA.3,
Blok 11.A.4, Blok
ILA.5, Blok ILA.6,
Blok 11.A.7, Blok
{.A8, Blok ILA9,
Blok t.A. 10, Blok
ILA. 11, Blok
1LA.12, Blok

1LA. 13, Blok

ILA. 14, Blok

{LA. 15, Blok

11.A 17, Blok

{l.A. 18, Blok

1LA. 19, Blok
1.A-, Blok

1L.A. 25, Blok

ILA. 26, dan Blok
1LA.27; dan

SWP 11.B pada
Blok 11.B. 1, Biok
1L.B.4, Blok 1.B.7,
Blok [1.B. 12, Blok
{I.B.14, dan Blok
IL.B.15.

APBD Kab. BAPPEDA Kab, Dinas
APBD Prov. PUPR Prov/ Kab, Kemen
APBN PUPR, Perkim Kab
APBD Kab. BAPPEDA Kab, Dinas
APBD Prov. PUPR Prov/ Kab, Kemen
APBN PUPR, Perkim Kab

y BAPPEDA Kab, Dinas
APED; Kab. PUPR Prov/ Kab, Kemen
AP Prov. PUPR, Perkim kab,
APBN 8 Pl 4

Dinas LH Kab




Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan
Sedang berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 30%

SWP ILA pada
Blok {1.A.8, Blok
[LA. 16, Blok
fLA. 17, Blok
U.A. 18, Blok
1LA. 19, Blok
11.A.20, Blok
ilLA.21, Blok
iLA. 22, Blok
fLLA.23, Blok
ILA. 24, Blok
il.A.27, dan Blok
1ILA.28; dan
SWPil.Bpada
Blok 11.B.3, Blok
1L.B.6, Blok

{1.8. 10, Blok
1L B. 12, Blok
I1.B. 13, Blok
IL.B. 15, Blok
1.B. 16, Blok
11.B.17, Blok
11.B. 18, Blok

1L B. 19, dan Blok
11.B.20.
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Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan
Rendah berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 30%

SWP ILA pada
Blok [1.A. 14, Blok
I1.A. 16, Blok

LA. 18, Blok

H.A. 20, Blok
11.A.21, dan Blok
1LA.22;

SWP IL.B pada
Blok I1.B.2, Blok
1.B.6, Blok ILB.8,
Blok 11.B.9, Blok
ILB. 16, Blok
11.B.17, Blok

ILA. 18, Biok

I1.A. 19, Biok
1L.A.20, Blok
11.A.21, dan Blok
ILA.2:2; dan

SWP IL.C pada
Biok 11.C. 1, Blok
ILC.2, Blok ILC.3,
Blok 11.C.4, Blok
ILC.5, Blok I.C.6,
Blok 11.C.7, Biok
1.C.8, Blok II.C.9,
Blok 11.C. 10, Biok
f1.C.11, Blok
1.C.12, Blok
I1.C.13, Blok
11.C.14, dan Blok
1[.C.15.

BAPPEDA Kab, Dinas

ﬁ,’i’ég ﬁf‘;’; PUPR Prov/ Kab, Kemen
APBN ; PUPR, Perkim kab,
Dinas LH Kab
~ BAPPEDA Kab, Dinas
2:::3 }:‘}:, PUPR Prov/ Kab, Kemen
APBN : PUPR, Perkim kab,

Dinas LH Kab
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Pewujudan Zona
Sarana Pelayanan
Umum (SPU)

Perwujudan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota
(SPU-1)

Sarana Pendidikan

Pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu (Pendidikan Tinggr)

Rehabilitasi Sckolah Menengah Atas (SMA) dan SMK

Rehabilitasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Pembangunan Sarana Pendidikan Non Formal Keterampilan)

SWPIl.Apada
Blok ILA. 1, Blok
1LA.3, Blok {LA4,
Blok 11.A.5, Blok
IL.A.6, Blok ILA.8,
Blok IL.A.9, Blok
1L.A.11, Blok
11.A.12, Blok

Ii.A. 14, dan Blok
1LA. 20;
SWP1I.Bpada
Biok 11.B.11, Blok
I1.B. 13, dan Blok
1.B.14; dan

SWP IL.C pada
Blok 11.C.1, Blok

I1.C.4, Blok {L.C.7,

Blok 11.C.8, dan
Blok iI.C. 10.

Sarana Keschatan

Pembangunan Labkesda

Sarana Peribadatan

Penataan dan Rehabilitasi Masjid Agung

SWPI.Apada
Blok {1.A. 1, Blok
iL.A.3, Blok ILA.4,
Blok [1.A.5, Blok
ILA.6, Blok ILA.8,
Blok [1.A.9, Blok
ILA. 11, Blok

1LA. 12, Blok

1LA. 14, dan Blok
1L.A.20;

SWP I1.B pada
Blok 11.B.11, Blok
11.B. 13, dan Blok
I1.B. 14; dan

SWPIL.C pmla

APBD Kab. Kemenristekdikti, Dinas
APBD Prov. Pendidikan Kab/Prov,
APBN Dinas PUPR Kab

APBD Kab. Kemenristekclikti, Dinas
APBD Prov, Penclidikan Kab/ Prov,
APBN Dinas PUPR Kab

APBD Kab. Kemenristekdikti, Dinas
APBD Prov. Pendidikan Kab/ Prov,
APBN Dinas PUPR Kab

APBD Kab.

1~ e Kemenristekdikti, Dinas
Sunben Pendidikan Kab/ Prov,

- et " Dinas PUPR Kab
pembiayaan lain

yang sah

ARBIMEED, Dinas Keschatan Kab,
ABBL; Brov, Dinas PUPR Kab

APBN ~

s "ab" Il::;:]enag, Dinas PUPR
APBN




Sarana Olahraga

Blok I1.C. 1, Blok
11.C.4, Blok 11.C.7,
Blok 11.C.8, dan
Blok 11.C. 10.
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Pembangunan Lapangan Olahraga

Sarana Sosial Budaya dan Rekreasi

Pembangunan Alun-Alun Kawasan

SWP 1A pada
Blok I1.A.1, Blok
1LA.3, Blok Ii.A.4,
Blok 11.A.5, Blok
ILA.6, Blok ILA.S8,
Blok i1.A.9, Blok
1L.A.11, Blok

11.A. 12, Blok

ILA. 14, dan Blok
11.A.20;
SWPILBpada
Blok 11.B. 11, Blok
11.13. 13, dan Biok
11.B. 14; dan
SWPIL.Cpada
Blok 11.C.1, Blok
11.C.4, Blok 11.C.7,

Pembang Entrance K: Blok 11.C.8, dan
Blok 11.C. 10.
Sarana Transportasi
SWP ILA pada

Pengembangan Terminal Type C dan Terminal Wisata

Blok ILA. 1, Biok
iL.A.3, Blok ILA.4,
Blok 1LA.5, Blok
IL.A.6, Blok ILA.8,
Blok 11.A.9, Blok
I1.A.11, Blok

1.A. 12, Blok

1LA. 14, dan Blok
11.A.20;

SWP II.B pada
Blok [L.B. 11, Blok
1L.B. 13, dan Blok
1L.B. 14; dan

SWP I1.C pada
Blok 11.C. 1, Blok
11.C.4, Blok I1.C.7,
Blok I1.C.8, dan
Blok 1i.C. 10.

Pewujixtan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan
{SPU-2)

:igg lf::;)v Dinas PUPR Kab,
APBN : BAPPEDA Kab
i e Dinas PUPR Kab,
APBN - BAPPEDA Kab
g Dinas PUPR Kab,
APBN : BAPPEDA Kab
APBD Kab.
‘;zzll))::mv Kemenphub, Dishub
- . Prov/Kab
pembiayaan lain
yvang sah

Sarana Pendidikan




Rehabilitasi Sckolah Mcnengah Atas (SMA)

Rehabilitasi Sckolah Menengah Pertama (SMP)

Rehabilitasi Sekolah Dasar (8D)

Pembangunan Sarana Pendidikan Non Formal (Keterampilan)

SWP LA pada
Blok H.A.4, Blok
ILA.3, Blok [LA7,
Blok ILA. 17, Blok
IL.A. 19, dan Blok
IA:23;

SWP IL.B pada
Blok IL.B. 1, Blok
1i.B.2, Blok

I1.B. 13, dan Blok
11.B.18; dan
SWP II.C pada
Blok 1.C.3, Biok
11.C.7, Blok
H.C.12, dan Blok
I.C.13.
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Sarana Keschatan

Rehabilitasi dan Peningkatan Puskcsmas Ravat Inap

Pengadaan Sarana Puskesmas Keliling

SWP ILA pada
Blok A4, Blok
1LA.S, Blok I1.A7,
Blok ILA.17, Blok
1LA. 19, dan Blok
LA.23;

SWP ILB pada
Blok LB 1, Blok

APBD Kab.
B Kemenistekdikti, Dinas
Sumber Pendidikan Kab/ Prov,
pembiayaan lain Dinas PUPR Kab
yang sah
APBD Kab.
QI;ES Y Kemenristekdikti, Dinas
Swmber Pendidikan Kab/ Prov,
p;‘:h;'yaﬂn i, | Pinas PUPR Kab
yang sah
APBD Kab.
:gg;) Do Kemenristekdikti, Dinas
Sumber Pendidikan Kab/ Prov,
‘pcl.nbiav nan 5 Dinas PUPR Kab
yang sah
APBD Kab.
:ggg ey Kemenristekdikti, Dinas
Stnibcn Pendidikan Kab/ Prov,
pembiayaan lain Dinas PUPR Kab
yang sah

- Kemenkes, Dinas
:f;gg Ll Kesehatan Kab, Dinas

PUPR Kab

APBD Kab Dinas Kesehatan Kab,

Dinas PUPR Kab




Pembangunan BKIA/ Klinik Bersalin

11.B.2, Blok

I.B. 13, dan Blok
11.B.18; dan
SWPILC pada
Blok 11.C.3, Blok
I.C.7, Biok

Pembangunan Klinik Pengobatan

Pembangunan Apotik

11.C.12, dan Biok
1L.C.13.
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Sarana Peribadatan

Pemcliharaan Tempat lbadah

SWP ILA pada
Blok 11.A.4, Blok
1LA.5, Blok ILA.7,
Blok ILA. 17, Blok
11.A. 19, dan Blok
1L.A.23;

SWP I1.B pada
Blok 11 B. 1, Blok
1LB.2, Blok

11.B. 13, dan Blok
11.B.18; dan
SWPILCpada
Blok [1.C.3, Blok
11.C.7, Blok
11.C.12, dan Blok
11.C.13.

Sarana Olahraga

Pembangunan Sarana Olahraga skala Kecamatan

“SWP 1L.A pada
Blok 11.A.4, Blok
ILAS, Biok ILA7,
Blok ILA. 17, Blok
1LA. 19, dan Blok
1.A.23;

SWPILB pada
Blok [1.B. I, Blok
iLB.2, Biok

1LB. 13, dan Biok
IL.B.18; dan
SWPILC pada
Blok I1.C.3, Blok
1.C.7, Blok
1L.C.12, dan Blok

i1.C.13.

APBD Kab.

Sumber Dinas Kesehatan Kab,
pembiayaan lain Dinas PUPR Kab
vang sah

APBD Kab.

Sumber Dinas Kesehatan Kab,
pembiayaan lain Dinas PUPR Kab
yang sah

APBD Kab.

Sumber Dinas Kesehatan Kab,
pembiayaan lain Dinas PUPR Kab
yang sah

Sumbher

pembiayaan lain Masyarakat

vang sah

APBD Kab. Dispora Kab, Dispar Kab




Perwujidan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan
(SPU-3)
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Sarana Pendidikan

Rehabilitasi Sekolah Dasar (SD)

Pembangunan Taman Bacaan

Pembangunan Sarana Pendidikan Non Formal (Keterampilan)

SWP IL.A pada
Blok 1L.A.5, Blok
iL.A.6, Blok [1.A.7,
Blok ILA.8, Blok
ILA.9, Blok

iL.A 13, Blok
1.A.16, Blok

1L.A. 17, Blok

1L.A. 19, Blok
11.A.21, Blok
11.A.23, Blok
1L.A.24, Blok

ILA 26, dan Blok
ILA.28;

SWP I1.B pada
Blok I1.B. 1, Blok
1LB.3, Blok 1LB.4,
Blok ILB.6, Blok
11.B. 10, Blok

11.B. 12, Blok
11.B.13, Blok
11.B.15, Biok

11.B. 16, Biok
11.B.17, dan Blok
11B.20; dan
SWPIL Cpada
Blok 11.C.2, Blok
1L.C.3, Blok IL.C.6,
Blok 11.C.8, Blok
11.C.10, Blok
11.C.11, Blok
11.C.12, Blok
1.C.13, Blok
11.C.14, dan Blok
11.C.15.

Sarapa Keschatan

Rehabititasi Puskesmas Pembantu (Pustu)

SWP ILA pada
Blok ILA.5, Blok
ILA.G, Blok 1.A.7,
Blok 11.A.8, Blok
1L.A.9, Blok

1L.A. 13, Biok

IL.A. 16, Blok
ILA.17, Blok

APBD Kab.

APBD Prov. Kemenristekdikti, Dinas
Sumber Pendidikan Kab/Prov,
pembiayaan lain Dinas PUPR Kab

vang sah

APBD Kab. Dinas Pendidikan Kab
APBD Kab. Dinas Pendidikan Kab
APBD Kab.

APBD) Proy, Dinas Kesehatan
Sumber Kab/ P

pembiayaan lain

yang sah




Pengadaan Sarana Puskesmas Keliling

1L.A. 19, Blok
1.A.21, Blok
1LA. 23, Blok
ILA.24, Blok

1L.A. 26, dan Blok
1LA.28;

SWP I1.B pada
Blok IL.B. 1, Blok
ILB.3, Blok l1.B.4,
Blok I1.B.6, Blok
11.B. 10, Biok

ILB. 12, Blok

11.B. 13, Blok

11.B. 15, Blok

11.B. 16, Biok
11.B.17, dan Blok
11.B.20; dan
SWPIl.Cpada
Blok I1.C. 2, Blok
I.C.3, Blok I.C.6,
Blok 11.C.8, Blok
11.C.10, Blok
iI.C.11, Blok
I1.C.12, Biok

I.C .13, Blok
11.C.14, dan Blok
1.C15.
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Sarana Peribadatan

APBD Kab.
APBD Prov.
Sumber
pembiayaan lain
yang sah

Dinas Keschatan
Kab{ Prov

Penxliharaan Tempat [badah Lingkungan/Kelurahan

SWP ILA pada
Blok H.A.S, Biok
ILA.6, Blok H.A.7,
Biok [L.A.8, Blok
iL.A.9, Blok

11.A. 13, Blok
ILA. 16, Blok
1I.A. 17, Blok
1LA. 19, Blok
11.A.21, Blok
11.A.23, Blok
H.A.24, Blok
LA 26, dan Blok
1L.A.28;

SWP I1.B pada
Blok 1i.B. 1, Blok
11.B.3, Blok 11.B.4,
Biok [1.B.6, Blok
11.B.10, Blok
1i.B. 12, Blok
I1.B. 13, Blok
ILB.15, Blok
1.B. 16, Blok
11.B.17, dan Blok
I1.B.20; dan
SWP II.C pada

Sumber
pembiayaan lain
yang sah

APBDES, Masyarakat




Blok II.C.2, Blok
i.C.3, Biok IL.C.6,
Blok 11.C.8, Blok
11.C.10, Blok
11.C.11, Blok
i1.C.12, Blok
11.C.13, Blok
11.C.14, dan Blok
I.C.15.
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Sarana Olahraga

Pembangunan Sarana Olahraga skala Kelurahan

SWP ILA pada
Blok 11.A.5, Blok
1L.A.6, Blok 1LA.7,
Biok 11.A.8, Blok
IL.A.9, Blok

ILA. 13, Blok

IL.A. 16, Blok
ILA.17, Blok

ILA. 19, Blok
11.A.21, Blok
11.A.23, Blok
1L.A.24, Blok
II.LA.26, dan Blok
I1.A. 28;

SWPILB pada
Blok I1.B. 1, Blok
11.B.3, Blok IL.B.4,
Blok 11.B.6, Blok
1I.B. 10, Blok

i.B. 12, Blok
11.B.13, Blok

11.B. 15, Blok

I1.B. 16, Biok
11.B.17, dan Blok
I1.B.20; dan
SWPl.Cpada
Blok 11.C.2, Blok
11.C.3, Blok 11.C.6,
Blok [1.C.8, Blok
11.C.10, Blok

Sumber
pembiayaan lain
vang sah

Masyarakat




I.C.11, Blok
11.C.12, Blok
11.C.13, Blok
11.C.14, dan Blok
I.C.15.
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Pengembangan RTH pada Zona Sarana Pelavvanan Umum berupa
penyediaan RTH maksimal sebesar 0%

SWP IL.A pada
Blok I1.A.5, Blok
11.A.6, Blok ILA.7,
Blok [1.A.8, Blok
1LA.9, Blok

i1.A. 13, Blok

IL.A. 16, Blok
ILA. 17, Blok
ILA. 19, Blok
[1.A.21, Blok
II.A.23, Blok
11.A.24, Blok
H.A.26, dan Blok
ILA.28;
SWPIIL.Bpada
Blok I1.B. 1, Blok
11.B.3, Blok [1.B.4,
Blok I1.B.6, Biok
H.B.10, Blok
11.B. 12, Blok
It.B. 13, Blok
1.B.1S, Blok
11.B.16, Blok
11.B.17, dan Blok
1.B.20; dan
SWPIl.Cpada
Blok [1.C.2, Blok
11.C.3, Blok I1.C.6,
Blok 11.C.8, Blok
1.C. 10, Blok
1.C.11, Blok
1.C.12, Blok

APBD Kab.

Dinas PUPR Kab, Dinas
LH Kab.




11.C.13, Blok
1LC .14, dan Blok
ILC.15,
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Perwujudan Zona
Ruang Terbuka Non
Hijau (RTNH)

SWP ILA pada
Pembangunan sarana ruang terbuka non hijau berupa alun-alun Blok [.A.3; dan
kawasan S WPILB pada

Blok 1.B. 12.
Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, GWENL kst
& - o . : Blok 11.A.3; dan
insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada SWPILB pad
kawasan sckitar Zona Ruang Terbuka Non Hijau ‘Blok 0 .B liaz( Al

APBD Kab. Dinas PUPR Kab, dan
APBD Prov. Bappeda Kab
APBD Kab. Dinas PUPR Kab, dan
APBD Prov. Bappeda Kab

Perwujudan Zona
Perdagangan dan
Jasa (K)

Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)




Identifikasi dan revitalisasi perdagangan dan jasa pertokoan lama

SWP ILA pada
Blok [LA 2, Blok
ILA.3, Blok IL.A.4,
Blok ILA.5, Blok
ILA.6, Biok ILA.7,
Blok iL.A.8, Blok
H.A.9, Blok

IL.A. 10, Blok

H.A. i1, Blok

LA, 12, Blok

H.A. 13, Blok

1LA. 14, Blok
.A.25, dan Blok
1.A.26; dan

SWP 11.B

Blok 1LB. 13, Blok
ILB. 14, dan Blok
11.B.15.
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Pengembangan dan pegoperasian Pasar Rakyat di setiap SWP
danfatau Kecamatan

SWP LA pada
Blok 11.A.2, Blok
1.A.3, Blok I1.A4,
Blok ILA.5, Blok
1LA.6, Blok lL.A.7,
Blok ILA.8, Biok
ILA.9, Blok

ILA. 10, Blok

ILA. 11, Blok

ILA. 12, Bok

LA, 13, Blok

1LA. 14, Blok
I.A.25, dan Blok
1LA.26; dan
SWPILB pada
Blok [1.B. 13, Blok
I1.B. 14, dan Blok
I1.B.15.

Pengembangan dan penataan kawasan/ koridor perdagangan dan
jasa retail skala regional, dengan jarak 50-100 meter dari bahu
jalan

SWP ILA pada
Blok lLA.2, Blok
1LA.3, Blok LLA4,
Blok [LA.5, Blok
1.A.6, Blok ILA7,
Blok ILA.8, Blok
L.A.9, Blok

ILA. 10, Blok

IL.A. 11, Blok

ILA. 12, Blok

IL.A. 13, Blok

ILA. 14, Blok
1.A.25, dan Blok
ILA.26;dan

SWP ILB pada
Biok i1.B. 13, Blok
i.B. 14, dan Blok
11.B.15.

BAPPEDA Prov/ Kab,

ﬁggg — Dinas PUPR Prov/ Kab,
¥ Disperindag Prov/Kab
) BAPPEDA Prov/ Kab,
:‘;gg Kab. Dinas PUPR Prov/ Kab,
lirov: Disperindag Prov/Kab
APBD Kab.
:ggﬁ Prov. BAPPEDA Prov/ Kab,
e Dinas PUPR Prov/ Kab,
[:::bia;m lain Disperindag Prov/ Kab
yang sah




Pengembangan sentra olch-olch dan souverir

SWP IL.A pada
Blok ILA. 2, Blok
ILA.3, Blok IL.A.4,
Blok [LA.5, Blok
ILA.6, Blok [L.A.7,
Blok 11.A.8, Blok
1LA.9, Blok

ILA. 10, Blok
11.A.11, Blok

ILA. 12, Blok
1i.A.13, Biok

ILA. 14, Blok
ILA.25, dan Biok
1i.A. 26; dan

SWP II.B pada
Blok ILB. 13, Blok
ILB. 14, dan Blok
1.B.15.
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Penataan melalui penghijauan (penyediaan RTH) di Kawasan
Perdagangan dan Jasa pada koridor jalan utama dengan jarak S-
10 meter dani bahu jalan

SWP 1A pada
Blok 11.A.2, Blok
1LA.3, Blok ILA.4,
Blok ILA.5, Blok
ILA.6, Blok 1.A7,
Blok ILA.8, Blok
1LA.9, Blok

IL.A. 10, Blok

IL.A. 11, Blok

1LA. 12, Blok

ILA. 13, Blok

1LA. 14, Blok
1LA.25, dan Blok
1LA.26; dan
SWPILBpada
Blok ILB. 13, Blok
ILB. 14, dan Blok
11.B.15.

Pembangunan fasilitas jasa kenangan berupa Bank dan
akomodasi penginapan berupa hotel

SWP LA pada
Blok [1.A.2, Blok
ILA.3, Blok l1.A4,
Blok 1L.A.5, Blok
1LA.6, Blok .LA7,
Blok ILA.8, Blok
ILA.9, Blok

IL.A. 10, Blok

LA, 11, Blok

ILA. 12, Blok

1L.A. 13, Blok

iL.A. 14, Blok
1LA.25, dan Blok
1L.A.26; dan

SWP ILB pada
Blok 11.B. 13, Blok
11.B. 14, dan Blok
11.B.15.

APBD Kab.
N BAPPEDA Prov/ Kab,
Sunilien Dinas PUPR Prov/ Kab,
pembiayaan lain Disperindag Prov/Kab
yang sah
o BAPPEDA Prov/ Kab,
S = Dinas PUPR Prov/Kab,
e Disperindag Prov/Kab
BAPPEDA Kab, Dinas
APBD Kab. PUPR Kab, Disperindag

Kab




Pengembangan RTH pada Sub-Z’ona Perdagungan Jasa Skala
Kota berupa penyediaan RTH maksimal scbesar 30%%

SWP 1l.A pada
Blok [1.A.2, Blok
11.A.3, Blok 1L.A.4,
Biok [1.A.5, Blok
1.A.6, Blok ILA.7,
Blok I1.A.8, Blok
ILA.9, Blok

ILA. 10, Blok

ILA. 11, Blok
1.A.12, Blok

IL.A. 13, Blok

IL.A. 14, Blok
1LA.25, dan Blok
1LA.26; dan
SWPIl.Bpada
Blok [1.B.13, Blok
11.B.14, dan Blok
11.B.15.
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APBD Kab.

BAPPEDA Kab, Dinas
PUPR Kab, Disperindag
Kab, Dinas LH Kab

Perwujudan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

Pembangunan k 1/ koridor perclag; n an jasa retail,
dengan jarak 50-100 meter dari bahu jalan

SWPIl.Apada
Blok IL.A. 1, Blok
ILA.2, Blok ILLA.5,
Biok f1.A.6, Blok
[I.A.8, Blok
Il.A.18, Blok
1I.A. 19, Blok
I11.A.20, dan Blok
1LA.21;

SWPIL.B pada
Blok 11.B.6, Blok
ILB.9, IL.B. 10,
Blok 11.B.11, Blok
11.B.12, Biok
11.B.17, dan Blok
i1.B.18; dan
SWP 11.C pada
Blok 1.C.3, Blok
11.C.7, Blok
11.C.14, dan Blok
iI.C.15.

APBD Kab.
APBD Prov.
Sumber
pembiayaan lain
yang sah

BAPPEDA Kab, Dinas
PUPR Kab, Disperindag
Kah




Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala WP
berupa penyediaan RTH maksimal sehesar 30246

SWP ILA pada
Blok [1.A. 1, Biok
1LA.2, Blok IL.A.S,
Blok I1.A.6, Blok
1LLA.8, Blok

1L.A. 18, Blok

I1.A. 19, Blok
11.A.20, dan Blok
LA21;

SWP 11.B pada
Blok I11.B.6, Blok
11.B.9, IL.B. 10,
Blok 11.B. 11, Blok
iI.B.12, Blok
11.B.17, dan Blok
ILB. 18; dan

SWP 11.C pada
Blok 11.C.3, Blok
1.C.7, Biok

II.C. 14, dan Blok
1.C.15.
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Pervvujudan Sub-Z ona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

APBD Kab.
APBD Prov.
Swnber
pembiayaan lain
yang sah

BAPPEDA Kab, Dinas
PUPR Kabh, Disperindag
Kab, Dinas LH Kab

Pemnbangunan pusat pertokoan dan jasa retail {termasuk di
dalarnya pasar lingkungan)

SWPIL.Apada
Blok [1.A.9 dan
Blok 11.A.19;
SWPil.Bpada
Blok 11.B.3, Blok
[1.B. 10, Blok
11.B.11, Blok
I.B. 17, dan Blok
ILB. 18; dan
SWPIL.Cpada
Blok 11.C.3, Blok
I1.C.4, Blok H.C.6,
dan Blok I1.C.12.

Pengembangan RTH pada Sub-Zona Perdagangan Jasa Skala WP
berupa penyedi RTH maksimal sebesar 326

SWP {LA pada
Blok 11.A.9 dan
Blok I1.A.19;
SWP Il.Bpada
Blok 11.B.3, Blok
11.B.10, Blok
11.B.11, Blok
11.B. 17, dan Blok
ILB. 18; dan
SWPIL.Cpada
Blok I1.C.3, Blok
11.C.4, Blok I.C.6,
dan Blok 1I.C.12.

APBD Kab.
Sumber
pembiayaan lain
yang sah

BAPPEDA Kab, Dinas
PUPR Kab, Disperindag
Kah

APBD Kab.
Sumber
pembiayaan lain
vang sah

BAPPEDA Kab, Dinas
PUPR Kab, Disperindag
Kab, Dinas LH Kab




Perwujixlan Zona
Perkantoran (KT)

Pengemb:amgan dan penataan zona perkantoran skala Kecamatan
(Kantor Kecamatan)

SWP ILA pada
Blok IL.A.S, Blok
ILA.6, Blok ILA.8,
Blok [£LA.9, dan
Blok [1.A. 10;

SWP I1.B pada
Blok 11.B.3, Blok
11.B.7, Blok
11.B.11, dan Blok
11.B.12; dan
SWPIl.Cpada
Blok [1.C. 1, Blok
1.C.4, Blok I1.C.7,
Blok 11.C. 12, dan
Blok [1.C.14.
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APBD Kab.

BAPPEDA Kab, SETDA,
Dinas PUPR kab

Pe b dan pening} 1 kualitas dan kuantitas kantor

B welL o

desa

SWP Il.A pada
Blok IL.A.5, Blok
1LA.6, Blok ILA.8,
Blok [LA.9, dan
Blok I1.A. 10;

SWP i1.B pada
Blok [1.B.3, Blok
ILB.7, Blok
11.B.11, dan Blok
11.B.12; dan

SWP 11.C pada
Blok I1.C. 1, Blok
11.C.4, Blok H.C.7,
Blok [1.C. 12, dan
Blok [1.C.14.

APBD Kab.

BAPPEDA Kab, SETDA,
Dinas PUPR Kab

Pengembangan RTH pada Zona Perkantoran berupa penyediaan
RTH maksimal scbesar 3006

SWP l.A pada
Blok 11.A.5, Blok
1LA.6, Blok IL.A.8,
Blok I1.A.9, dan
Blok I1.A. 10;
SWPil.Bpada
Biok 11.B.3, Blok
I.B.7, Blok
1.B.11, dan Blok
ILB.12; dan
SWPIil.Cpada
Blok I1.C. 1, Blok
iL.C.4, Blok H.C.7,
Blok 11.C. 12, dan
Blok 11.C.14.

APBD Kab.

BAPPEDA Kab, SETDA,
Dinas PUPR Kab, Dinas
LH Kab

10

Perwujudan Zona
Peruntnkan Lainnya
(PL)

Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
(PL-3)




Perencanaan dan Pembangunan Terminal Air

SWP ILA pada
Blok [LA.5; dan

SWP II.B pada
Blok I1.LB.11.
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lahan Air Minum

Peninigh 1 Instalasi Peng

B

SWP ILA pada
Blok [LA.S5; dan
SWP IL.B pada
Blok ILB.11.

Peremajaan alat pengolaban air minum

SWP ILA pada
Blok ILA.S; dan

SWP II.B pada
Blok ILB. 11.

Perwujudan Sub-Zona Instalasi Pengolaban Air Limbah (iPAL)
(PL-4)

Perencanaan dan Pembangunan Pengolahan Limbah

SWPILRB pada
Blok 11.B. 18 dan
Blok I1.B.20; dan
SWP IL.C pada
Blok [1.C.3.

Pemeliharaan pengolahan limbah secara berkala

Scluruh SWP

Pencrapan Pengolahan Limbah komunal dan terpadu pada
kawasan perdagaugan dan jasa seria industei

SWP IL.B pada
Blok 1I. B 18 dan
Blok 11.B. 20; dan
SWPII.Cpada
Blok I1.C.3.

Perwujudan Sub-Zona Pergudangan (PL-6)

Pengembangan pergudangan dengan skala pelayanan

SWP ILA pada
Blok ILA.2, Blok
lLA. 14, Blok
ILA. 19, dan Blok
iLA.25; dan
SWP I1.B pada
Blok I1LB.3.

APED Kab. PDAM, Dinas PUPR
APBD Prov. Kab/Pro

APBN /ey

APBD Kab. :

APBD Prov. EDCD:I),I [1mas PUPR
APBN /i

AR Fab; PDAM, Dinas PUPR
APBD Prov, i

APBN

ARB el PDAM, Dinas PUPR
APBD Prov. e e

APBN ab/

ARBI S, PDAM, Dinas PUPR
APBD Prov. Kab /Pro

APBN ros

APBD Kab. :

APBD Prov. :D{:\hgl vas PUPR
APBN b

APBD Kab. Disperindag Kab
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SWPIlL.Apada
Blok fl.A.2, Blok
ILA. 14, Blok
Pepentuan pergudangan berdasarkan jenis komoditas 1LA. 19, dan Blok APBD Kab. Disperindag Kab

1LA.25; dan

SWPII.Bpada
Blok 11.B.3.

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2020
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN GEOPARKRINJANI-LOMBOK
NARMADA LINGSAR TAHUN 2023-2043

ATURAN DASAR ZONASI
KAWASAN GEOPARK RINJANI-LOMBOK NARMADA

A. TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
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Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka

ool en o1 Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak

002 o1 o112 Pertanian Padi
o3 o1l 013 olL131 Pertanian Hortikultura S8ayuran Daun
004 ou oH3 o132 Pertanian Hortikulturs Buah

005 o1l 0113 01133 Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
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006 o1t ona 01134 Pertanian Hortikultura Savuran Umbi
07 o1t ona3 on3s Pertanian Ancka Umbi Palewija
008 o1t 0113 o136 Pertanian Jamur
Pertanian Bi Gula Dan Tanaman Pemans
009 ol ona Oil37 Bukan Tebu
Pertanian Sayvran, Buah dan Ancka Uinbj
{] o1L3 01139 i -
010 ol L
Ol aQl1 0114 | Perkebunan Tebu
|
1 = =
|
o12 ol 0li5 I Perkebunan Tembakau
|
013 01l | o116 Pertarian Tanaman Berserat
1
0l4 0l [30] ouN Pertznian Tanaman Pakan Ternak
|' Perbeniban Tanaman Pakan Termak dan
| 1S | ot | oM@ § OS2 | b hitan BY (Bukan BE Gula)
o103 01 Lod §E] 01193 Pertanian Tanaman Bunga
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018 (119} oh9 01199 Pertanian tanaman semusim lainnya 3 T3
F T2
019 0|2 o1 Pertznian Buah Anggur 3
- — S— —
|
| Pertanian Buah- Buahan Tropis dan ™
| 020 012 o122 Subtropis TS
1
| T2
| c21 012 0123 Pertanian Buah Jeruk e
|
| Pertanian Bush Apel dan Buah Batu (Pome T2
; 022 e12 o134 end Stone Fruits) T3
— — e
| 023 012 Q125 01251 Pertanian Buah Beri g 11.3
024 012 0125 01252 Pertanian Buah Bij Kacang-Kacangan By ™
o223 012 0125 01253 Pertanian Sayuran Tahunan .I‘JT;\ ?3
o026 ol2 a12s 01259 Pertanian Buah Semak Lainnyas 3 T3
T
027 012 0126 01261 Perkebunan Buah Kelapa =
J Pertanan Tanamap Untuk Bahan T2 T2
028 ol12 0127 P e T T
029 012 o128 01281 Perkebunan Lada
™
030 o12 o128 01282 Perkebunan Cengkeh 13
031 ol2 0128 01283 Pertanian Cabai g . g
[k ) Q12 0128 01284 Perkebunan Tanaman Aromabk/Penyegar
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Hutan Lindung
Perlindungan Setempat
Taman Kecamatan
Taman Keiurahan
Taman RW
Taman RT
Pemakaman
Jalur Hijau
Koneervasi
Lindung Geologi
Cagar Budaya
Padd.pata
Perumahan Kepadatan Tmgg

Kode Digit KLEY

No. Daftar Kegistan

Bl 2| 3

o + i
RY] 012 01728 01288 Eﬂa;:;’l’::anm Obat atau Bicfarmaka
035 | o012 | o128 | oizu7 .';'M":"“::: mat’:;:wk' dan
036 | 012 | o | 01289 2‘;"1‘;:‘:';:‘ /mﬁ: ‘;:z'lahukm
07 | o1z | o129 | o101 mm“ Dan Tana man Penghasi!
w8 | oz | 0130 ;’:nfﬁ;::;g‘:;:w _?m
09 | 014 014] Peternalan Sapi dan Kerbau
040 | 014 | o142 Peternakan Kixla dan Sejeninva
041 014 Clag Paternakan Domba dan Kambing
o4z | 014 | ome Peternakan Unggas
043 | 014 | o149 | orsopz | Pensusahaan Kokon/K Ulat

Sulera
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0Oda Oia 0149 01493 Pembibitan dan Budiidays Lebah

045 ols4 0149 01495 Pembibitan dan Budidaya Kelinci

046 014 0149 01496 Pesnbibitan dan Budidaya Cacing

047 014 0149 Q1497 Pembibitan dan Budidaya Burung Walet

Pembibitan dan Budidaya Aneka Temak

Q48 014 0l4% 01499 Hinya

049 016 0161 olell Jasa Pengolahan Lahan

Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit /Benih

€50 als L e dan Pengendalian Hama dan Gubna

051 016 olel olei3 Jasa Pemanenan

Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan

052 016 o161 01614 Melalni Udara

053 ol6 0161 01619 Jasa Penunjang Pertanian Lannya
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o054 o016 0162 01621 Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak
1
055 018 Q162 0i622 Jasa Perkawinan Tenak
056 0lé o162 0623 Jasa Penetasan Telur
057 016 0162 01629 Jasa Penunjang Petemakan Lainnya
058 | 016 | 0163 | 01630 | Jnsa Pasca Panen
|
1
Pemnilihan Berih Tanaman Untuk
©59 ole oG4 I Pengembangbial
|
|
060 017 o172 Penengkaran Tumbuhan /Satwa Liar
061 017 o2 01721 Penangkaran Primata
062 o1r o172 01722 Penangkaran Mamatia
063 o o172 01723 Penangkaran Reptil Lo Nllod P 1ar UL
064 017 0172 01724 Penangkaran Burung
065 017 0172 01725 Penangharan [nsekta
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066 ot7 o172 01726 Penangkaran Anggrek
1574 o017 0172 04727 Penanpkaran kan dan Coral/ karang
Penangkaran Tumbuhah/Satwa Liar
058 017 0172 01729 Lainnya
068 ol 031 Penangkapan lkan di Laut
070 o3t 0312 Penangkapan Ikan di Perairan Darat
o oxn [RIR] Jasa Penangkapan kan di Laut
o7 031 oa13 03131 Jgn.n Sarana Produksi Penangkapan lkan
Di Laut
073 031 0313 o032 Jasa Produksi Penangkapan kan Di Laut
o074 031 o3 03133 \:::: Paesca Paren Penangkapan lkan Di
075 031 0314 Jesa Penangkapan lkan di Perairan Darat
Jasa Sarana Produkei Penangkapan Ikan
o6 031 0314 03141 Dt Porairan D
o017 o3t o034 03142 Ja;avProdukai Penangkapan kan Di
Perairan Darat
Jasa Pasca Panen Penangkapan lkan Di
078 031 0314 03143 Pe, D
079 032 0321 HBudidaya kan Laut
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080 032 Q321 0321 Pemibesaran Pisces/ kan Bersirip Laur
081 032 0321 03212 Pemberwhan tkan Laut
082 oR Qa2 03213 Pudida va lkan Hias Air Laut
o83 | 042 | 0321 | 03214 | Budidaya Kararg [Coral)
o84 032 0321 03215 Pembezaran Mollusca Lawt
215 632 0321 03216 Pembesaran Crustacea Lawt
oBfh 032 0321 o317 Perabesaran Tumbuhban air Laut
087 032 032t 03219 Budidaya Biota Air Laut Lainmyva
o8 632 0322 Budidaya kan Air Tawar
089 032 0323 03231 Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut
090 032 0323 03232 Jaza Produksi Budidaya kan Baur
091 (1224 0323 03233 Jaga Pasca Paren Budidaya lkan Laut
osz ox 0304 03241 %nna Serﬂna Produksi Budidaya ken Air
‘awar
o3 032 0324 03242 Jasa Produksi Budidey/a lcan Air Tawar
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094 032 0324 03243 Jasa Pasca Panen Budidaya lkan Air Tawar
095 032 0325 Budidaya kan Air Payau
096 032 0325 03251 Pemhesaran Pisces/lkan Bersirip Air Paysu
097 032 0325 03252 Pembenihan kan Air Pay au
0% 032 0325 03253 Pembesaran Mollusca Air Payau
099 032 0325 03254 Penbesaran Crustacea Air Payal
100 032 0325 03253 Pembesaran Tumbuhan Ar Payau
101 | 032 | 0325 | 03259 | Budidaya Biota Air Payau Lainnya
102 032 0326 Jasa Budidaya [kan Air Payau
103 032 0326 03261 \:’:;:usﬁ'anﬂ Produksi Budidaya kan Ar
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104 032 0326 03262 Jasa Produksi Budidaya lkan Air Pavau
105 | 032 0326 0X263 Jasa Pasca Panen Budidaya kan Air Payau
Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan
g 101 100 Daging Bukan Unggas
07 Lol 1012 Kegiatan Ruwmnah Potong dan Pengepakan
Daging Unggas
Industri Pengolahan dan Pengaweran
1oy 101 201 Produk Deging dan Unggas
. " Inclustri Pengolahan can Pengawetan lkan
109 g2 1021 = k lkan
Industri Pengolahan dan Pengawetan lkan
T R dan Bioia Alr Dalam Kaleng
m 102 1029 lrilduut‘ri Pengolahan den Pengawetan Ficla
Air Lainnya
Industri Pengolahan dai Pengawetan
1z 103 1031 Buah-buahan dan Sayuran dengan Cara
diasinkan, Dilumatkan, Dikeringkan, dan
Dibeku kan
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Industri Pengolahan dan Pengawetan
s i || 2% Buah-buahan dan Sayuan Dalam Kaleng
|
114 103 1033 Industri Penigolahan Sari Buah dan
Sayuran
Industri Pergolahan tan Pengawetan
19 bes] 108 Lainnya Buah-buahan dan Sayuran
116 104 1041 10411 Industn Minvak Mentah dan Lemak Nababi
ny 104 1041 10412 Industn Margarine
Industri Minivak Mentah Den Lemak
118 104 1041 10413 Hewani Selai
"
I9 104 104% 10414 tndusiri Mipwak lkan
indusiri Minyak Goreng Bukan Minyaic
20 104 104§ 10415 Kel Dem Minvak Kela pa Sawit
- Industyi Kopra, Minyak Mentab dan
J24 | Log | -Geadl | udsR Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa
’ Industri Pengotahan Es Krim dan
122 105 1053 Sejenisnya
123 105 1059 Inﬁusui Pengolahan Produk dari Susu
Lainnya
Industri Penggilingan Gandum dan Serelia
124 106 1061 10611 Lainnya
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industri Penggilingan Aneka Kacang
NG 163 L G [Tenmasuk legumincus)
Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan
126 106 e 10613 Sayuran {Termusuk Rhizomaj
127 06 1061 10614 Industri Tepung Campuran dan Adonan
Tepung
B8 106 1061 10615 Industri Makanan Sereal
129 106 106) 10816 Industri Tepung Terigy
Bl
130 106 1062 10621 Industri Pati Utd Kayu B
a3
Bl
131 106 1062 10622 tnduatyi Berbagai Macam Pati Palma m
a3
]
132 106 1062 10623 Industri Glukosa Dan Sejenianya
a
133 106 1062 II 10629 Industri Pati dan Procduk Fat Lainma
fndustri Penggilingan Beras dan Jagung
L 106 10659 105 dan Industri Tepung Beras dan Jagung
135 107 1071 Industri Produk Roti dan Xue
136 107 1072 10721 Industyi Guia Pastr
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137 107 1072 10722 industsi Gula Merah

138 107 1072 10729 Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan
2 Slrop

139 07 1073 Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula

140 107 1075 Industri Makanan dan Masaken Olaban

Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal

lsy | g% | lo7g {Herb Infusicn)

142 107 1077 10771 Industri Kecap

Industri Bumbu Masak dan Penyedap

143 107 1077 07r72 M e

144 197 1077 10773 industri Produk Masak Dari Kelapa

145 107 077 10774 Industri Pergolahan Garam

146 107 1077 10779 Induatri Produk Masak Lainnya
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147 107 1079 10792 ndustrt Kue Besah
ndustsi Makanan Dari Kedele Dan
148 107 1079 10793 Kacang-kacangan Lainttya Bukan Hecep.
Tempe Dan Tahu
Industii Kerepuk. Keripik, Peyek Dan
149 107 w079 10794 Sejenisnya
150 107 079 10796 Industn Docol
151 107 1079 10799 Industri Procuk Makanan Lainnya
B2 110 1105 11051 Industn air kemasan
153 110 1105 11052 Industri Air Minum Is Ulang
Industri Per [Bukan Per
154 131 1312 13121 Karung Goni Dan K 1 va
155 131 1312 i3122 Industri Kair: Tenun tkat
156 131 1313 13131 induatri Penyempumaan Benang
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157 131 1313 13132 Industri Penyempumaan Kain
158 131 1313 13133 Industri Penyetakan Kai
159 131 L3L3 13134 Industri Batik
160 139 1391 13911 Industri Kain Rajutan
161 139 1391 13912 Induatri Kain Sulaman
162 139 1391 13913 Industri Bulu Tiruan
industri Pakaian Jad: {Konveksi) Dari
163 141 1411 14111 Tekstil
164 141 1411 14112 Industri Pakaian Jadi (Konvekni) Dari Kulit
Penjahitan dan Pembuaran Pakaian Sesuai
165 141 1412 p o
166 141 1413 14131 Industri Perlengkapan Pakean Dari Tekstil
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167 141 1413 14132 Industri Perlengkapan Paksian Dari Kilit
Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari
168 142 1420 Kulit Berbulu
169 143 1430 14301 Indusiri Pakatan Jadi Rajitan
170 143 1430 14302 Industri Pakasan Jadi Sutaman /Borcic
171 143 K0 14303 Industri Rajitan Kaos Kaki dan Sejenisnya
I fidustri Barang Lainnya Dari Kayu;
> ndustri Barang Dari Gabus dan Barang
172 162 je= | Anyaman Dari Jerami. Rotan, Bambu dan
| Sejenisnya
| |
173 181 i811 1811 ndustys Pencetakan Umum
174 181 1811 18112 Industy Pencetakan Khusus
175 181 L&11 18113 Industry Peacetakan 3D Printing
176 181 1812 1812 Kegiatan Jama Penunjang Pencetakan

m | B | Bl
Bl 1] B1
B | mi | Bl
Bl [ B1 | B1
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177 182 Reproduksi Mecia Rekansan
178 182 1820 1820 Reprodukse: Media Rekaman
179 | 310 | 3100 | 31001 | Industri Purmitur Dasi Kayu
Industri Pumnitur Dan Rotan (an Atau
180 | 310 | awo | aoo2 ém:‘:u
181 | 310 | 3100 | 31009 | mdustri Purnitur Lainnys

82 F21 J21 32111 Industri Pexmata
183 az 321 a2us Industry Perhisan Mutiara
184 331 a3z 33121 Reparasi Mesin Untuk Keperduan Unium
185 33l a2 2 Reparasi Mesin Untuk Keperfuan Khusus
186 a3l 333 Reparasi Peradntan Elktronik dan Qptik
i Alar Ukur. Alat Uji dan Peralatan

187 A3 3213 33131 Navigasi Dan Pengonirol

Reéparasi Peralalan lmadiam, Elekiromeds
188 aal a313 33132 Dan Elektrotherapi
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189 | 33 3313 | 33133 | Reparasi Peralatan Forografi Dan Optik i |
190 | ax | ama s i vt ey LS \ %
R —
r Reparasi Motor Listrik. Generator Den | ﬁ
191 331 3314 33141 Minieiatns ™
192 Ja a4 23142 Rep Baterai Dan Al | Listtik ‘ %
e W
| 93 a3 3314 33149 Reparasi Peraltan Listrik Lainnya %
Reparasi Alat Angkutan. Bukan Kendaraan
04 | 331 | ams el s
I —e—
| 195 331 3315 33151 ?zpmul Kapal. Perahu Dan Bangunan
| erapung
156 BRI 33318 axns2 Reparasi Lokomotif Dats Gerbong Kereta
197 a 3315 33153 Reparasi Pesawat Terbang
. Reparasi Alar Angkulan Lainnya, Bukan
198 331 s 33159 Kend: B oto
199 331 3319 Reparasi Peralatan Lainmya
. Instalasi/pemasangan mesit dan peralatan
200 332 r 3
Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan
201 332 3320 Industri
202 a6 sBn astn Pembangkitan Tenaga Listrik
203 351 asn 3s112 Transmisi Tenaga Listrik B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3

N R Y

Perkantoran

T Tl -:
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-y E |\
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EREY
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204 | 351 | as10 | 3513 | Distribusi Tenaga Listrik TE B A i s g e |wm | ] ‘m ||z s -
. - i Bl Bl | BL B | Bl | B Bl
3
205 asi su 335114 Penjualan Tenaga Listrik B3 B3 B3 83 B3 B4 P
Pemnbangkit, Tran smi, Distribusi dan
206 351 351 3515 Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu
Kesatuan Usaba
Pemb T i, dan Penjual
207 As1 3511 35116 Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan
Usaha
Pembang kit, Distnbusi, dan Penjualan
208 351 3511 35117 Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan
Usaha
" Distrrbuasi, dan Penjualan Tenaga Listrik
209 351 as1l asus Dal ey iy
210 | 351 | ssiz | asia | Pemeor B g B BB - B3 mi 5 s mem|
. Fengoperasian Insialasi Pemnanfaatan
21 as1 3512 35122 e Listrik : By B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3
[
212 358 3512 asko Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainmya it ] B3 B3 B B3 B3 B3 B B3 B3 B3 B3 B3
213 360 3600 Treatment A By B3 B3 B3
Penampungan, Penjernihan dan
214 360 3600 36001 Penyal Air Minum B3 a3 B3 B3 B3 B3 B3 T3
215 360 3600 36002 FPenampungan dan Penyaluran Ak Baku .E! B3 B3 B3 B3 T3 i T3
216 | 360 | 3600 | 3s003 Penunjang Tr Air B | B2 | B 83 B3 83 3 13
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217 a7 3701 3701 Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbashaya
218 370 3701 37012 Pengumpulan Air Linbah Berbahaya
219 ¥0 702 aroal Treatment dan Pembuangan Air Linbah

Tidak Berbahaya

’ Treatunent dan Pembuangan Air LUmbah
20 370 302 37022 | Berbahaya
1
221 ast 811 Pengumpulan Lirbah dan Sampah Tidak
| Berbahaya
222 381 812 | Pengumnpulan lLimbah Berhahaya
Treannent dan Peoobuangan Sampah Tidak
203 382 a2l 3821 Berbshaya
224 a8z 382 38212 Produksi Konipoa Sarmpal Organik
Treatioent dan Pembuangan Limbah
25 382 3822 Berbahaya
Aktivitas Remedias dan Pengelolaan
226 29 3900 Limbah dan Sampah Lainnhya
227 Al0 4101 41011 Konatruksi Gedung Hunian
228 4l0 4101 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran
229 410 4101 41013 Konstruksi chung Industri
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Hutan Lindung
Perlindlungan Setempat
Tarnan Kecamatan
Taman Kelurahan
Taman RW
Tamen RT
Pemakamar
Jalur Hijau
Konaervasi
Lindung Geologi
Cagar Budaya

Perumalias Kepadatan Tingg
Perumshan Kepadatan Sedang

Kode Diglt KLE
No. Daftar Keghawan
5 3| 3
8 4]
< Ll w
230 410 110! 41004 Kenstrukei Gedung Perbelanjaan
231 410 4101 41015 Konstruksi Gedung Keschatan
32 410 4101 41016 Konstrukai Gedung Pendicdikan
233 410 4101 41017 Konstruksi Gedung Penginapan
234 410 4101 21018 Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan
Olahraga
235 410 401 41019 Konstuksi Gedung Lannya
Jasa Pekerjaan Konetruksi Prapabitikasi
= 19 dje2 Bangunan Gedung
Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi
237 410 4102 41020 Rangunan Gedung
238 421 4210 | 42101 Konstrukei Bangunan Sipil Jalan
' Konsiruksi Bangunan Sipil Jembatan,
230 | sy || a210s | a0 | o, 1 Cr dar Underpens
240 42l 4210 412104 Konstruksi Terowoengan
241 422 4220 42201 Konatrukei Jaringan [rigasi dan Drainage




== [Tew
- = -3
|
o = | 1 ] [ Y ﬂl Il |
m|m |5 . = E o = 8 e s | -] RTNH [ t e
|
;
No. Daftar Kegio tan = < E ! l}]
H g lf
- =
il 4 t : E e g £ :
w k = A y
-4
g g E E 2 = = % ) = 41 @ 3 § g |
T 3 El2§1c|3)¢8 AN SRR | i 5
o 8 il 2 | 4 § 5 g g 5 | i e g =
© - w g B e = = E ] E 2 = = b Al
51 3 g & = & = g : 2 [ £ § 15l s 8 4
= E & e i 'E a g 3
&
1 E‘ 5 g g ¥
! s
sy ||| e | ooy | | EEmarmice Bngnng: Sk Eongaitban Aly B2 | B3| ms | e B | B B | A
Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan
243 422 4220 42263 Sarana Sistern Pengelahan Limbah Padat, B3 | B3 B3 B3 B3 : -
Calr, dan Gas
'
248 422 220 42204 Konstuksi Bangunan Sipll Elektrikal
. Konstru kéi Bangunan Sipil Telekomunikasi
243 22 20 42205 untuk Prasarana Transportasi
246 422 220 42206 Konatruksi Sentral Telekomunikasi
247 422 4220 42207 Pembuatan/Pergeboran Summur Ar Tanah
1 . Konsirukst Jaringan [rigaei, Komunikasi.
248 422 4220 42209 e 08 i
2o | az0 | azey | vamoyy || HoOmmukadBevguncn:Pramoneumbes B | 83 | = B3 . T3
ya Air
| g , Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan
250 429 4295 42912 Perik
Konstruksi Bangunan Pelabuhan
251 429 4291 42913 | Peril
1
%52 429 4291 42914 | Pengerukan
>a 429 4291 42918 'I:;:tmksi Banguaan Sipil Fasilitas Clah
| 2 429 4291 42919 Komstruks: Bangunan Sipil Lainnya R
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Konstruksi Resexwosr Pembangkit Listrik
255 429 292 42921 Te Al
T6 | 429 | azoz | azeaz | e Pelerjaan Kenstruksd Pelinding
Pantai
- JASA PEKERJAAN KONSTHRUKSI
|y B |iasad PRAPABRIKA S| BANGUNAN SIFIL
258 431 431 PEMBONGKARAN
259 4N 4312 PENYIAPAN LAHAN
260 | 432 | 4321 43211 | Inetalasi Listrik m | m | m | B B3 B | By | By B |
26} 432 | 4321 43212 | Instalasj Telekonum kasi LU R =T B3 E+! L Lt
= - T i 0
262 | 432 | 432 | 43213 | mstalasi Elekoonika ? B o | om B3 B | B3 | B3 |
oLl | 1L
. = Jasa Instalani Konstruks Navigasi Laut,
263 432 4321 43284 Sungai. dan Udara
64 432 4321 43216 Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan
Raya
265 432 32 43221 Instalasi Saluran Air (Plambing)
266 432 4322 43222 Instalasi Pemanas Dan Geoter mal
267 432 4372 4323 Instalasi Minysk Dan Gas
68 432 4322 43224 Instalasi Pendingin Dars Ventilasi Udara
269 433 4330 PENYELE SAIAN KONSTRUKS] BANGUNAN
S 1
20 439 4390 4390] Permnasangan Pondasi dem Tiang Pancang | - - . | - | - Bal
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271 439 4390 43902 Pemasangan Permancah (Steiger)
| |
Pemasangan Rangka dan Atap/ Rool
272 | 439 | 4390 | 43903
. | Corwering
= 1
27 439 4390 43904 Pemasangan Kerangka Baja
274 439 4390 43905 &e:y':;an Alar Konstruksi Dengan
I
275 439 4390 43509 ] Konstruksi Khusug Lainnya
276 451 4510 | Perdagangan Mobil
| -
217 452 4520 REPARAS] DAN PERAWA TAN MORBIL
PERDAGANGAN SUKU CADA NG DAN
oy | s | as%0 | AKSESORI MOHIL
|
| PERDAGANGAN, REPARASI DAN
PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN
s RS H 2 PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN
AKSESORINYA
PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR
o850 | 46k ] ‘a0 BALAS JASA (FEF) ATAU KONTRAK
1 281 462 4620 46201 Perdagangan Besar Padi Dan Falawija
Perdagangan Besar Buah Yang
Il 22 | 462 | a0 | se202 | LSRR Rt
]
|
283 462 2620 46203 m-daung.ﬂn Beaar Bunga Dan Tanaman
284 | 462 | 4620 | 46204 | Perd Besar Tembakau Raj ngan
285 | 462 | 4620 I 46205 | Perdagangan Besar Binatang Hidup
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286 4652 4620 46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
= Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan
287 462 4620 46207 B Bmeon
288 462 4620 46208 Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat
’ = Perdagangan Besar i{asl] Pertanian Dan
= L= #5630 aea0s) Hewan Hidup Lainnya
FERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN
ey | e | e DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN
PERDAGANGAN BESAR BAHAN
291 463 4632 MAKANAN DAN MINUMAN HASIL
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan
292 %3 4633 46331 Kembang Gula
s ¢ 453 4633 46332 Perdagangan Besar Produk Roti LS e L& = s ba
294 463 4633 46333 Perdagangan Besar Minuman Beralkohol
. Perdagangan Besar Minuman Non Alkchol
2 a6 653 16334 Bukan Susu
296 463 4633 46335 Perdagangan Hesar Rokok Dan Tembakau
5 Perdagangan Besar Makanan Dan
297 | 463 4633 46339 Min S
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PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL,
464 || w4 PAKAIAN DAN ALAS KAKI
464 4642 PERDAGANGAN BESAR AIAT TULIS DAN
HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN
464 4643 PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAR
. DAN BARANG OPTIK
PERDAGANGAN BESAR FARMASI OBAT,
g | DAN KOSMETIK
464 4640 PERDAGANGAN BESAR BARANG
KEPERLUAN RUMAH TANGCA LAINNYA
PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER,
465 4651 PERLENGKAFAN KOMPUTER DAN
PIRANTI LUNAK
PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG
65 PP ELEKTRONIK DAN PERALATAN
TELEXOMUNIKASE DAN BAGIAN-
BAGIA NNYA
Perdagangan [Besar Mesin, Peralatan Dan
453 4658 Pellengkapan Pertazian
PERDAGANGAN BESAR MESIN,
465 4659 PERALATAN DAN PERLENGKAFAN
LAINNYA
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PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR
B0 | e | e PADAT. CAIR DAN GAS DAN PRODUK
PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN
cal, | a0 1y 6w PERLENGKA PAN BANGUNAN
309 469 4690 Perdagangan Besar Berbagai Macam
Barang
Perdagangan Ecaan Berbagai Macam
Barang Yang tamanva Makanan.
219 9 7L a4 Minuman Atau Tembakau ()
Mi nimarker/Supermarket/Hypermarket
Perdagangan Eceran Berbagai Macaeity
Barang Yang Utamanys Makanan,
311 471 471 47112 Minuman Arsu Tembakau Bukan Di
Mmimarket/ Superm: rket/Hy permarket
[Tradisi.onal}
Perdagangan Eceran Berbagal Macam
i Barang Yang Utamanya Bukan Makanan,
g 4 i el Minuman Atau Tembakau Di Toserba
[Deparunent Store)

I
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Pend. Eceran B gai Macam
Harang Yang Utamanya Dukan Makapan,
313 471 479 47192 Minumen Atau Tembakau g-barang
Kelon tong) Bukan Di Toserba {Department
Store)
314 472 4721 47211 Perdagangan Eceran Padi Dar: Palawipa
315 472 472 47212 Perdagangan Eceran Buah-buahan
316 a72 4721 47213 Perdagangan Eceran Sayuran
n7 472 472 47214 Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
318 a72 4721 47215 Perdagangan Ectran Hasil Perikanan
a9 472 4121 476 Perdagangan Eceran Hasil Kebutanan dan
Perburuan
Ferdagangan Eceran Hasil Pertanian
320 472 472 47219 Lainya
PERDAGANGAN ECERAN KNUSUS
a2 472 | T2 4722 MINUMAN D TOKO
3 472 a2 4722] Perdagangan Eceran Min uman Beralkohel
Perdagangan Eceran Minuman Tidak
I 472 T2 47222 Beralk 1
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PERDAGANGAN ECERA N KHUSUS ROKOK
Ll Bl e DAN TEMBA KAU Dl TOKO
PERDAGANGAN ECERAN KBUSUS
) e 424 MAKANAN HASIL INDUSTR! IX TOKO
326 472 4724 4724] Perdagangan Eceran Beras
Perdagangan Eceran Roti Rue Kering,
arn 472 4724 47242 Kue Besah dan Sejetisnya
- Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasrr dan
325 472 4724 47243 Gula Merah
Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco
329 472 4724 47244 AT
A% a72 724 47245 Perdagangan Eceran Daging dan lkan
Olahan
331 472 4724 47299 Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN
2 | #m | s EAKAR KENDARAAN BE RMCTOR
Perdagangan Foeran Bahan Bakar Minyak.,
Bahan Bakay Gas (BBG), dan Liquefied
333 473 4730 47301 Petrolewm Gas (LPG) di Sarana Pengisian

Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut,
dan Udara




Kode Digit KLB!

3 Digit

4 Digt

5 Digit

Daftar Kegiatan

Kl

B

334

473

4730

47302

Perdagangan Eceran Bahan Hakar Minyak,
Bahan Bakar Gas (HRG), dan Liquefied
Peroleum Cas (LPG) Selain Di Sarana
Pengiesan Bohan Bakar Transportasi Darat,
Laut, dan Udam

473

4730

47303

Perdagangan Eceran Minvak Pelumas Di
Toko

336

474

4741

Perdagangan Boeran Khusus Komputer
Dan Periengkapannya; Firanti Lunak Dan
Perlengkapan Telekomunikasi Di Toko

474

4742

Perdagangaiy Eceran Khusus Peralatan
Audic Dan Video Di Toko

475

4751

PERDA.GANGAN ECERAN KHUSUS
TEKSTIL [H TOKO

475

4752

PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS
BARANG DAN BAHAN BANGUNAN, CAT
DAN KACA DI TOKO

340

475

4753

PERDAGANGAN ECERAN KMUSUS
KARPET. PERMA DANI DAN PENUTUP
DINDING DAN LANTAI DI TOKO

Hutan Lindung

Perlindungen Setempet

Taman Kecamatan

Taman Kelurahan

Taman RW

Taman RT

Pemakaman

Jalur Hijau

Konservasi

Lindung Geologi

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan Kepadatan Sedang
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PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS
FURNITUR, PERALATAN LISTRIK RUMAH
341 475 4750 TANGGA, PERALATAN PENERANGAN DAN
PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA Di
TOKO
PERDAGANGAN EC ERAN KHUBUS ALAT
342 476 4761 TULIS DAN HASIL PENC ETAKAR DAN
PENERBITAN DI TOKO I I ol T O LI e w13
’ Perdagangan eceran khusus rekaman
i 40 TR musik dan video di toko
Perdagangan eceran khusus peralatan
244 a6 4763 olahraga di toko
Perdagangan eceran khusus alat
23 i 45CH pertnainan dan thainan anak-anak di toko
Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton
g 49 L Dan Barang Dari Kertas/Karton
Perdagangan eceran khusus pakaian, alas
Lol L HRg kaki dan barang dati kulit di ko
PERDAGANGAN EC ERAN KHUSUS
348 477 4772 BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT

KEDOKTERAN. PARFUM DAN KOS METIK
O TOKO
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Kode Digit KLBE

.i

RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- LGE- o L ¢ [ o
m | ps 4 $ = X 5 = TWA : B 2 ;_‘ B W ra | S T
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o B | U ‘ ‘
H
lI U ! ¥ |
Ne. Daftar Keglatan ] | =
- 3 S ! w1 2
R g s 4 (| 1 .k E
vl B 7] e g | s | 2l '3 |8
g | 3 3 - i 3 1213 |13]|%|¢
@ E B i E Z I LR &
g = § 4 g % = R [ |88
o - 0 i g g £ 2 5 g I =
£l3l 2 g ] 0 R 10 | e 1 ) 3
i &= ' é
.4 > ‘E
1
) g
Perdagangan Eceran Barang Lhan Obat
3 : A ]
49 o 472 4278} Farmasi Uniuk Manueia Di Apotik
Perdagangan Boeran Barang Dan Obat
& 175 472 4722 Farmasi Untuk Manusia Bukan Di ApotikA
Ferdagangan Eceran Clar Tradisional
351 477 4772 47723 il Mo
a2 477 4772 47724 Fcrdagfmgan Eceran Komnetik Untuk
Manuasis
Perdagangan Eceran Alat Laboratorium,
B3 477 1772 47725 Alar Farmasi Den Alat Kesshatan Untuk
Manusia
Perdagangan Eceran Dan Obat
354 477 4772 47726 Farmasi Untuk Hewan Di Apotk Dan
Bukan Di Apotik
a5 P 72 a7 Perdagangan Eceran Cbat Tradisional
Untuk Hewan
356 477 4772 47728 Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk
Hewan
Perdagangen Eceran Khueus Barang Dan
357 477 4772 47729 Obet Farmasl Alat KedoKteran, Parfum
Dan Koemetik Lainnya
258 477 4773 47731 Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan
Perlengkapannya




Kode Digit KLBI
RTH- RTH- RTH- RTH- RTH RTH- LGE-
] B (B 4 3 6 7 8 A 1 P
Na. Daftar Keglatan =
2
s | 11 38 £
& i =
:é:‘ § 2 = ] £ 1 i i ] g
Cl ’ 5 E E L ] g | 1) 1 3
B3 3 3 i & i S
] g g = = [ y § L
= s ) § c g £ 2 g 5 E 2
g E g § = =4 & 2 £ E d by 8 :
= g 54 5] = L |
£ I
| i
| a0 77 773 47732 Perdagangan Eceran Alat Optik Dan
| Perlengicapammya
360 477 4773 47733 Perdagangan Beeran Kaca Mata
361 a7 4773 47734 | FPerdagangan Beeran Jam
i
k7] 477 4773 47735 Perdagsmgan Eceran Barang Perhiasan ]:
=
Perd. Ete¢ran Per 4
362 477 4773 47736 Pengendara Kend B H
Perd. Eceran Pemb Dari
364 477 4773 47737 Plantik -
| 2es 77 4773 47739 l!:rdaynnn eceran khusus barang baru
innya
= Perdagangan Beeran Barang Bekas
7
s 4 o i Perlengkapan Rumah Tangga
Perdagangsan Eceran Pakaian. Alas Kaki
367 477 4774 47742 Dan Pelengkap F: Bekas
| Perdagangan Eceran Barang Perfengkapan
368 77 4774 47743 Pribadi Belkas
Perdagangan Eceran Barang Listnk Dan
269 | 477 | 474 | a77aa | DT e
w Perdagangan Eceran Bahan Komsertiksi
370 T 4774 47745 Dan Sanitass Bekas




Kode Digt KLBI
HL PS RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- TWA LGB-
3 L] 5 6 i ] 1
No. Daftar Kagiatan =
! g | &
il . : £|3
e el g 2l k | §
= ] E 2 ‘g |
= b 2 & 3 g ] 4 3
§ 2 E) E = g = '3 3 -4
=4 =] § 3 g = E & K g
© " 0 5 s = g T:: § ] § _g E
B g g = 2 & = = kS ¢ g
z|2 N g
£=1 | 1 B i
£ :
& &
o
Krd} 477 4774 47746 Perdagangan Ecersn Barang Antik Ta - §
= Perdagangan Eceran Bararg Bekas T2 T2 T2
372 477 4774 47749 = TS T3 T3
Perdagangan eorran khusus hewsn
an 477 4775 dan h P
74 477 a1s 47751 Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet
Ammals)
e a77 775 47752 Perdagangan Eceran Hewan Temak
| 3% 477 4775 47753 Perdagangan Eceran [kan Hias
H
| Perdagangan Ecvran Pakan
e gy g 1234 Ternak /Unggas/ikan dan Hewan Plaraan
Perdagangan Eceran Bunga Potong. T T2 T2
Bias Sy | Tanaman Hias. Pupuk dan di Toko T3 T3 | T3
3rg 477 4777 47771 Perdagangan Eceran Mimyak Tanah g % ?5
380 477 4777 47772 Perdagangan Eceran Gas Efpiji }E E E
a8l 477 4777 47773 Perdagatigan Eceran Bahan Kimia
Pend: Eceran ik/Penyega
382 477 L e 17774 [Minyak Atsisi}
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il feps ] et T | GG | RESTRSIP SERUEx) PR i | 45025 G
No. Daftar Keglalan . = 3 3
= ! " . 45
g 5 g i 5 ! !
»| §| 3 b ot s 2 | & [IR) g
» & 3|3 SN i1zl i|s@ I |
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a P E = = o
- - © § < é g - 2 g g | e
A5 A BE HEE A SRS B '
e S | F ; |
£ Ry ’ .
[fa £ | & | £
Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan
Aromatik/ Penyegar [Min yak Atsui), Dan
383 | AT | 4777 | 47779 | Bohan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk
Kendarman Bermotor Lamnnya
Ferdagengan Beeran Barang Kemajinan Dan
384 a7 4778 4778 Lukisa i Tobe
Perdagangan eceran kaki lima dan los
385 478 4781 fitr hasil e
Perdagangan everan kaki lima dan los
ase | 478 4782 pacar makanan, munuman dan produk
tembakan hasd industri pengola han
Perdagangsn eceran kaki lima dan los
Kl
k| ang | ansa pasar teketil, gekaian dan alas kaki
Perdagangan cceran kaki bma dan los
BEH L 784 pasar kahan kimia, farmesi. kosmetik dan
= Perdagangan Bceran Kaki Lima Dan Los
389 478 4785 47851 Pasar K M
Perdagangan Boeran Kaki fama Dan Los
0 478 4785 47852 P B Perhiasan
a0 478 4785 ATB53 Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loa
Pasar Jam




Kode Digit KLEI

RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- LGE-
HL P8 a Py 5 6 7 8 TWA i [o:}
No. Daftar Kegistan:
-
B
| E] 8| : H
£ P k g
WA ol R 2| % Ele|x 188 |¢
P i o
§ g ] :: 2 a
© - w g g
AEINEEN N IR
x E [E & =3
Perdagangan Eccran Kaki Lima Dan Loa
392 478 4785 47854 Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan
Sejenisnya
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
3493 478 4785 47855 Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeds
Motor
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
5
34 478 4785 47859 Pasar B -~ \uan Pribadi b ya
305 478 4786 Perdlagangan eceran kaki lima dan los
pasar periengkapan numah tangga
Perdagangan Eocran Kaki lima Dan Los
396 478 4787 47871 Pasar Kertas. Karton Dan Barang Dari
Kerias
" Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
o ATl Sl AR Paxar Alat Tulie Menulis Dan Gambar
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
3% | 478 | 4787 | 47873 | posar Hasil Pencetakan dan Penerbitan
10 478 4787 47874 Ferdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loa

Fasar Alat Olahraga Dan Alat Muatk




Koda Diglt KLBI
RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- LGE-
HL PS 3 4 s 6 7 8 TWA @ B
No. Daftar Keglatan .
. 8
il g B
‘g
18 il 1| 3|3|% :
- = & = o g g g
Pl B | B - £
5 e : | 8 S £ % £
R | PlEld 5] Es
2| E 5 G
e A
Perdagangan F oeren Kaki Lima Dan Loa
400 478 4787 47875 Pasar Alat Fotografi, Alat Optk Dan
Perlengkapannya L R s e e ] ol e ] Vot S i il SRt iR o DR ] By e e -l B ool bl [ O e el T i i gl I S o
a1 | 478 | 4787 | 47sye | Perdasanean Eoeran Kaki Lims Dan Los
Pasar Mesin Kantor
. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
3 47 RELC Liil Pasar Peralatan Telekomunikasi
Perdagangan Bceran Kaki Lima Den Lo
Pasar Campuran Kertas, Karton, Ehnang
403 478 4787 47879 Dari Kertas, Alat Tulis-menulia, Alat
Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan
Lainnya
Perdagangan eceran kald ima dan los
404 478 4788 pasar barang kerajnan mainan anak-anak
dan lukizan
405 478 4789 47891 Perdagengan Eceran Kala Lima Dan Los
Pasar Hewan Hidup
Perdagangan Eceran Kaki lima Dan Los
406 478 4789 47892 Pasar Bahan Bakar Minyek, Gas, Minyak

Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya
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Xode Digit KLBI ae | pe | P | RTH | oReW | R | RTH | RTH | o | oW | g R2 B R
3 4 5 6 7 8 ! . !
No Defver Keglatan o | =
g“ -E%i
® 5 é 2 8 5| %
4 b . E | =, o] 8 S
15 THRAR R RR AR AR L ]
S R A Rt R G i!
a e
| &

Perdagangan Eceran Kala Lima Darn Los

7 ] 8
40 47 4789 47893 Pasar Parang Antik

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los
08 478 4789 47894 Pasar Barang Bekas Perlengkapayn Rumah
Tangga

Perdagangan Ecean Kaki Lima Dan Lo
Pasar Pakaian, Alas Kaki. Periengkapan
Pakaian Dan Barang Perlengkanan Pribadt
Fckas

409 478 4789 47893

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los

49 a8 e AT Pasar Berang Listrik Dan Elekironik Bekas

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los

i rf
1L 48 Rl 4963 Pasar Barang Bekas Campuran

Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los

4
412 478 785 47899 P Bt gl Pt

Perdagangan Eceran Melalui Meda Untuk
Komodin Mak i , Tiembab
Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat
Laboratorium

413 479 4751 47911




Kode Digit KLET

3 Digit

4 Digit

5 Digit

HL Ps RTH- RTH- RTH- RTH: RTH- RTH- LGE-

Taman Kecamatan
Jalur Hifau
Konservasl
Lindung Geologi
Cagar Budaya

Taman Keiurahan
Tamsan RW
Taman RT
Pemakaman

Hutan Lindung
Perlindungan Setempat

414

479

4791

47912

e Perumahan Kepadatan Sedang

1=

Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk
Komoditi Tekstil, Pakadan. Alas Kaki Dan
Barang Keperluan Pribadi

L.

415

479

4791

47913

Eccran Melalui Media Uohuk
Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan
Perfengkapan Depur

416

479

4791

47914

Perdagangan Eceran Melalui Meia Untuk
Barang Campuran Sebagaimana Tersebut
Dalam 47911 SD. 47913

17

479

4791

47919

Perdagangan Eceran Melalur Meda Untuk
Berbagai Macam Barang Lannya

418

179

4792

Perdagaigan Eceran Atas Dasar Balas Jasa
{Fee) Atau Kontrak

519

479

799

47991

Perdagangan Eceran Keliling Komoditi
Makanan Davi Hai Petanian

420

4799

47992

Perdagangan Eceran Kefiling Komoditi
Makanan, Minuman Atan Tenhakau Hasil
Industri Pengolahan

421

479

4799

47993

Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia,
Farmasi, Kosnetik Dan Alst Laborstorium

479

4799

47994

Perdagangan Eceran Kelifing Teksti,
Pakaian Alas Keda Dan Barang Kepecluan
Pribadi
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Kode Digit KLBY ; it H =
m | ps | FTB- | RTH- | RTH- | RTH- RTH- | RTH- | ... | LOE- ® | o ) ; —oies ST SPTCUIRE

No. Dafar Kegiatan

L

Taman Kecamatan
Taman Kelurzhan
Taman RW
Taman RT
Pemakaman
Jalur Hijau
Konserves!
Lindung Qeologi
Cagar Budaysa

a Digit
4 Digit
S Digit
Hutan Lindung
Perlindungan Setempat

Porumalian Kepadatan Scdang

Frrumahan Kepadatan T

1 Eceran Keliling Peclengkapan

5 Perdagangar:
20 419 4799 47995 Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur

Perdagangan Eceran Keliling Balian Bakar

424 479 4799 47996 Dan Minvak Prhimas

Perdagangan Eceran Keliling Kertas,
Berang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang
Celakan, Alat Olahraga, Alat Musik. Alal
Fotografi Dan Komputer

425 479 4799 47997

] Perdagangan Eceran Keliling Barang

426 | 479 | 4799 | 47998 Kerajinan. Maman Anak-anak Dan Lukisan

Perdagangan eceran bukan di toko, kios,

73 .
=3 % 4R el kaki lima dan los pasar lainoya

428 492 4921 Angkutan Bus Dalam Trayek

Angkutan bus Antar Rola Antar Provinsi

429 492 4921 49211 (AKAR}

430 492 4921 49212 Angkutan bus perbatasan

Angkutan bus Artar Kata Dalam Provinsi

. 3 ;
431 492 4921 4921 (AKDR)

432 492 1921 49214 Angkutan bus kola




RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- TWA LGE- cB
]

Pen

Jatur Hijau

KXonsesvasi
Lindung Geologi

Hutan Lindung
Perlindungen Setampat
Twman Kecarnatan
Taman Kelurshan
‘Tamen RW
Taman RT
Perumshan Kepadatan Sedang

Peramahan Kepadatan Tinggi

Kode Digit KLEZ
Nc. Daftar Keglaran
= 3 =
ot
i e B
« - w
433 92 4921 49215 Angkutan bus kittas batas negara
434 492 4921 49216 Angkutan bus khusus
435 492 4921 49219 Angkutan Bus Dalam Trayek Lainsys
436 492 4922 Angkutan Bus Tidak Dalam Teayek
437 2 &2 49221 Angkutan Hus Pariwisata
438 2 4922 9229 Angkutan Bus Tidak Dalam Teayed
Lairmya
Angkutan darst bukan bus umtuk
439 494 4941
penumpang, dalam trayek
440 494 4941 49411 Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam
Trayek
Angkutan Antarkota Dalam Prowingi
44
1 494 4941 49412 {AKDR) Bus. Dal T >
442 294 494} 45413 Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam
Travek
443 494 4941 49414 Angkutan Perdesaan Bukar Bus, Dalam
Trayek
444 494 4941 49415 | Angkutan Damt Khuaus Buksn Bus
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Kode Digit KLE
RTH- RTH- RTH- RTH- RTH RTH- LGE- R R
HL ] 3 a s 6 7 8 TWA 1 [a2} R2 3 a1
2 5 & .
E g -g g & g - 3 g §
5 5 2 E] = 3 g | g
A 3lg 3 bl :
B el e il 2 el 5|5 2 -
= % E e L £ 2 = E
= s o 3
B e [
4
Angkutan Darat Bukan Bus untuk
L 49 e 29519 Penumpang Lainnya, Dalam Trayek
445 499 1942 49421 Angkutan Taks
a7 294 4942 49422 Angkutan Sewa
ey 494 4942 49423 Angkutan Tidak Bermootor Untuk
Penumpang
9 494 4942 49424 Anghutan Ojek Motor
S0 494 4942 49425 Anghkutan daral wisata
M50 494 49492 49426 Angkutan Sewa Khusue
a0 494 4942 49429 Angkutan darat lainoya untuk penumpang
3 494 4943 Angkutan darat untuk barang
54 194 1943 49431 Anglutan Bermotor Untuk Barang Umum
455 194 4943 49432 Anglrutan Bermotor Untuk Barang Khusus
<56 404 4943 49433 Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang
Umum
= 501 5011 50111 Angkutan Laut Dalarn Negeri Liner Untuk
Penumpang
Angkutan Laut dalam negeri Traniper
=5 & 2011 son Untuk Penumpang
Bl
9 | s0 5011 | 50113 | Angkutan Laul Dalam Megeri Untuk Wisata B2
B3

=,

w
-,

e s e



Kode Digit KLEI

RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- RTH LGE-
w | ps 4 * : L L ’ TWA 3 L]
- | o
! & a H ¢ g o
w 5 i
5 § E E = 2 g g | 5
% e = B % ﬁ g 'g E 2 % -a
- 2 2 K| g K| g T = 2 . E E g
3B Ll i §12]| s g s | 8| 3|8 :
=
a g & g t El 3] 1 !
B s E
- Angkutan Lapt Dalam Neger: Perintia
BED S o S Untuk Fenumpang
461 S22 5221 Aktivitas Penunjang Angkutan Darat
462 522 s221 52211 Aktivitas Tenminal Darat
2 Aktivitas Perparkiran i Badan Jalan (On
463 22 S22t 52214 Street Parking)
Aktivitas Perpaskiran Di Luar Badan Jalan
464 522 S221 52215
[OfT Street Parking)
Aktivitas Penunjang Angkutan Darat
465 522 a221 2219 Lainnya
466 522 g2 Aktivitas Penunjang Angkutan Peratran
467 S22 S22 52221 L Pelayanan Kep Laut
Aktivitas Pelayanan Kepelabuharan
468 2 20 S2223 Penyeheran
469 sn2 5222 | S22 Aktivitas Pelabuhan Perikanan
470 sx2 5222 52225 Aktivitas Pengelolaan Kapal
471 =2 2 52209 ?l‘;ir.ivimn Penunyang Angicutan Perairan
innys
472 541 5310 Aktivitas Pos




e RTH RTH
RTH- - RTH- RTH- RTH-
Heo |68 |1 4 5 6 7 T
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z s 1|2 .| 2 ]elil Bl 5
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473 sa2 Aktivitas Kunr
474 53 5320 53201 Aktvitas Kure
475 532 5320 53202 Aktivitas Agen Eurir
476 551 5511 Hotel Binrang
477 551 5512 Hotel Meiati
478 551 5513 Pondole Wikata
479 551 5519 35191 Penginapan Remaja [Youth Hostel)
480 551 ss19 55192 Bumi Ph’kea?ahan. Persinggahan Karavan
dan Taman Karavan
481 551 5519 85193 Vila
482 551 5519 55194 Apartenien Hotel
483 ss1 5519 s5199 LP:-uya:lnan Akomodasi Jangka Pendek
inoya
484 559 Penyediman akomodansi lainnya
485 561 5610 56101 Restoran
486 561 5610 56102 Rumah /Warung Makan




Kade Digit KLB!
RTH- RTH- RTH. RTH- RTH- RTH. LOE-
HL <] 2 7 s 5 7 8 TWA 1 oz}
No, Daftar Kegiatan T = T
I!: 8| &
1 . el |3
g ! =
2 a ; s | 8 8 | §
£ 3| s 5 5 g e | E dlR8 |2 : : il
Lok MR e g z . i = | B g | &
) - n g £ ] g | % |8 5
2 g g ¢ 5 & il Bl i I £ e |23
5 = = &= g g
& 2 3
£ | £
187 561 5610 56103 Kedai Makanan
Penyed aan Makanan Keliling/Tempat
488 56i 5610 56104 Tidak Tetap
89 sél 8610 56109 Rl}ummn dan penyediaan makanan keliling
lairnya
= Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu BI
20 | 562 | ss2l (Event Catering) m
4191 562 5629 Penyediann Jasa Poga Periode Terteniu a
432 563 5630 56301 Bar %
A
B
. _— Ketab Malan Atau Diskotik Yang ;
193 363 5630 56302 Ut va Menyedi Mo ='
494 | 563 | 5630 | 56303 | Rumah Minum/Kaf [
495 563 5630 56304 Kedai Minunan
496 563 5630 56305 Rumah/ Kedai Obat Tradisionat
Penyediaan Minuman Keliting/ Tempat
497 563 3630 S56306 Tidak Tetap
498 581 8811 Penerbitan buku
999 581 5812 Penerbitan direktori dan mailing list
Penerbitan surat kahar, jurnal chin majalsh
500 583 G atau terbitan berkala lalhn ya




i Pt

=%

&

"’ Perumahan Kepadatan Tinggi

D RTH. RTH RTH- RTH. RTH RTH. LGE-
HL ] 3 4 s 6 7 8 TWA 1 CcB P-3
Mo, Daftar Kegiatan =
E
i g
g g g # i g E
= = b
g AESRRERRARERL IR
2| 8| i ilg|d = | 5| % || E | ¢
A e E|5] ¢ Al 2=l 8|32 |3 E|ls| 8|2
5 El = & = b
= ! © d g
E 2] - §
b B
. HE
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501 581 5819 Aktivitas peperbitan lainnva [Ii-
——— - 5 1.
502 | S82 Penetbitan pirdn i lunak {Software) [; 0
Il -
= Aktivitas Produkai Gambar Bergerak, Video |
S0 |l | el Dan Progrom Televisi i {
! )
| i 'l
| = Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan =]
i Bal| = Program Televisi "o
-t
Aktivitas Distribusi Gambar Bergerak, Video I
506 | 591 5013 = e n Televiai ’,i
i :
506 591 5914 Akiivitas Pemutaran Fitm Egn:
&
so7 592 5920 :ﬂkﬁ\_rima Perekaman Suara dan Penerbitan g"'
| usik - [
b+ ] 592 5920 59201 Aktivits Perekaman Suara 'i"l
1
509 592 5920 9202 :“kll Ylma Penerbitan Musik dan Buku =
usik %
s10 | 601 | s010 Penyiaran Radio o
i
s 602 Aku\ma- Penyiaran dan Pemrograiman .
Televisi "Ii
e
Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman :I
| SiL2 602 6020 Televisi ir
|
F 513 611 Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
514 612 Aklivita 8 Telekomunikasi Tanpa Kabel
515 513 Aktivitas Teickomunikasi Satelht

B | BL | BI B1
m | B3| B3 B3
®m | B | B Bl
‘| B3 | B3 B3
m | B | B Bl
m | B | B3 B3
B Bl Bl 81
m | B3 | B B3
m |8 | ® B1
m | B | B3 B3
wm | B | | Bl
B | B3| B3 B3
B/ | B | B

m | B3 | B3

13

| = - - : g
| a ¥ P 0 ¢
:‘\'-" L b ‘-‘."m_ 3



Kode Digit KLEI

RTH- RTH RTH- RTH- RTH- RTH- LGE-
L B3 3 d) S & 7 8 WA 1 o8
No. Daftar Kegiatnn e
g i:j. B 5
|l g g . 2 8 v -
o ‘ = g S E k .i. T 4 3
B .§ B § 5 2 SR £
& i g ; 2 8 o ] k)
™ - 0 ) - g g = g g =
AN il &322 z il
B g i
516 619 6191 Jasa MNila Tambah Telepon
517 619 6191 6191} Jasa Panggilan Premium {Premium Callf)
Si8 619 6191 61912 Jasa Konten SMS Preauum
- Jasa [raernet Tedeponi Untuk Kepertuan
519 619 6191 61513 Publik (TKP)
520 619 €191 61914 Jase Panggilan Terkebla (Calling Card)
2 819 6191 61919 Jasa Nilai Tambah Teleponi [ainnya
522 619 6191 61921 internet Service Provider
523 619 6192 61922 Jasa Sistem Komunikasi Data
524 619 6192 61923 Jesa Televisi Protokol Internet {IPTV)
525 &19 6192 61924 Jasa Interkoncksi Imemet (NAP)
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Kode Digit KLBF th e ad
RTH- RTH- RTH- 8 - - LGB-
& &4 3 a 5 6 7 8 Ty H
No Daftar Kegtatan =
5 | &
g E
L g
ad é & g ‘@ a 5 g
£ ™ e £ g
3 2 @ il
53| 3 g"‘ﬁ E 8 2 i 8|32 A AR
& 8 ) & 7, = | @ B & | 2
© * w g g = 3 £ - - E o &
§ Pl B E]R] e 2 » 5 | s
= 4
i FOL I
. i £
| 526 | 619 | 6192 | 61929 | Jasa Multimedia Lainnya
Aktivitan Telekomunikasi Khumus Untuk
527 619 6199 61991 | Pewi
508 610 6199 61992 Aktivitas 'I'clekm_n‘uni,kzui Khusua Untuk
Keperiuan Sendiei
Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk
B2 sld 6192 G195 Keperluan Pertahanan Keamanan T T T T T T T T O R R L R R
530 | 619 | 6199 61994 Jasa Jua| Kembali Jasa Telek ik
531 619 6199 61999 Aktvitas Telekomunikasi Lalnnys
532 620 6201 1 Akfivitas Pemrograman Komputes
533 620 6201 62011 Aktivitas Pengembangan Video game
Aktivitas Pengembangan Aplikas
534 620 6201 62012 Perdagangan Melalui Internet (E-
Commerce]
; Aktivitas Penwograman dan Produksi b A 1. U ____m__ I ___ I ___ & ___ I __ A ___ Il ___ |
55 | 620 | 8201 | 62013 | konten Media [mersit
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” Aktivitas Pemrograman Berbasis
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538 620 6201 62019 Aktivitas Pempograman Komputer Laninya
= Aktivitas konsult gai komyputer dan
i e 620 inanajemen fasilitas komputer
540 6520 6202 62021 Aktivitas Konsultasl Keananan Informasi
541 620 6202 o2 Aktivilas Penyediaan identitas Digital
Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elek tronik
542 620 6202 62023 dan layanan vang Menggunakan Sertifikat
Elektronik
Akrivitas Konsultasi dan Perancangan
8 2 L 62024 Internet of Things {loT)
. 2029 | Aktvitas Konsultasi Komputer dan
S 2 HELS Manajemien Fasilitas Komputer Lainnya
545 20 6209 Aktivitas teknclogi informaai dan jasa

komiputer lainnya
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Aktivitas Teknologi Informaai Dan Jasa
2 20y Lo Komputer Lainnya
631 Aktivitas pengolahan dsta, hosting dan
kegiatan portal WEB
631 631 | Aktivitas pengolahan data, hosting dan
| =
63t 6312 Portal WEB dan/atau Flatform Digitel
1
639 6391 Aktivitas kantor berita
633 6359 Aktivitas josa informas; lainoya
641 6411 Bank Sentral
641 6412 Bark Umum
641 6413 Bank Perkreditan Rakyat dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah
641 6414 J\openm Simpan Pinjam/ Unit Simpan
Pinjam
64] 6415 Lembaga Keuangan Mikro
Hal 6419 Perantara moneter lainnya
5! 682 6420 | Aktivitas Perusahaan Holding
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59 642 6420 64200 Aktivitas Perusahadn Holding
560 643 'I‘r_uslr pembiayasn dan entitan keuangan
eejenis
561 644 Cnoritas Jasa Keuangan (OJK)
n& 645 Lembaga Penjamin Simpanan [LPS]
5463 649 649] Peruszhaan Pembiayaan
S04 649 6492 Fergadaian
565 649 6493 Perusahaan Modal Yenra
560 649 6494 Perusahaan Pembiayaan (nfrastrukour
Layanan Pinjam Meminjam Usng Berbasis
o || ead | \gnas Teknolog! Informasi {Fintech F2P Lending)
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
568 649 6495 6495) Teknologl Informast (Fintech P2P Lending)
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Layanah Pingan Meminjam Uang Berbasis
569 649 6495 64952 Teknologi Infiarmasi (Pintech PP Lending)
Syariah
Unit Usaha Syariah Layanan Pinjumn = ] LT e (R, T T, R e el T e e e e e R [ ] R T e e e
570 649 6495 HR3 Meminjam Usng Berbaais Teknolog!
Infiormasi {Fintech P2P Lendmg)
571 649 6499 54991 Lemt: Pembil Ekapor Inds
~ Perusahaan Pembiayaan Sekunder
572 649 €499 61992 Perumal
i oo | Altivitas Jnsa Keuangan Lainnya . Bukan
673 48 | Asuransi dan Dana Pensiun
||
1
574 | 651 | estl | Asuransi Jiwa
515 | 651 6512 Asuransi Umum
576 651 6513 Perusahaan Penjaminan
517 651 6521 Reusuransi
578 651 6522 Perusahaan Penjaminan Ulang
579 651 6531 Dana Penaiun Pemberi Keéga
580 651 6532 Dana Penesiun Lernbaga Keuangan
Penyelenggaraan Infrastrulctur
581 661 6611 Modat

Perdagangan di Pasar
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hE2 661 6611 66111 Bursa Efiek
S83 661 6611 66112 Lembaga Kliring dan Penjami Efik
584 661 6611 66113 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
585 661 6611 66114 [embaga Penilaian Harga Efek [LPHE}
see 661 6611 66115 :;e[r;;;hngnm Dana Perhind ungan Pemodal
o87 661 6611 686116 Lembaga Pendanaan Efik
588 661 6511 66117 Penyelenggara Pasar Alternatif
Penyelenggara Penawaran Efek Melslui
549 661 6614 66118 Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi
Informasi {Securities Crowd funding)
590 661 6611 66119 :Iel;ze::rnmra In{mnl:":k:ur Perdagangan
Penyelenggare Inf rastruktur Perdagangan
a0 |||em: | S i i Pasar Berjangka Komoditi
592 | 661 6612 66121 Bursa Berjangka
R [ B
594 H61 6612 66123 Bursa Berjangka Penlelenggara Pasar Fisik
e Lemb: Kliring dan Penj
595 GaY w01 s I Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik
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’ Fenyelenggara infrassruictur Pasar Usng
LR | | e dan Vahuta Asing
Penyelkenggara Sarana Pelak sanaan
597 661 6613 6613} Transaks: di Pasar Uang dan Pasar Valuta
Asing
Cenbal Counterpasty Traneaksi Derivatil
598 661 6613 66132 I Serkcyy B dan Nimi Tukar
- Petiyelenggara Infirastruktur Pasar Uang
B Ry = s dan Pasar Vahua Aeing Lainnya
|
| Perusahasn Flek Selain Manajemen
I: By 61 iy investasi
| -
l
601 661 6614 G641 Penjamin Emisi Efizk {Underwriter]
602 661 6614 66142 Peranlama Pedegang Efek [Broker Dealer)
603 | 661 6614 66143 Perusahaan Efek Dacrah [PED)
Perantara Pedagang Flek Untuk Efek
604 | 661 | 6614 | O6M44 | o ctar Utang dan Sukuk FPE-EBUS|
605 | 661 | 6614 66145 | Agen Perantaca Prdagang Efek
606 | 661 | 6614 | 66146 | Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD
07 661 &6M 66147 Gerai Penjualan Efek Reksa Dana
- Perusahaan Efek Selain Manajemen
6508 661 5614 66149 Investasi Lainnya
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609 | 661 | 6615 Perantara Perdagangan Beangka Komaditi
610 661 6615 66151 Pedagang Berjangka
611 661 6615 66152 Pialung Perdagangan Berjangka
612 | 661 | 6615 | 66153 | Pedagang Fisik Komoditi
613 661 6615 66154 | Perantara Perdagangan Fisik Kemoditi
T
| ’ . -
614 661 6615 so159 | :::::m Perdagangan Berjangka Komoditi
|
KEGIATAN PENUKARAN VALUTA ASING
ol Bt B (MONEY CHANGER)
AKTIVITAS PENUNJANG PERDAGANGAN
a1a | 661 | 8 £E RIANGKA KOMODITI
o | sai | saw | esian || EEmuEEopenmariam Rl
618 661 6617 66172 Peigelola Sentra Dana Berjangka
619 661 6617 66173 Penasihat Berjangia
620 661 6617 66174 zi-::ik:]a Tettipat Penyimpanan Fialk
L Aktivitas Penunjang Perdagangan
ey S6L Ly 66159 Berjangka Komoditi Lainnya
622 661 6619 AM!(;];;IV'I;AS PENUNJA NG JASA KE UANGAN
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623 66] 6619 66191 Biro Admunsstrasi Efek
624 661 6819 66192 Ruatodian [Custodian}
625 661 6819 66193 Wali Amanat (Trustee)
626 51 6619 66194 Perusahaan Pemeringkat Efek
607 661 6619 66195 Ahli Syariah Pasar Modal [ASPM)
628 661 619 66199 Ak_uvim Penungang Jass Kewangan
Lairmya
€29 662 6621 AKtivitas Penitaian Risiko dan Kenugian
630 | 662 6621 66211 Aktivicas Penilai Risko Asuransi
631 662 6672] 66212 Aktivitas Penilys Kerigian Asuransi
632 662 6622 Aku'vima. Agen, Broker dan Pialang
Asuransi
633 662 6622 66221 Aktivitas Agen Asuransi
634 662 6622 66222 Aklivitas Pialang Asurans
635 662 6622 66223 Aktivitas Pialang Reasurans
636 | 662 | 6622 | 66224 | Aktivitas Agen Penjamin
| 637 662 6622 66225 Aktivitas Broker Penjaminan
i 638 | 662 | 6622 | 66226 | Aktivitas Broker Penjaminan Ulang
I
Aktivitas penunjang lainnys untuk
€5 663 6520 asuransi dan dana pensiun
640 662 6629 6629 Aklivitas Konsuitan Aktuaré
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Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikeoo, Kecil,

£l 62 s622 Menengah dan Koperasi

Aktivitan Penun jang Asuransi. dan Dana
Penisiun Lamnya

642 663 6631 Mana jernen Inrvestaai

644 663 6632 Penasiat Inwestasi

645 663 6639 Aktivitas Managemen dana lainnys
646 a6 6641 Penydenggaraan Sistem Pembrayaran
647 664 6641 66411 Penyedia Jasa Pemba ya ran {P.JP)
648 664 5641 66412 Penyelenggara Infrastruknue Sisteny

Pembayaran (PIF]

Penyclenggara Kegiatan Jata Pengolahan

649 664 6442
Uang

REAL ESTAT YANG DIMILIK! SENDIR]

s e ATAU DSEWA

Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atsu

51 681 681 L 6811 o

VYenue Penyel

¥ ¥
52 681 48l 6Bl Aktfitas MICE das Event Khusus

653 681 6BI12 Hawasan Pariwiata
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654 681 6813 Kawasan Indwstri P
Real estar alas dasar balas jasa [fixe} atau T e (TP (B Tl SR (TS i VS LT e [n e R e ol e et e -l S i e ] e et A
655 682 Pty
656 | 691 | 6910 | 69101 | Aktivitas yrengacara
657 691 6910 66102 Aktivitas konsultan hukum
(:5-] 691 6910 69103 Aktivitas konsuftan kekan, intelekiual
&59 591 6910 66104 Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta
tanah
660 6491 6910 69109 Aktivitas hukum lainnya
Aktvitas akuntanei, pembukuan dan
= _ L pernerikea; konsultasi pajak
H62 70! Aktivitas Kantor Puaat
L
| 663 02 7020 70201 Aktivitas Konsultansi Pariwisata
664 T2 TO20 70202 Aktivitas Konsultanai Transpertasi
665 0% T020 70203 Aktivitas Kehumasan
666 w02 7020 2049 Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri
o7 702 7020 70209 Aktivitas Konsu ltasi ¥ Laimya
Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta
o6g | T Tl konsultasi teknis
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G 71 70 71101 Aktivitas Avsitektur
&0 ni 7110 71102 Aktivi.taﬂ. Keinsinyurap dan Konaultasi
Teknis
671 712 Analisis dan Uj Teknis
62 712 7120 Analisis dan Uji Teknis
673 712 7120 71201 Jasa Sertiflkcasd
74 712 7120 71202 Jasa Pengujian Laboratorium
675 | T2 7120 71203 Jass Inspeksi Periodik
676 712 7120 71204 Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
I 677 712 7120 71205 Jasa Kalibrasi/ Metrologi
1 1
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[ | Jasa Comynissioning Proses (ndustrial,
‘ 678 712 7120 71206 Quality Aesurance [QA} dan Quality

Control [QC)
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712 7120 207 Jasa Kiasifl kasi Kapat
Aklivitas Pengujian dan atau Kalibras: Alat
712 Hnx» 71208 Keseh dan ks: Sarana f
Kesehatan
712 20 71209 Analisise Dan Uj Teknis Lainnya
731 Periklanan Bl Bl
73201 Penelitian Pasar Bi
732 7320 73202 Jajak Penda pat Masyarakat Bl 1
741 | 7411 Aktivitas Dessin [ndustri o | Bl | Bl B1
74l 7411 Taill Aku'vim.n Desain Alat Transpoitasi dan .‘ B B Bl
Permesinan
Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga - Bl
74l 7411 74112 dan Furnitur .18 Bl Bl
741 | 7a11 | 7a1g | Aktvims Desamn Tekstil. Fashion dan B | B | om Bl
Appare] -
Aktivitae Desain indusri strategis dan L i 5 BI
741 | 74h | 74lla Dok | m | Bl | B
|
L o
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&9l 741 7411 74116 Ak!ivitgu Dessin Peralatan Olahraga dan
Permainan
Aktivitas Desain Produk Keschatasn,
L Tl Tl ety Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium
690 741 741 74118 Aktivitas Desaln Pengemasan
694 741 7411 Ta119 Aklivitas Desain Industri Lainnya
695 T4l T4 Aktivitas Desain Interior
Aktivitas Desain Komunikasi Visualy
6 741 7413 Denain Grafis
Aktivitas Desain Khueus Film, Video,
o el e BALLY Program TV, Anitnasi dan Komik
658 72y 7414 74142 Aktivitas Desain Konten Game
€939 741 7444 74149 Aktivitas Desain Konten Kreatifl Lainnya
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700 742 7420 74201 Aktivitas Fotografi
. Aktivitas Angikutan Udara Khuaus
zol 22 T2 4202 Pemotietan, Survel Dan Pemetaan
AKTIVITAS SERTIFIKAS! HASIL
w2 | 743 | 7431 PENDIDIKAN DANJATAU PELATIHAN
ELRPASIS KOMPETENSI
703 | 743 | 7431 | 74311 | Aktivitas Sertifikasi Profesi Pinak
704 | 743 | 7431 | 74312 | Akiivitas Sertfikasi Profesi Pihak 2
AKTIVITAS SERTIFIKASI
3
o | Foase ) ey PROFESI/PERSONEL INDEPENDEN
706 | 743 | 7432 | 74321 | Aktivitas Sertifikani Profesi Pihak 3
0T 743 7432 74322 Akoiviras Sertifikast Personel Independen
AK TIVITAS PROFESIONAL. ILMIAH DAN
Lol el (e TEKNIS LAINNYA
TO9 749 7490 74501 Aktivitas Penerjenah Atau interpreter
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710 749 7490 74902 Aktivitas Komsultasi Binis Dan Broter
Bianis
Aktivitas Profesional, liniah dan Teknis
71 749 7450 74909
Lainnya
T2 750 Aktrvitas Keschatan Hewan
Aktivitas Pehyewaan dan Sewa Guha
e | m Uanha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk
Dan Sejenianva
Aktivitas Perwewaan dan Sewa Guna
7i4 772 770 Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi dan
Clahraga
- Aktivitas penyewnan kaset video, CD,
ns | ma | w2 VCD/DVD Dan Sexrismys
Aktitas Penyvewaan dan Sewa Guna
716 72 729 7729 Uasha T Hak Opsi Alat P
Akuvitas Penyewaan dan Sewa Guna
TI7 772 70 772 Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Kepertuan
Rumah Tangga Dan Pribadi
Alwitas Penyewaan dan Sewa Guna
718 T2 7729 77253 Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Haail
Pencetakan Dan Penerbitan
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Aktivitas Penvewaan dan Sews Guna
19 T2 7729 77294 Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan
Tanaman Hias
2 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna
e | R || wRe || 71299 | e anpe Haks o ARG Musik
Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna
72 772 T729 77299 Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan
Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEwWA GUNA
ol R TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI
Aktivitas Penvewaan dan Sewa Guna
- Usaha Tabpa Hak Opsi Alat Transportasi
e e 7l 77a Darar Bukan Kendaraan Bermotor Roda
Empat Atau Letih
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna
724 T2 77 77312 Usaha Tanpa Hak Opsi Alal Transportasi
Air
Aktivitas Pernyewaan dan Sews Guna
726 | 773 | 7731 | 77313 | Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi
Udara
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna
726 773 T 77319 Usaha Tanpa Hak Opsi Alal Tian sportasi
Lainnya
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AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA g .m
25 773 7132 GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN “Tauk
PERALAT.AN INDUSTRI KREATIF .
N
N
AKTIVITAS FENYEWAAN DAN SEWA GUNA
728 773 779 TANPA HAK OPS! MEBIN, PERALATAN,
DAN BARA NG BERWUJUD [AINNYA
SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI
729 774 ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA
HAK CIPTA
Sewagura usaha tanpa hak opsi aset noon
730 T A finansial, bukan karya hak cipta
Sewa Guna Usala Tanpa Hak Opsi Aset
=i e s P00 Nen Finansial, Bukan Karya Hak Cipta
Aktivitzs Peny ian Dan Pe
32 781 7810 78i01 Tenaga Kerja Dalam: N n
- Aktivitas Penyeleksian Den Penempatan
733 781 7810 TEI02 Tenaga Kerja Lugr Negeri
734 781 7810 <8103 Aktivitas Perneinpatan Pekerja Rumah
Tangga
’ . Aktivitas Pencmpatan Tenaga Keja Daring
7as 781 7810 78104 uob




HL s

Peinakanian
Jalur Hijau
Konservasi
Lindung Geologi
Cagar Budaya

Hutan Lindung
Perlindungan Setanpat

Kode Digit KLB¥
No. Daftar Kegiatan
2 ; g
a0
L] - "
. Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu
786 782 terteniu
737 783 Penyediaan sumber daya manusia dan
manajemen fungsi sumber daya manisia
738 784 7841 Pelatihan Kerja Pemerintah
739 784 7842 Pelatihan Kerja Swasta
740 784 7843 Pelatihan Kerja Perusahaan
T4 791 791 79111 Aktivitas Agen Perjalanan Wisala
: Aktivitas Agen Perjalanun lbadah Umroh
742 s ] 79l T2 dan Haji Khusus
743 7N 7311 7919 Aktivitas Agen Perjalanan Laionya
T44 791 7912 T912! Aktivitag Bio Perjalanan Wisata
Aktivitas Biro Perjalanan hadah Umroh
745 791 7912 79122 dan Haji Khusus
T46 9 7912 79129 Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
747 59 7991 Jasa informasi pariwisata dan Daya Tarik
Wizata
748 799 7991 79911 Jasa mformasi Pasiwisata

Pariwisata

. Peimahan Kepadatan Tingg




Kode Digit KLBI

RTH- RTH- RTH- RTH RTH- RTH-
e o [ (S 4 5 6 = Ui Eaass
No. Daftar Kegiatan
g Bl
-4 5 £
'] &
23 x o Lol sl = B 14 il
- o ™ ° 5, S £ -i 8
g E g . g g g = ) 8 g 2
@ - v [ & g ES c & =
g1 s Sl v e
5 e~ = £ - 2 g
= g = E
& €
& 2
&
il
749 799 7991 F9UI2 Jasa Informasi Daya Tarik Wisata | X | 3 |
750 799 7992 Jasa pramuwissta dan interpreter wisata
751 799 7992 79921 Jasa Pramuwisa ta
752 799 92 | 79922 | Jesa interpreter wisata
753 99 7999 Jana rescrvasi lainnya
T4 799 7949 79990 Jasa Reservasi Lainnya
755 801 Aktivitae Keamanan Swusta
70 802 Aktivitas Jasa Sistem K
757 803 Aktivitas Penveli dikan
Aktivitas Penvedia Gabungan Jasa
e &1l Penunjang Fanilitas
759 812 8121 Aktivitas Kebersthan Umum Bang:
Aktivitas. Kebersilian Bang unan dan
N (i e Industri Lainmya
Aktivitas Jasa Perawatan dan
w6 B3 Pewe liharaan Taman
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] =, i = = —
. o~ ¥ N e -
Bt T v el | M Bl e = [y Fot
]
) 1
HL ' RTH RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- TWA LGB~ B Rl P3 P4 K- KR W R2 R R
3 ‘ 3 6 7 5 1 2 3 | % e el
11
No Dafiar Kegiatan b 0
-E .a E H
£ 3 £ 3 A% .
B4 Jé
w £ g 'l g - c
|l = 3 g g : ; £ g | § F
e e K HE Ele| & gfgagﬁ-gg!sg
£ ) 5 e = 5 5 = 2 i i
& F a El g K] - ] q B 5 a v
& B £ g i H b4 ]
¢ i G 5 | E & £ 5 £ £ g E g g £
E] k| E Ll = £ (] = § e a £ & = § Fl 1
= E 2 k. E g E g R
3 - 1
B £ .
:E L & N
" Aktivitas Administrasi Kantor dan
L &2y | Penunjang Kantor
) | Axtivitas Penyedia Gabungan Jass
! es) 82 821 Admi nistraei Kantor
| |
f
Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dok umen
764 a2 8219 dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor
Lainnya
I‘ t
1 1
1 765 822 Akuvitas call centre
1
JASA PENYELENGCARA PERTEMUAN,
PERJALANAN INSENTIF’, KONVENSI, iz
| e [k 2 PAMERAN, DAN JASA PENY ELENGGA RA T3 S| R LS Bl
i EVENT KHUSUS
|
| |
| |
JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN,
- PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI, T
W || 29 | B2 PAMERAN, DAN JASA PENYELENGGA RA T3 E0 | Rt e )
EVENT KHUSUS
768 | w29 | s20 AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA m| e | = B
|
AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN
760 | 829 | 8202 LEMBAGA PENGE LOLA INFORMAS g =B | = B
PERKREDITAN
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Buwpeg Umepedsy UBURLITUAD

1881, umEpedey iy

vieelaLeg

WENpU| UDMIUNIS] URIBATY

ampng UsUB Mo

P4

veEwInAd

P3

URUNGDNIST

Bi o

wedie veweus)

<B

wfepng yeden

tiopoapy Bunpury

18 BAIIRUCY

RTH-
8

nefi Jures

7

usTreREUIad

RTH- RTH-
6

JH usura],

RTH.
H]

AN ustrel

RTH-
4

UBBIN[2Y UeLTe],

RTH-
a

UWBUIESS)Y UBLIE],

109l reBunpUIad

Bunpuy) uelny

Daftar Kegiatan

Bl

Bl

Bl

Aktieitas Jasa Penunjang Usaha lainnya

Administrasi Pelavanan Pemerintah Bidang
Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan

Resehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan

Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis

Kegiatan Lembaga Pamerintahan Untuk

Dan Angh

F
!
£
i
‘& -
{ i £ n ;
Mo 7 .... a M 5 | %..
- 3 mm 1 -4 g
£ . 3 : i 3 m : m
£ gl 3 i Lm 2|4 : 3
¢ = jal m N -
w R 8 T 'y I § 13 ¢ [§18)18) ¢ .
wae 3 3 |3 g g 3] £ |5]2]|8]| 3 g
$ £ E £ E IRl & (I=|&]18] & 3

| 77




Xode Digit KLBI
e [ ol My s it B+ o] B e B
Na Dafter Keglatan -
% il s g g
g g £ 13
IEMG s & 2B
AN SEIB R : 11811]¢ i i1
@ || 5| E : 3|8z . g = | &
S I O s P ,: F
E o = .: 5
&

782 842 8423 84233 Lemnhaga Peradilan

Fadan Nesonal Penanggulangan Bencana

783 842 B423 84234 P g N TAra )

784 843 Jaminan Sosial Wajib

785 85! 8511 Pendidilan Dasar Peinerintah
786 851 8512 Pendidikan Dasar Swasta
787 851 8513 Pendidikan anak vynia dinl

SATUAN PENDIDIRAN KERJASA MA
788 851 8514 PENEIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN DASAR

PENDIDIKAN PESANTREN DAN
789 851 8515 PENDIDIKAN KEAGA MAAN ISLAM ANAK
USIA DINI DAN DASAR

PENDIDIKAN KEAGAMAAN ANAK USIA
DINI DAN DASAR

.y

PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIYAH

79l 452 #4521 PEMERINTAH

o rm—— e 1

PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ALIYAH

792 852 8522 SWASTA
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Kade Digit KLEY

HL PS RTH- RTH- RTH- RT;I RTH- RTH- LGE-

TFaman Kecamatan
Taman Kelurahan
Taman RW
Taman RT
Pemakaman

Jalur Hijauw
Konservasi
Lindung Geologi
Cagar Budaya

3 Digie
4 Digit
S Digit
Hutan Lindung
Pertindungan Setempat

| Perumahan Kepadatan Tinggi

PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAR
793 852 8523 DAN TEKNIS/ALIYAH KEJURUAN
PEME RINTAH

PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
DAN TEKNIS/ALIYAH KEJURUAN SWASTA

SATUAN PENDIDIKAN KERJASA MA

; -
il = PENDIDIKAN MENENGAH

T 852 8526 FENDIDIKAN PESANTREN MENE NGAH

797 852 B527 PENDIDIKAN KF ACAMAAN MENENGAH

T8 853 8531 Pendidikan Tinggi Pemerintaiy

799 853 8532 Pendi dikan Tinggi Swasta

B0OO 853 8533 Pendiiikan Tinggi Keagamaan % | x | % Jx X g x| x| o x]
so1 | 853 | es Pendicikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)

207] 853 B34 85340 Pendidikan Pesantren Tingg (Ma'had Alyp

803 8534 B54i Pendi cikan (lahraga dan Rekreasi | X =
801 | 854 | BUaz Pendi dikan Kebudayann TR VY TE T T — T % T T+ 1% T% Fw w9 —To T 1
805 B54 B543 Pendilikan Lainnva Pemerintah

BATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA

N R PENDIDIKAN NONFORMAL

PENDIDIKAN PESANTREN DAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA




Kode Digit KLBI
RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- LGE-
HL P8 3 a 5 6 7 8 TWA 1 CB
No. Daftar Kegiatan :
egia : : 'é % g
g = i
AR IREE Ele B35 3
g = = k1 5 E E 5 :5,\ 3 g 4 E] .g. .g'
0 N 2 5 | Elc|a 3| & ¢
» - w 8 £ & g 2 g g § | £ £ K3
= E g B - & - = ';’: 3 | 3 g 5
El g a 8 : T leld
& g E 8
E|lE| 2
808 854 B549 Pendidikan Lainnya
B80S 855 Kegiatan Penunjang Pendidikan
810 855 B550 Kegiatan Penunjeng Pendicdikan
811 855 8550 85500 Kegiatan Penunjang Pendi.dikan
g2 861 8610 B610OL Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
313 &6l 860 863102 Aktivitas Puskesias
814 861 BOI1O B6103 Aktivitas Rumah Sakit Swasta
815 861 B& 10 B6104 Aktivitas Klinik Pemierintah
B8i6 861 8650 86105 Aktivitas Kiinik Swasta
87 861 8610 B8610% Aktivitas Rumal Sakit lainnys
318 862 Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi
Aktivitas pelayanan kesehatan yang
812 860 8690 86901 difakukan olel tenaga kesehatan selain
dokuer dan dokter gigi




Kode Digit KLBI
RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- LGB~
HL | PS 3 4 5 5 7 8 TWA 1 <B
No. Daftar Kegiatan = ,‘
[
8 g
c 3
w 8 g s g
£ & g | 8
=)
& 2 2 i § g g g E & E g g i 3 z
o5 4 =
3 & A 219 | % 5 . § e |E 18| &
® - I g g - e = e E g 2 | =
AE NN pdt b 1 g 2 :
: i [~ - £ T
& E g
|k
820 | 860 | 8es0 | 86902 | Aktivitas Pelayanan Kesehetan Tradiional
82| 869 8690 86903 Aktivitas Pelay Penunjang Keseh
Aktivitas Angkutan Khusus Pengangiutan
&2 | 869 | 8660 | 86904 | g Sakin {Medical Evacuation}
&3 871 Aktivitas sosial di dalam panti untuk
perawatan dan pemuliban kesehatan
Aktivitas sosidl di dalam panti untuk
824 ar2 keterbelal mental, mental
dan penyalahgunaan obat terlarang
a5 873 Aktivitas sosial di dalam panti untuk {anur
. usia dan penyandang disabilitas
826 879 Aktivitas sosiat f dalam panti lainnya
AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODAS!
87 881 UNTUK LANJUT USIA DAN PENYA NDANG
DISABILITAS
828 859 8891 AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULA N DANA




T f:?_—

TR T

o T
" Ly
B i o
i R | R | Ru- | kTR | RTB | RTH LGE- = K- I
Lol LM s 4 5 6 i g .| e U Il 5 | ] e ) [ S
E It L
. [l B e e e e e e e ey
E &
Z % g g 3 g & % g
Bl S o N e ke i3 3 AERE
2 b 2 B g é g %
a3 & g g s E v £l
o - W E ] g = g E ; Z
= 5 3 = F E =3, 2 g g
] % 2 3 o -4 &
1 $ ]
s | 2
< | £
AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODA S
®a | 8sse | asow s
AKTIVITAS HUBURAN, KESENIAN AN
B || e KREATIVITAS
s | 900 | som Aktivitas Seri Fertunjukan
AKTIVITAS PEKERIA KREATIF DAN
ez | 1200} PO PEKERJA SENI
Aktwitas Impresariat Bidang Seni dan
eyl | || e Festiva) Seni
|
| 834 | 20 | 2004 Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
|
Aktivitas Hiburan, Seru dan Kreativitas
835 | 900 | o000 Ty
| 836 | 910 | 910 PERPUSTA KAAN DAN ARSIP
1
837 910 01 91031 Perpustakasn Dan Araip Pemerintah
838 1] S101 91012 Perpustakaan dan Arsip Swasta
MUSEUM DAN OPERASIONAL BANGUNAN
| m=m | e ) 200 DAN SITUS BERSEJA RAH
Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang
810 | 910 [ o102 | ero2a | ZTUREMCH SR
|
| —




o
A
Kode Digit KLBI g t =
RTH RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- LGE- | K-
HL PS 3 a 5 6 7 8 TWA 1 B Pt P33 | P4 2 w R-2
Al
i B
No. Dafar Kegistan i
. g ¥
2| g il %. £l
o a | ‘
E K 1) iz i r '% ¢ g §
= g E 2 k- H 5 o 2 )
g, g E ':E ¥ E % g g 'g g t | 1 '5 ki g i g
e § 3 o o o | 1 | SO O g g g
L] - w § g .5 g é‘ § E il ek E 2 =
= 2 t
2 £ E g = 2 = E s ] y 1 ! g
E =) = = H |4 g
&
Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang
841 N0 9102 91024 Di F—
842 910 902 91025 Taman Budaya
843 910 9102 91029 Wisata Budayn Lainnya
AKTIVITAS KEBUN BINA TANG, TA MAN
Sl R BOTAN DAN CADANGAN ALAM
845 910 103 91034 TFaman Wisala Alam
846 910 9103 91035 Sunka Margasatwa
Ba7 910 9103 31036 Taman Laut
848 o | 9103 91039 || Aktivitas Kawasan Alam Lainnya
849 920 Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan
850 920 G200 Aktivitas Ferjudian Dan Pertaruhan
851 920 G200 92000 Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan
852 93 931 9311 Fazilitas Stad jon




Kode Digit KLE

Ne. Dahar Kegiatan

o B

L] - w
853 93t 9311 93113 F'asilitas Gelanggang/Arena
&4 93t 9an a4 Fasilitas Lapengan
835 93t 9311 a4315 Fasiiitas Clahraga Beladiri
896 93l 931 93116 Fasilitas Pusat Kebugarian/ Fitness Center
857 930 S31l 93119 Pengelofaan Faailitas Olah raga Lainiya
858 93t 9312 AKTIVITAS KLUB OLAH RAGA
859 93t 99 Aictivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan

(lah raga
860 932 9324 g3z Taman Rekrcasi
. Aktivitas taman bertema atau taman

86) 932 9321 93219 hiburan kainnya
B62 32 9322 93221 Pemandian Alanj
862 932 9322 9323 Wisata Petualangan Alan
864 932 9322 93329 Wisata Pantu
865 o 9322 S3229 Daya Tarik Wisata Alamn Lainnya

LT o S B B ) I S S PR S R P
: : i ‘
i o B
5 T .
53 B 1) e IPREREE S gy i
Byl d]a]5] ARIBAEL | Rl AER
5 o O L
IEIREEEE NN AN R AR
F E & [ 4 | ! i
-4
'L £
T3 T3 T3 Ta
T3 [ | -.-
T3 | [ | -
= | |
T3 T3 T3 T3

T3 T3 T3
T3
T3 | - T3
. =
T 1 T3
ai
T3 ™ T3 et

TS



LI e = = .
Kode Digk KLEI |
Rt | Rt- | Riw- | ®on- | RTB- | RORL LGE- I =it ("5 R
G 8 5 5 6 7 8 TWA 1 @ | et | e e |50 . kP w | Rz %
No. Daftar Kegiatan =
Keg 1= H B
o ] é E |3
5 ! £ =
4 % g & ) 3 é 3 5
(= - 2 2 g
El | 2
- B Eggggﬁgéégééé-imiiga
g 3 & g S - = g s | @ g8 e | Bl £ | B
@ - w § & = = 2 £ 5 § g E } - ® ]
£l R L S R F
E e [ | | 'g 5
3 i
866 gan g3 Daya T"arik Wisata Buatan /Binaan
Manusia
867 932 9323 9323) Wisata Agro
868 932 323 93232 ‘Faman Rekream/ Taman Wisata
17] 932 9323 93233 Xolam Pemancingan
y . Daya Tarik Wisala Buaian /Binaan
870 | 932 | o3ad | e329 | WAEET e
871 932 9324 Wisata Tirta
872 932 9324 93241 Arung Jeram
873 Q32 G324 Q3242 Wisata Selam
874 932 9324 93243 Dermaga Marina e e L)
875 932 9324 93244 Kolam Pemancingan
876 932 9324 93245 Wisata Memancing
L yid 932 9324 93246 Aktivitas Wisata Air
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Kode Digi KLEI

RTH- RTH- RTH- RTH. RTH- RTH- LGE-

w®

No. Daftar Kegiatan H o
. - Bl 3
W ! ; g ) i ' I3 0
& § g -1 2 & g = E §
= a2 3 B E E Y § ] n B . |
BPlS| ¢ H 3 2|k | £ 2 %
® S E g‘ 2 E g 3 5 § 3 g1 E 2 £
g = 4 £ B ] E ° § q - & : g
= | 3 5§ |o | &
' [ [ & & ~tH £ 2
& { ‘ g
a8 32 9324 93249 Wisata Tirta Lalnnya
o ARTIVIiTAS HIBURAN DAN REKREAS!
879 932 Q3293 LAINNY A
B30 ox B9 93291 ub Madam
881 932 9329 93292 Karacke
882 932 2329 93293 Usaha Arena ['ermiainan
883 932 9329 QA Diskolek
884 932 9329 23299 Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya
885 94l 9411 Aktvitas Organieasi Bisnia Dan Pengusaha
Aktivites Organisaei llnu Pengetahuan
886 | 94 | 9m2 | 9w | ST E Piasyasaicsg
= Aktivitas Qrganisasi iy Pengetahuan
BE7 94t 9412 94122 L Dan Teksologt




Kode Digh KLEY

RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- RTRH- LGE-
HL P3 3 . 5 & ’ 8 TWA 1 B
No. Daftar Keglatan - Eﬂ
o
$ £ g ) g g
w0
g 4 g g g
Pl -
2/ 53 B U T e W B g
o g i i o 3 g 3
2] 2 i s R O 2 11
@ - o g el = £ E & § = 2
213 (= 111 = (] IR0 il o 5
2|2 E & G
; % £
&
888 949 9491 Aktivitas Organisasi Keagamaan
859 4G 9492 Aktivitas Organinasi Politik
890 949 9459 Aktivitas Organisasi Keasnggotaan Lainnya
891 95t 951 Repm Kemputer dan Peralatan
Sejenisnya
892 9Tk 9512 Reparasi Peralatan Komurd kasi
B3 952 9521 Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen
Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan
By | e | Boza Feralatan Rumah dan Kebun
895 952 9523 Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit
856 o5z 9524 Reparasi Fumitur dan Perlengkapun
Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan
o o3 8529 Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
898 Gl 9611 96111 Aktivitas Pangkas Rembut
839 96t 98611 96112 Akbivitas Salon Kecantikan




Kode Digit KLBEI
RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- RTH- LGE-
HL Ps 3 . 5 6 b 8 TWA ) B
No. Daftar Kegiatan £
i E
o § g w®
& E + 8 B g
L 3 RE TR Y 313|382
O ) B § E3 g H
& =] g g g & = g
= - w & ! E g = = £ 5
ehiliss £ e & 3 = E g
= 2 g = o &
& = = v g
€ B
&£
800 | 961 9612 96121 Aktivitas Panti Pijat
g0i | 961 | 9612 | 9122 | Akuvitas SPA (Sants Par Aqua)
202 961 9612 96129 Aktivitas Kelrugaran lainnyn
903 | 962 Aktivitas Penaw
904 65 | 9691 Aktivitas pemakaman dan kegiatan
905 | WA | %9 Aktivitas Japa perorangan lainya
Aktivitas Rumah Tangga Sehagai Pemberi
206 || 9Eg Kerja Dari Personil Domestk
Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan
90T 981 «Jasa Okl Rumah Tangge Yang digunakan
wtuk Memenuhi Kebttuhan Sendiri
Aktivitas vang menghasilkan jasa osh
908 ] rumah tangga yarg digunakan istuk
memenuhi kebutuhan sendiri

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2020
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Keterangan

Bersyarat dengan syarat memiliki izin berusaha

Bersyarat dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan {AMDAL/UKL-UPL/SPPL)

Bersyarat wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang

Pembatasan waktu operasional

Pembatasan luas maksimum tidak boleh melebihi 10% dari total luas zona
Pembatasan jumlah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan layanan dan/atau jenis
kegiatan



B. TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

POLA RUANG

- 246-

KDB MAKSIMUM (%)

KLB MAKSIMUM

KDH MINIMAL
(%a)

LUAS KAVELING
MINIMUM (M2)

A | ZONA LINDUNG - s P
1 Zoz_lg_iljltan Lmd_g_ S HL | - T - ) ol
,T Hutan Lindung HL 10 ‘ 0,1 90 s
| 2 | Zona Perlindungan Setempat — PS8 = __ o _- [ s —_ = = ]
[ | Perlindungan Setempat PS 10 1' 0,1 85 i . .
| 3 | Zona RTH Kota RTH B ml '
| [ Taman Kecamatan ~ | BTH3 ] : 0,2 70 ———— —=]
" | Taman Kelurahan RTH-4 20 '! 0,2 70 -
| [ Taman RW = RTH-5 20 == [F R 70 - ==
| | Taman RT - - “RTH6 | 20 0,2 N 70 = |
| | Pemakaman RTH-7 10 0,1 80 -
| Jalur Hijau RTH-8 10 | 0,1 80 -
| 4 | Zona Konservasi B | Ks = - ) T R — e B -
f | Taman Wisata Alam TWA 10 ] 0,1 | 90 . i)
S ) Zona Lindung Geolozl LGE - ) - — ] I B |
il | Keunikan Batuan Dan Fosﬂ LGE-1 10 . 0,1 90 = = ]
6 | Zona Cagar Budaya CB : .
| Cagar Budaya - CB ) 70 | B 70 -
B | ZONA BUDI DAYA o | 1 e N AT - -
1 | Zona Pertanian P | - - -
| Tanaman Pangan ) Pl 10 =8 0,1 70 -
| Perkebunan B B - | B I D . I -
| Peternakan P-4 50 =" 0,5 50 [ - i
2 | Zona Perikanan Rl | IK - ] B el -
Perikanan Budidaya S IK-2 30 || [ 0,3 50 |
3 | Zona Kawasan Peruntukan Industri KPI 1' Sy
| Kawasan Peruntukan Industri ' el KPL | 80 -~ 1,6 . 30 | &
|4 | Zona Pariwisata e S - w - = == B |-
- Par1w1sata . W R === = = 21 === 30 | s =]
5 Zona Perumahan R |
| | Perumahan Kepadatan Tinggi == E T 80 — o4 2 | =B ] WO
| | Perumahan Kepadatan Sedang = R-3 70 — - 1,4 30 — 08
| Perumahan Kepadatan Rendah R-4 70 [ 1,4 40 70




POLA RUANG

- 997 -

KDB MAKSIMUM (%)

KLB MAKSIMUM

KDH MINIMAL

LUAS KAVELING
MINIMUM (M2)

6 | Zona Sarana Pelayanan Umum i SPU = =_—— e 1

B | Sarana Pelayanan Umum Skala Kota SPU-1 70 2,8 10 -

B | Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan SPU-2 | 70 - 2L 10 - - —
| Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan SPU-3 | 80 |l 24 10 -
7 | Zona Ruang Terbuka Non Hijau RTNH R S e | - - R - —
| Ruang Terbuka Non Hijau RTNH 30 0,3 15 =
'_é__l Zona Perda aga n_gan dan Jasa - | K . B ____ - o ___ B ____ B ___
. | Perdagangan dan Jasa Skala Kota K-1 70 2.8 5 -
| Perdagangan dan Jasa Skala WP K-2 70 2,8 =il = B
. | Perdagangan dan Jasa Skala SWP______ | k3 | 80 B 2,4 5 -
- B | Zona Pe:;ka_:ltoran - KT
| Perkantoran KT 70 2,1 10 -

" 10 | Zona Peruntukan Lainnya - |  PL _ B ) el
Instalasi Peng(_)}éhéyl Air \ MlI_'l;L_lE_- - ) PL-3 60 0,6 10 -
Instala51 Pengolahan Air Limbah PL-4 60 0,6 10 -

| | Pergudangan - PL6 | 60 =il g - 5 - |

Sumber: Haszl Rencana Tahun 2020



C. TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN
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JARAK BEBAS
SAMPING {IE3S
MINIMUM iM

JARAK BEBAS
BE LAKANG 11BB
MINIMUM (M)

JALAN

[INGGH
BANGU NAN
T2
MAKSII MU M
Mi

INGRUNGAN

-

PRIMER

A | ZONA LINDUNG
1 | Zona Hutan Ll.ndung e -___H_T, |
| : Hutan Lmdun; - B - | HL 4 ] - - - - - - - -
2 | Z_o_n_a_F'El_mdunE_an 3911 m_pm —— R [ 71 -
= Zona _Perlindungan Sctempat PS 3 11 1 (] | - - -
s | | Zona RTH Kota RTH | | — ) I — &
| Taman Kecamatan _RTH-3 B 4 | 225 | 17,5 | 18 125 | 9 | 10,5 65 | - | 1 = -1 ——
[ Teman Kelurahan == _RTH-4 4| 225 | 175 | 10 I [ O B e e IR (B M= R ==
' Taman RW 1 R_T_H-_5 - 4 __2_2_,5 ) |_ — 17!5 | _19 i 12,_5 __9 1_0,_5 65 - allfl]] | = = ] = |
:r = Taman R — = | RTH-6 4 22,5 | 17.8 10 12,5 9 10,5 6.5
| Pema.kaman_ e ey = | RTH-7 4 22,5 I7S | 10 12,5 9 10,5 6,5
| Jalur Hijau RTH-8 4 225 17,5 [ 10 12,5 9 105 | 65 | | :
[= [ Zona Konservasi KS = = i _!_ | [ = e == | = V= e, == | | o= ___
:_ - . Taman Wisata Alam —— _ _’I_‘V_\{A'_ ) 4 — [ : = E S = == e | 1 i !
ESE | Zona Lindung Geologi = - | LGE l 3 | |
| | Keunikan Batuan Dan Fosil | LGE-1 e e '. | —= = - «_|
L & | Zona Cagar Budaya | CB . : e | Sl . e o] [
: | Cagar Budaya | CB 4 R 175 | 10 =5 9 el es TT 4| 5 "% 1 1 T
| B | ZONA BLTHDAW& e e e e e e ] = b Ee | s =1, & __.r = e
[ 1 | Zona Pertanian R T~ B | ' | f | B R [
| _| Tanaman Pangan - P-1 4 225 17,5 | 190 | 125 =0 105 |1 65 | 1 ] 1] 111 = Tl l E i
| Perkebunan P-3 4 22,5 TEE- | W | e | o d 308 e | T L1 T [ 8| &1 3 [ & %]
; | Peternakan _ es 4 mas | Weg | 8 [ igs | e 308 | &s o3 w33 o |6
;"2 | Zona , Perikanan : | IK e = S —=| = — e o= | _[ 1
Perlkanan Budid IK-2 4 | 22,5 17.5 10 125 | 9 10,5 6,5 1 T T = 1 1 |
'i_'_. Zona Kawasan Peruntukan Industri ~~— T'KPI : g [ |
. =} Kawasan Peruntukan Industri |_KPI B 8 | 225 e e 12,5 i 9 |05 ] 65 | [1] 1 ] 1} 1 | 1 | T
[ 4 Zona Pariwisata | W __L e [T = == | = = =] | = = | o | |
. | Pariwisata _— w 8__|_29._-§ 75 | 1© | 125 | 9 | 105165 [1[1] 11 1 | v ] 1] 1 |
|5 | ZonaPerumahan 00000 = e — R | ] ==t 1 =




| Perumahan Kepadatan Sedang

| Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Sarana Pelayanan Umum

- B9 <

Sarana Pelayanan Umum Skala Kota

| Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan

Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan

Ruang Terbuka Non Hyau

| Ruang Terbuka Non Hijau

| Zona Perdagangan dan Jasa __

| Perdagangan dan Jasa Skala Kota

| Perdagangan dan Jasa Skala WP

| Perdagangan dan Jasa Skala SWP

| Zona Perkantoran

| Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya

Instalasi Pengolahan Air Minum

| Instalasi Pengolahan Air Limbah
| Pergudangan

Sumber: Hasil Rencana Tahun 2020

R-2 12 22,5 17,5 10 12,5 9 10,5 6,5 1 1 1 1 1 1 1 i
| R-3 3 22,5 17.5 10 12,5 ) 10,5 65,5 1] »# [ T iJ] 1] 1
R-4 = 8 | 225 — A5 10 12,5 9 105 | 65 | 1 | 1 1 S A
- —— e B o [ 1 ] [ |
SPU-1 12 22,5 17,5 | 10 125 9 10,5 6,5 T [T T [ 1 1 1|
SPU-2 12 22.5 17,5 T . &7 o | jo5 6,5 EEEEEE EE S ===
SPU-2 8 22,5 175 | 10 12,5 9 | w5165 | 111 | ) N | S A (R
| RTNH = s — LR [ e [ ' . | ==
L RUENEE | - @ 2s ] 1Fe |- 10 12,5 9 Flos5il 65 1 1]1 1 1 1 1 I ] 1
K | |
S == Eah | deE | 1 12,5 & | jop T &9 |1 [ &1 1 1 1 1 | 1 1
K-2 8 225 | 78 | i0 12,5 B [ Jeb [ &8 T T L5133 I3 1 E 11 | 3.1
K-3 8 22,5 | 17,5 |10 12,5 9 | 10,5 6,5 T [T 1 1 1 | 1
KT 4 . I S ..1 e vl 1 S e - i ——— e g
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D. TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

NO PURGEH KODE PRASARANA MINIMUM

PERUNTUKAN
1 | ZONA HUTAN LINDUNG

I . jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

| pos penjaga hutan.

2 | ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT {
| jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda
atau rambu; .
ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

ruang terbuka non hijau berupa lapangan;

jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

Zona Hutan

Lindung HD

e SR o

. 1S 5

Zona Perlindungan PS
Setempat

|
__4 | ZONA RUANG TERBUKA HIJAU
T . jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
| kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
| aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau
rambu;
! RTH-3 ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
jalur evakuasi;
rambu jalur evakuasi bencana; dan
alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.
jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau
rambu;
- | Taman Kelurahan RTH-4 ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
jalur evakuasi;
rambu jalur evakuasi bencana; dan
alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah. -
jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau
rambu;

0 = oy ien B

iR

- Taman Kecamatan

2 IS =00 Ne D

F 0y = i G0

[ - | Taman RW RTH-5




NO

FUNGSI
PERUNTUKAN

Taman RT

Pemakaman

KODE

RTH-6

RTH-7
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PRASARANA MINIMUM

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

ruang terbuka non hijau berupa lapangan,

jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

— — — —

P2 B S IR N G T 2R

W =loNe s

jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau
rambu;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

ruang terbuka non hijau berupa lapangamn;

jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

_ruang untuk saluran air dan saluran air limbah. _

jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp disertai dengan pemberian tanda atau
rambu;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

ruang terbuka non hijau berupa lapangan;

jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

Jalur Hijau

RTH-8

R B Bl

oos

jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda
atau rambu;

jalur evakuasi;

rambu jalur evakuasi bencana; dan

alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

| ZONA KONSERVASI

Taman Wisata
! Alam

TWA

B —

jalur evakuasi; dan
rambu jalur evakuasi bencana.

| ZONA LINDUNG GEOLOGI

Keunikan Batuan

| dan Fosil

LGE-1

LRSS

jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan; |
aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda
atau rambu;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;
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FUNGSI
NO PERUNTUKAN KODE PRASARANA MINIMUM
| 5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;
l ' 6. jalur evakuasi;
| 7. rambu jalur evakuasi bencana; dan

8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

3 | ZONA CAGAR BUDAYA

1. jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;

2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

3. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp dan disertai dengan pemberian tanda
atau rambu;

Cagar Budaya CB 4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

5. ruang terbuka non hijau berupa lapangan;

6. jalur evakuasi;

7. rambu jalur evakuasi bencana; dan

8. alokasi ruang untuk saluran air dan saluran air limbah.

7 | ZONA PERTANIAN

| = 1. jalur pejalan kaki; = — = —

[ 2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
| 3. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;

| P-1 4, jaringan drainase;

5. fasilitas pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;

6. jalur evakuasi; dan

7. rambu jalur evakuasi.

. — — 4 — —_— - e - —_— = — —

= Tanaman Pangan

| [ 1. jalur pejalan kaki;

2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
! 3. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah,;

- | Perkebunan P-3 4. jaringan drainase;

5. fasilitas pendukung kegiatan perkebunan;

6. jalur evakuasi; dan

7. rambu jalur evakuasi.

1. jalur pejalan kaki;

2. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

3. RTNH berupa lapangan;

4. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;

- | Peternakan P-4 5. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup;
. 6. jaringan air limbah;

| 7. jaringan listrik;

l 8. jaringan drainase;

= —— . [ 9. shelter angkutan umum,




FUNGSI

NO  pERUNTUKAN

KODE

8 | ZONA PERIKANAN
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PRASARANA MINIMUM

10,

11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.

parkir kendaraan mobil memenuhi rasio minimum 1 kendaran setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai dan juga
memperhitungkan kendaraan - kendaraan besar;

pos keamanan;

sistem pemadam kebakaran;

fasilitas peribadatan;

lokasi evakuasi;

sistem peringatan dini;

jalur evakuasi; dan

penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

Perikanan
Budidaya

IK-2

VONSO kWD~

10.
11.
12,
13.
14.
15.
16.

jalur pejalan kaki;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan,

jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampabh;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup;
jaringan air limbabh;

jaringan listrik;

jaringan drainase;

shelter angkutan umum,;

parkir kendaraan mobil memenuhi rasioc minimum 1 (satu) kendaran setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai dan
juga memperhitungkan kendaraan-kendaraan besar;

pos keamanan,

sistem pemadam kebakaran,;

fasilitas peribadatan;

lokasi evakuasi;

sistem peringatan dini;

jalur evakuasi; dan

penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

9 | ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

Kawasan
Peruntukan
Industri

KPI

S fEn e 9 RSN

O 00

jalur pejalan kaki;
kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

ruang terbuka hijau berupa tamamn;

RTNH berupa lapangan;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup;
jaringan air limbah berupa saluran tertutup vang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri menyalurkan
limbah yang telah memenuhi standar influent ke IPAL terpadu. Di setiap ujung saluran yang terdapat di persimpangan
jalan dari suatu blok industri harus dibuat sumur kontrol (control pit);

jaringan listrik;
jaringan drainase;



FUNGSI

NO KODE

PERUNTUKAN

11.

12,
13,
14.
15.
16.
1%.
18.

10. shelter angkutan umum;
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PRASARANA MINIMUM

parkir kendaraan mobil memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaran setiap 50 (lima puluh) meter persegi luas lantai dan
juga memperhitungkan kendaraan-kendaraan besar;

pos keamanan;

sistem pemadam kebakaran;

fasilitas peribadatan;

fasilitas kesehatan bagi lingkungan perkantoran pengelola;

fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum;

lokasi evakuasi;

sistem peringatan dini;

19.jalur evakuasi; dan

20.

penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

—

10 | ZONA PARIWISATA

- Pariwisata W

CENOU A WN

10.
11,
12,
13.
14.

15,

jalur pejalan kaki;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

RTNH berupa lapangan;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh pengelola dengan jumlah yang cukup;
jaringan listrik;

jaringan drainase;

tempat parkir umum;

pos keamanan;

sistem pemadam kebakaran;

fasilitas peribadatan;

fasilitas kesehatan;

fasilitas olahraga dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum,;

lokasi evakuasi;

sistem peringatan dini;

16.jalur evakuasi; dan

17,

penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

11 | ZONA PERUMAHAN

! Perumahan
| Kepadatan Tinggi

!\)r—-ﬂ

oW

jalur pejalan kak dengan konstruksi yang bisa meresap air;
aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau
rambu;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

RTNH berupa lapangan olahraga outdoor;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
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FUNGSI
NO PERUNTUKAN KODE PRASARANA MINIMUM

7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang
cukup;

8. jaringan listrik;

9, jaringan drainase;

10. lokasi evakuast;

11. sistem peringatan dini;

12. jalur evakuasi; dan

13. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.

1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;

2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda
atau rambuy;

3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

4. ruang terbuka hijau berupa taman bermain;

5. RTNH berupa lapangan olahraga outdoor;

6

7

. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;

I
{
| - ek I R-3 jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yan
' Kepadatan Sedang | ’ qukugp- ’ ’ P L SRRRIES B ¥
i 8. jaringan listrik;
9. jaringan drainase;
10. lokasi evakuasi;
I 11. sistem peringatan dini;
I 12. jalur evakuasi; dan
g I 13. penandaan/rambu -rambu jalur evakuasi. S S ) I
- ! 1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda
atau rambuy;
3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
| 4. RTH berupa taman bermain;
I 5. RTNH berupa lapangan olahraga outdoor;
I B 6. J:arIngan pfzrsampahan ber"upa alat pepgangkut_ dan tempat pengumpulan §ampah; :
I * | Sepetatan Nendiki R-4 7. Jcalfll(r;gpan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang
' : 8. jaringan listrik;
' 9. jaringan drainase;
I ' 10. lokasi evakuasi;
11. sistem peringatan dini;
I 12.jalur evakuasi; dan
I 135 penandaan/ramhu rambu jalur evakuasi.

| 12 | ZONA SARANA PELAYANAN UMUM




NO

FUNGSI
PERUNTUKAN

SPU Skala Kota

KODE

SPU-1

SPU Skala
Kecamatan

SPU-2
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PRASARANA MINIMUM

. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;

S B

=

0.

11.
12.
13,
14.

15.jalur evakuasi; dan
16.

e
2,

5.

SN

P2 80 [

12.
ESL
14,
15

. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaran setiap 50 (lima puluh)

. pos keamanan;

. jalur evakuasi; dan

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda
atau rambu;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambuy, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

ruang terbuka hijau berupa taman;

RTNH berupa lapangan;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang
cukup;

jaringan listrik;

jaringan drainase;

shelter angkut an umum;

area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum ! (satu) kendaran setiap SO (lima puluh)
meter persegi luas lantai;

pos keamanan;

sistern pemadam kebakaran;

lokasi evakuasi;

sistem peringatan dini;

penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi. - - - o)
pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;

aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda
atau rambu;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

ruang terbuka hijau berupa taman;

RTNH berupa lapangan;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang
cukup;

jaringan listrik;

jaringan drainase;

shelter angkutan umum,;

meter persegi luas lantai;
sistem pemadam kebakaran;

lokasi evakuasi;
sistem peringatan dini;
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ARA

16. penandaan jrambu-rambu jalur evakuasi.

| ZONA RUANG TERBU

SPU Skala

Kelurahan SPU-3

1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;

2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda

atau rambu;

kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

ruang terbuka hijau berupa taman;

RTNH berupa lapangan;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;

jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang

cukup;

jaringan listrik;

jaringan drainase;

0. shelter angkutan umum;

1. area parkir kendaraan meobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaran setiap 50 (lirna puluh)
meter persegi luas lantai;

12. pos keamanan;

13. sistem pemadam kebakaran;

14. lokasi evakuasi;

15. sistem peringatan dini;

16. jalur evakuasi; dan

17. penandaan frambu-rambu jalur evakuasi.

SLG}HE (8. 1D

KA NON HIJAU

Ruang Terbuka

Non Hijau R

1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;

2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda
atau rambuy;

3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
RTH publik;

4. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampabh;

5. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang
cukup;

6. jaringan listrik;

7.jaringan drainase;

8. pos keamanan;

9. sistem pemadam kebakaran;

10. lokasi evakuasi;

11. sistem peringatan dini;

12. jalur evakuasi; dan

13. penandaan frambu-rambu jalur evakuasi.

14

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA
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FUNGSI
NO PERUNTUKAN KODE PRASARANA MINIMUM

| . Jjalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air; |
: 2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda |
' atau rambu;

3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;

RTH publik;

RTNH berupa lapangan;

jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;

| jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara denganjumiah yang

| cukup;

oo

| Perdagangan dan = 7. jaringan listrik; i
Jasa Skala Kota 8. jaringan drainase;
[ 9. shelter angkutan umum,;
- 10. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaran setiap 50 (lima puluhj
' meter persegi luas lantai;
‘ 11. pos keamanan;
, 12. sistem pemadam kebakaran;
| 13. lokasi evakuasi; I
_ 14. sistem peringatan dini; .
[ 15. jalur evakuasi; dan |
; | 16. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi. - o - = = |
. 1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air; '
! 2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda
! | i atau rambu;
! ! 3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
' ' | RTH publik minimal 10 (sepuluh) persen;
' ' 4. RTNH berupa lapangan;
| 5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpuian sampah;
| 6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumiah yang
Perdagangan dan : | Ful::up; o
" | Jasa Skala WP K-2 7, jarngan l1st1_‘1k, |
8. jaringan drainase;
- 9. shelter angkutan umum, l
10. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 {satu) kendaran setiap 50 (lima puluh) |

meter persegi luas lantai; |
11. pos keamanan;
12. sistem pemadam kebakaran; I
13. lokasi evakuasi; |
14, sistem peringatan dini; |
15. jalur evakuasi; dan |
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FUNGSI
NO PERUNTUKAN KODE PRASARANA MINIMUM
L — | == 16. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
- 2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda
atau rambu;
3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
RTH publik;
4. RTNH berupa lapangan;
5. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
6. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang

cukup;

jaringan listrik;

jaringan drainase;

shelter angkutan umum;

0. area parkir kendaraan mobil lahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaran setiap 50 (lima puluh)
meter persegi luas lantai;

i 11. pos keamanan;

| 12. sistem pemadam kebakaran;

I

Perdagangan dan
Jasa Skala SWP

B2 1D joe =

13. lokasi evakuasi;
sistem peringatan dini;
| 14. jalur evakuasi; dan

! 15. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
15 | ZONA PERKANTORAN 1 z
| 1. jalur pejalan kaki dengan konstruksi yang bisa meresap air;
2. aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, dan ramp yang disertai dengan pemberian tanda
I atau rambuy;
; 3. kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, dan lampu penerangan;
i 4, RTH publik;
! i ' ! 5. RTNH berupa lapangan;
6. jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
| 7. jaringan air bersih, tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang

| Perkantoran KT cukup;
! | 8. jaringan listrik;
| | 9. jaringan drainase;
10. shelter angkutan umum;
i 11. area parkir kendaraan mobil iahan perkantoran adalah memenuhi rasio minimum 1 (satu) kendaran setiap 50 (lima puluh)
meter persegi luas lantai;
‘ 12. pos keamanan;
: 13. sistem pemadam kebakaran;
! | | 14. lokasi evakuasi;
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NO PUNGE KODE  PRASARANA MINIMUM

PERUNTUKAN

15. sistem peringatan dini;
16. jalur evakuasi; dan
, 17. penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi. .
16 | ZONA PERUNTUKAN LAINNYA i)
jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
jaringan listrik;

Instalasi pos keamanan;
- | Pengolahan Air PL-3 lokasi evakuasi;
Minum (IPAM) sistem peringatan dini;
jalur evakuasi; dan
penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi.
jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah;
jaringan listrik;
pos keamanan;
lokasi evakuasi;
sistem peringatan dini;
jalur evakuasi; dan |
penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi. - ) ——— S |
jaringan persampahan berupa alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampabh;
jaringan listrik;
pos keamanan,;
lokasi evakuasi;
sistem peringatan dinij;
jalur evakuasi; dan
penandaan/rambu-rambu jalur evakuasi. i |

0.0 =

Instalasi
- Pengolahan Air PL-4
Limbah (IPAL) !

- Pergudangan PL-6

NSO F el Oy B IS oo B

“Sumber: Hasil Rencana Tahun 2020

{BUPATI LOMBOK BARAT,%

H! FAUXAN KHALID
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